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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sebagian besar permukaan bumi adalah air dimana sebagian
besarnya adalah wilayah laut. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila
hampir semua negara memiliki wilayah laut walaupun dengan luas yang
berbeda-beda. Demikian pula dalam hal pemanfaatannya, ada beberapa negara
menggunakan wilayah laut yang dimilikinya dengan memanfaatkan potensi
yang ada dibawah permukaan laut, antara lain hewan-hewan yang ada
didalamnya, minyak bumi, gas bumi dan sumber mineral lainnya, bahkan ada
pula negara yang memanfaatkan air laut untuk riset dan ilmu pengetahuan.

Laut merupakan penghubung antara daratan yang satu dengan yang
lainnya demikian pula antara negara yang satu dengan yang lainnya sehingga
secara umum negara-negara juga memanfaatkan laut untuk pelayaran. Sejalan
dengan perkembangan kebutuhan manusia berkomunikasi dan berinteraksi
dengan manusia lainnya, pelayaran yang memanfaatkan laut sebagai sarana
penghubung senantiasa dikembangkan dari masa ke masa untuk
mempermudah pemenuhan kebutuhan. Berawal dari tujuan pemenuhan
kebutuhan inilah, beberapa negara memandang pelayaran cukup
mendatangkan keuntungan dan menjadi salah satu industri yang strategis

dalam hal mendatangkan pemasukan bagi suatu negara selain industri-industri

b et e

1
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lainnya, terutama bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut,
misalnya Indonesia.

Indonesia menyadari betapa besar pengaruh pelayaran bagi
kesejahteraan rakyatnya sehingga mengatur secara khusus mengenai pelayaran
ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 (selanjutnya disingkat
Undang-Undang Pelayaran). Pelayaran bagi Indonesia sebagai Negara
Kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan
dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi
nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan,
mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara masal,
menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu
lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik nasional
maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat (vide
Menimbang poin b Undang-Undang Pelayaran).

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan laut sebagai
pemersatunya dan merupakan Negara Kepulauan terbesar di  dunia
membutuhkan komunikasi dan hubungan antar pulau yang lancar dan
terpelihara demi terwujudnya kemakmuran yang merata diantara seluruh
rakyat yang tersebar di pulau-pulau tersebut. Termasuk pula aliran
perdagangan antar pulau untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat
pulau yang satu dengan lainnya, demikian pula dengan negara tetangga

lainnya. Jadi dengan kata lain, pelayaran (transportasi laut) merupakan
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infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara serta

sebagai sarana pemersatu.

Mengingat industri pelayaran di Indonesia menjadi industri yang
cukup populer, banyak pengusaha-pengusaha yang melirik usaha pelayaran ini
karena dipandang cukup mendatangkan keuntungan. Dalam menjalankan
usaha pelayaran tersebut, sebagai pengusaha yang memiliki armada kapal,
pengusaha dituntut untuk dapat memperhitungkan dengan tepat kearah mana
laju usahanya agar tidak kalah bersaing dengan pengusaha pelayaran lainnya.
Kecermatan dan ketepatan menganalisa situasi ekonomi dan politik serta
kebijakan pemerintah suatu negara, adalah kunci utama menjalankan industri
pelayaran ini. Hal ini disebabkan karena industri pelayaran sangat terkait erat
dengan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat ini, misalnya :

a. Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut adalah
instansi pemerintah yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan
di bidang perhubungan pada umumnya dan perhubungan laut pada
khususnya (Pasal 122 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1996 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh
Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1996)
dimana didalamnya termasuk mengenai kapal sebagai alat transportasi laut

serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
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peraturan yang berlaku (Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional). Departemen ini
terbagi menjadi beberapa divisi yang salah satunya khusus menangani
pemeliharaan sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen kapal, termasuk
dalam hal pencatatan dan pendaftaran kapal ;

b. Badan Usaha Milik Negara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang
didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1964 dimana pada
saat itu masih berstatus perusahaan negara dan beralih menjadi persero
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 merupakan satu-
satunya badan klasifikasi nasional ditugaskan oleh Pemerintah Republik
Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan
kapal berbendera asing yang secara regular beroperasi di perairan
Indonesia (Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang
Perkapalan). Kegiatan klasifikasi ini merupakan penggolongan kapal
berdasar konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan
memberikan penilaian atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar.'
Jadi dalam hal pengoperasian kapal, hendaknya diperlukan pemeriksaan
yang fteliti, teratur dan sistematis terhadap kondisi kapal agar terjaga
keselamatan benda dan jiwa di laut ;

c. Badan Usaha Milik Negara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia untuk
mengelola kepelabuhanan (periksa Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan

1 . . .. .
Periksa www.klasifikasiindonesia.com
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Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut).
Kepelabuhanan dalam hal ini adalah meliputi segala sesuatu yang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang,
dan/atau barang dan keselamatan berlayar yang terkait pula dengan bea
dan cukai, imigrasi dan karantina (Periksa Pasal 21 Undang-Undang
Pelayaran) ;

d. Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang mengatur
mengenai perindustrian dan perdagangan dimana kapal yang bermuatan
kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya beras, gula, tepung, besi tua,
dan lain sebagainya wajib tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh
departemen ini dan departemen terkait lainnya ;

e. Departemen Kehutanan yang mengatur mengenai bidang kehutanan
dimana kapal yang bermuatan kayu, wajib tunduk pada peraturan yang
dikeluarkan oleh departemen ini dan departemen lain yang terkait ;

f. Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi (Pertamina) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas
bumi di Indonesia. Kegiatan usaha hilir Pertamina adalah pengolahan,
pemasaran, niaga dan perkapalan, dimana salah satunya sebagai penyedia

bahan bakar kapal. >

2 . .
Periksa www.pertamina.com
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Nampak disini bahwa untuk satu armada kapal laut saja terkait
dengan beberapa instansi Pemerintah yang memiliki kebijakan masing-
masing. Jadi kebijakan Pemerintah memegang peranan penting dalam
mendukung industri pelayaran karena industri pelayaran memang dikuasai
oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 5 Undang
Undang Pelayaran).

Namun dalam perkembangannya, industri pelayaran yang
memegang peranan penting dalam Negara Indonesia disini mulai
menunjukkan gejala-gejala memprihatinkan. Hal imi nampak dari terbatasnya
fasilitas pelabuhan dan pelayanannya, belum terwujudnya kemitraan antara
pemilik barang dan pemilik kapal laut, mengenai pajak dan fiskal yang
insentifnya belum memadai dibandingkan dengan negara lainnya, kurangnya
sumber daya manusia kepelautan, manajemen perusahaan yang handal dan
pendidikan maritim yang berkualitas. Masalah-masalah tersebut cukup
menyebabkan kondisi industri pelayaran Indonesia berdaya saing rendah.
Rendahnya daya saing ini disebabkan oleh berbagai masalah yang kompleks,
antara lain mencakup aspek pengaturan, kelembagaan, pendanaan, fiskal dan
kredit, prasarana dan sarana yang kewenangannya ada pada berbagai instansi
Pemerintah. *

Dalam rangka membangkitkan kembali industri pelayaran di
Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai bidang, khususnya

dalam hal kebijakan dan pengaturan serta didukung oleh seluruh sektor yang

3 Periksa Makalah Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut —

Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional ; Hotel Inna Simpang — Surabaya ; 26 April 2006.
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terkait. Salah satu sektor yang terkait disini adalah sektor keuangan.
Pengembangan suatu usaha tertentu, pasti tidak akan dapat lepas dari faktor
pendanaan. Demikian pula dengan suatu perusahaan pelayaran, dalam hal
mengembangkan usahanya, seringkali pengusaha pelayaran harus menambah
armada kapal lautnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sedang ramai.
Hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat kapal laut bukanlah suatu benda
usaha yang murah harganya dan dibutuhkan keahlian khusus untuk
mengoperasikan kapal laut tersebut. Menambah armada kapal laut sama
dengan menambah tenaga ahli untuk mengoperasikan kapal laut, sekaligus
menambah dana untuk membiayai operasional kapal laut (misalnya bahan
bakar kapal, spare-part kapal, biaya labuh dan tambat, asuransi dan lain-lain),
sehingga penambahan armada kapal laut membutuhkan modal yang cukup
besar.

Banyak pilihan langkah untuk mendapatkan modal tersebut, antara
lain dengan menambah sendiri modal usahanya dimana dana tersebut diambil
dari dana pribadi pemilik atau mendapatkannya dari pihak lain. Menambah
modal dimana dananya diambil dari dana pribadi tidak dapat dilakukan oleh
semua pemilik perusahaan pelayaran, tidak banyak pemilik perusahaan
pelayaran yang memiliki dana yang cukup besar untuk pengembangan
usahanya. Langkah yang umum diambil dalam hal ini adalah memperoleh
dana untuk pengembangan usaha tersebut dari pihak lain, misalnya dengan
menjual aset selain kapal laut yang dimilikinya. Langkah menjual aset selain

kapal laut dimaksudkan karena apabila kapal laut itu sendiri sebagai benda
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usaha yang dijual artinya perusahaan pelayaran tidak dapat mempergunakan
lagi kapal laut tersebut untuk mendapatkan uang. Langkah ini sebenarnya
bukanlah jalan keluar yang tepat mengingat menjual aset merupakan
penurunan modal suatu perusahaan dan seharusnya merupakan pilihan terakhir
dimana tidak terdapat pilihan lain. Dalam perkembangannya, ditemukan cara
dimana aset tidak perlu dijual, melainkan hanya dijadikan sebagai jaminan
pelunasan pinjaman, aset yang dijaminkan tersebut juga tidak perlu berada
dalam penguasaan pemberi pinjaman, sehingga dapat tetap dipergunakan
sebagai benda usaha. Ini merupakan jalan keluar yang cukup bijaksana karena
perusahaan mendapatkan modal tanpa harus menjual asetnya, bahkan asetnya
dapat tetap dipergunakan. Untuk melakukan langkah menjaminkan aset ini,
maka digunakanlah Lembaga Jaminan.

Lembaga Jaminan di Indonesia memegang peranan penting dalam
rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dan
perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan
pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian
kredit tersebut.’

Di negara-negara yang sedang membangun dan negara yang
sedang menjalani periode krisis, diperlukan kebijaksanaan yang longgar dalam
bidang perkreditan. Hal ini diperlukan untuk mendorong perusahaan-
perusahaan kecil dan perusahaan pada umumnya menjadi lebih maju dan

mengembangkan usahanya sehingga mempengaruhi taraf perekonomian suatu

* Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan
dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 1.
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Negara. Di Indonesia adanya Lembaga Jaminan yang sederhana telah
dilaksanakan untuk petani dan pengusaha kecil dalam mengembangkan
usahanya dalam bentuk yang sederhana, prosedur yang mudah dan syarat yang
tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan. Demikian pula untuk
pengusaha-pengusaha pelayaran yang memiliki armada kapal laut, baik kapal
laut untuk penumpang maupun barang dapat mengajukan kredit untuk
mengembangkan usahanya dengan jaminan kapal laut karena kapal laut
dipandang sebagai benda modal (usaha) yang bernilai ekonomis dan cukup
mempunyai nilai jaminan tinggi.

Terdapat 2 pilihan Lembaga Jaminan untuk perjanjian kredit
dengan kapal laut sebagai jaminan, yaitu Lembaga Jaminan Fidusia dan
Lembaga Jaminan Hipotek. Lembaga Jaminan Fidusia dikhususkan kepada
kapal laut yang tidak terdaftar, yaitu dengan berat kotor dibawah 20 m3
(sehingga dikategorikan sebagai benda bergerak), sedangkan Lembaga -
Jaminan Hipotek dikhususkan kepada kapal laut yang terdaftar, yaitu dengan
berat kotor diatas 20 m3 (sehingga dikategorikan sebagai benda tidak
bergerak). Pengaturan tentang Lembaga Jaminan Hipotek untuk kapal laut
sedikit berbeda dan lebih khusus dibanding pengaturan mengenai Hipotek
pada umumnya yang konstruksi awalnya ditujukan terhadap objek tanah.
Sejak awal Hipotek bagi tanah memang didasarkan pada sifat tanah sebagai
benda yang tidak bergerak, berbeda dengan kapal laut dimana sifatnya
berubah dari benda bergerak menjadi benda tidak bergerak setelah

pendaftarannya dilakukan. Hal inilah yang sekiranya memerlukan perhatian
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“lebih” dari pembentuk Undang-Undang dalam rangka menghindari
kerancuan pengaturan.

Pembentuk Undang-Undang sekiranya juga menyorot mengenai
bagaimana kedudukan kreditor yang cukup aman dalam rangka memperoleh
kembali pelunasan piutang dalam hal terjadi wanprestasi mengingat mobilitas
kapal laut sesuai sifat dan penggunaannya sebagai sarana transportasi yang
cukup mahal harganya, namun tidak mudah untuk dicairkan. Hal in1 penting
dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor itu sendiri.

Selain peraturan yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang,
para pihak dapat menciptakan peraturan sendiri yang berlaku bagi para pihak
yang ada didalamnya, dimana hal tersebut mengikat mereka sebagai suatu
Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1338 BW, begitu pula dengan perjanjian
kredit dengan jaminan kapal laut. Mengingat kapal laut merupakan objek yang
tidak murah harganya sehingga menyebabkan kapal laut menjadi jaminan
yang sulit untuk dicairkan berbeda dengan jaminan lainnya misalnya tanah
atau mobil. Hal ini menyebabkan Bank-bank dan perusahaan pembiayaan
lainnya sebagai kreditor cenderung lebih mencermati perjanjian kredit dengan
jaminan kapal laut dibanding perjanjian kredit dengan jaminan lainnya. Pada
umumnya bahkan mereka cenderung meminta jaminan lainnya bersama-sama
dengan kapal laut dalam rangka pengamanan yang lebih, yaitu aset gedung,
tanah dan jaminan pribadi (personel guarantee).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang

akan dikaji adalah :
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1) Bagaimanakah bentuk perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek
jaminan?
2) Apakah konsekuensi hukum pembebanan kapal laut bagi para pihak dalam

perjanjian kredit tersebut?

2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memberikan
gambaran tentang :
a. Perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek jaminan.
b. Konsekuensi hukum dari pembebanan kapal laut bagi para pihak dalam

perjanjian kredit tersebut.

3. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :

a. Menambah bahan kepustakaan hukum tentang perjanjian dengan kapal laut
sebagai objek jaminan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh pihak lain di bidang yang sama.

b. Agar dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi
mereka yang berminat dan ingin mendalami bidang hukum jaminan di

Indonesia, terutama mengenai jaminan kapal laut.
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4. Kajian Konseptual

Perjanjian timbul karena adanya penawaran dan akseptasi. Jadi saat
yang menentukan dalam hal ini adalah akseptasi, karena apabila penawaran
tidak diikuti dengan akseptasi, maka perjanjian tersebut tidak akan timbul.
Perjanjian yang menimbulkan hubungan obligatoir (yang menciptakan
perikatan) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 BW,
yaitu :

a. Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup
perjanjian (kesepakatan).

b. Para pihak adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Sifat dan luas dari objek perjanjian harus dapat ditentukan.

d. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah memang mungkin untuk
dilaksanakan dan diperbolehkan.

Jadi perikatan timbul karena adanya perjanjian obligatoir, yaitu
hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak
yang satu (Debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang
lain (Kreditor) berhak atas prestasi itu. Perikatan dapat pula timbul dari
Undang-Undang, misalnya kewajiban memberikan alimentasi dalam
hubungan keluarga. Demikian pula dengan perjanjian yang macamnya tidak
hanya perjanjian obligatoir saja, karena terdapat pula perjanjian-perjanjian
lainnya, yaitu :

a. Perjanjian kebendaan dimana para pihak menetapkan, mengalihkan atau

mengubah hak kebendaan.
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b. Melaksanakan perkawinan sebagai perjanjian hukum keluarga.
c. Perjanjian pembuktian dimana para pihak menetapkan bagaimana fakta
tertentu diantara mereka harus dibuktikan.

Perjanjian Kredit termasuk dalam penggolongan perjanjian yang
tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 BW yang antara lain
menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang
tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan
umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Hal ini disebabkan karena Perjanjian Kredit tidak diatur secara
khusus dalam Buku III BW mengenai perikatan. Ada pula yang berpendapat
Perjanjian Kredit ini termasuk dalam Perjanjian Pinjam Meminjam. Terlepas
dari semua itu, Perjanjian Kredit ini adalah perjanjian obligatoir, karena
melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak
dan tunduk pada Buku IIIl BW. Dasar dari Perjanjian Kredit ini adalah Pasal
1131 BW yang antara lain menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Perjanjian Kredit dengan jaminan kapal laut dalam hal ini berbeda
dengan Perjanjian Kredit yang secara umum berlaku dalam Pasal 1131 BW
diatas, hal ini dikarenakan sifat Perjanjian Kredit secara umum ini adalah
obligatoir, Bank hanya berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren yang

memiliki hak yang sama dengan Kreditor Konkuren lainnya dalam hal

pelunasan piutang, Bank hanya memiliki hak tagih yang bersifat pribadi
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sehingga apabila terjadi wanprestasi dan bahkan kepailitan, Bank harus rela

mendapatkan bagian yang sama dengan kreditor lainnya, ia harus

menghormati hak dari Kreditor Konkuren lainnya. Hal ini akan berbeda
apabila Bank memiliki suatu jaminan yang mengikuti Perjanjian Kredit
tersebut. Jadi dalam hal ini terdapat 2 perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian Pokok, yaitu mengenai perjanjian kredit secara umum.

b. Perjanjian Accessoire, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian
pokoknya, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian jaminan, baik
Jaminan pribadi maupun kebendaan.

Pasal 1131 BW disimpangi dengan adanya 2 perjanjian diatas, hal
ini diperbolehkan karena Pasal 1131 BW termasuk dalam Regelend Recht
(hukum yang mengatur), sehingga Bank yang pada awalnya diberikan
kewenangan oleh Pasal 1131 BW untuk menguasai semua kebendaan si
berutang bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya, oleh karena
disimpangi dengan perjanjian yang menunjuk satu objek tertentu secara
khusus menjadi memiliki hak kebendaan, yaitu milik Bank secara tunggal.

Yang dimaksud dengan kapal laut menurut Pasal 310 KUHD
adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang
diperuntukan untuk itu dan menurut pasal 2 Undang-Undang Pelayaran, kapal
adalah :

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan

dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang

berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”
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Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pelayaran,

yaitu :

a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang
mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal
dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir.

b. Kapal yang digerakkan adalah kapal layar.

¢. Kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat
penggerak kapal lain.

d. Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat
dioperasikan di permukaan air atau diatas permukaan air dengan
menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan /
atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jer foil, hidro foil,
hovercrafi, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu.

e. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu
bergerak dibawah permukaan air.

f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah
alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak
sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak
berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung,
tongkang akomodasi (accommodation barge) untuk penunjang kegiatan
lepas pantai dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta
unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units /

MODU).
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oleh Pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani
dengan gadai dan Pasal 1977 BW tidak dapat berlaku padanya’. Sebaliknya,
untuk kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20m3 (dua puluh meter
kubik) dan tidak didaftarkan dalam register kapal dipandang sebagai benda
bergerak, sehingga Lembaga Jaminan Fidusia yang digunakan.

Secara kasat mata dan sesuai dengan Pasal 510 BW, kapal laut
termasuk dalam kategori benda bergerak karena dilihat dari sifatnya yang
dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 BW). Namun pada saat
digunakan sebagai objek jaminan, kapal laut ternyata harus dipisahkan
menjadi 2 kategori, yaitu :

1. Kapal laut dengan isi kotor kurang dari 20 m3 dalam kategori benda
bergerak sehingga lembaga jaminan Fidusia yang digunakan ;
2. Kapal laut dengan isi kotor diatas 20 m3 dalam kategori benda tidak
bergerak sehingga lembaga jaminan Hipotek yang digunakan.
Apabila ditelusuri lebih jauh ternyata dalam Pasal 506 BW kapal laut tidak
termasuk dalam kebendaan yang tidak bergerak. Dasar pemikiran pembedaan
kapal dengan kategori benda bergerak dan tidak bergerak sebenarnya terletak
pada status benda terdaftar dan tidak terdaftar karena kapal laut dalam hal ini
dianggap memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang strategis dalam kehidupan
niaga apabila kapal laut tersebut didaftarkan. Sifat didaftar itulah yang
menyebabkan perubahan menjadi benda tidak bergerak dimana berdasar

kodratnya seharusnya dikategorikan sebagai benda bergerak dan mengikuti

* Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 76.
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aturan-aturan yang berlaku padanya. Kapal laut yang telah terdaftar
dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dan Lembaga Jaminan Hipotek
yang berlaku padanya, begitu pula dalam hal pemindahtanganan, proses balik
nama harus dilakukan ditempat dimana kapal laut tersebut didaftarkan (Pasal

48 Undang-Undang Pelayaran).

5. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan masalah statute approach, yaitu penelitian yang bertitik
tolak dari peraturan perundang-undangan dan conceptual approach,
yaitu penelitian yang bertitik tolak dari bahan pustaka, yaitu doktrin-
doktrin, pendapat-pendapat para sarjana dan yurisprudensi-yurisprudensi
yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan hukum
Jaminan pada umumnya dan jaminan kapal laut pada khususnya.

Dengan menggunakan pendekatan hukum ini diharapkan dapat
memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat

dalam penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum

b.1. Bahan Hukum Primer
e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( WvK)

®  Burgerlijk Wetboek
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¢ Undang-Undang Nomor 19 tahun 1982 tentang Penerbangan
Nasional

¢ Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

¢ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia

e Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan.

e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

¢ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003
tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut.

b.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu makalah seminar, karya tulis yang

relevan, artikel, literatur, website maupun tesis.

Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum penelitian ini
adalah dengan inventarisasi dan identifikasi yang bertujuan untuk
menganalisa masalah melalui studi pustaka yang mengacu pada
peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur, tesis,
disertasi dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara

sistematis sesuai objek penelitian.
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Dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut kemudian
dilakukan sistematisasi bahan hukum dan analisa dengan sratute
approach dan conceptual approach untuk memperoleh gambaran yang

Jelas terhadap objek permasalahan sehingga dapat memecahkan masalah.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini  dimulai dengan Bab I dengan judul
“PENDAHULUAN” yang membahas mengenai gambaran umum
permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirinci pada bab-bab
berikutnya.

Bab selanjutnya adalah Bab II dengan judul “PERJANJIAN
KREDIT DENGAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN” yang
berisi uraian masalah mengenai perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai
objek jaminan yang diuraikan lebih lanjut mengenai klasifikasi lembaga
jaminan, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan kapal
laut sebagai jaminan, substansi dari perjanjian pembebanan kapal laut dengan
Hipotek dan Fidusia sebagai lembaga jaminan dan tahap pembebanan kapal
laut dalam lembaga jaminan Hipotek dan Fidusia.

Bab selanjutnya adalah Bab III dengan judul “KONSEKUENSI
HUKUM PEMBEBANAN KAPAL LAUT BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT” yang berisi uraian masalah mengenai hak Kreditor
pemegang jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan Hipotek dan Fidusia,

dan uraian mengenai perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.
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Bab selanjutnya adalah Bab IV dengan judul “PENUTUP” yang
berisi kesimpulan sebagai jawaban masalah dan landasan teoritis serta saran

sebagai sumbangan pemikiran penulis atas masalah yang dibahas dalam

penelitian ini.

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II
PERJANJIAN KREDIT DENGAN KAPAL LAUT

SEBAGAI OBJEK JAMINAN

1. Klasifikasi Lembaga Jaminan
Pada umumnya, jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal
dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya,
sifatnya, objeknya dan kewenangan menguasainya, yaitu sebagai berikut : °
a. Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-Undang dan jaminan yang
lahir karena perjanjian.
b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perorangan.
d. Jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.
€. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai
bendanya.
Sedangkan dalam praktik perbankan, klasifikasi atau penggolongan
jaminan pada umumnya meliputi : ’
a. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan
Jaminan Pokok adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang

berkaitan langsung dengan kredit. Jaminan atau agunan ini dapat berupa

® A. Yudha Hernoko, Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan, Bab Aspek
Hukum Jaminan Di Bidang Perkreditan, h. 43.

7 Ibid , h. 45.
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barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan.

Jaminan Tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan
kredit yang dimohon. Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan

maupun perorangan.

. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan Umum adalah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada setiap
Kreditor, dimana didalamnya terdapat hak-hak tagih yang memberikan
kedudukan yang sama pada setiap Kreditor, yaitu Kreditor Konkuren.
Jaminan ini tidak ditunjuk secara khusus dan hasil penjualan jaminan akan
dibagi secara seimbang sesuai dengan besarnya piutang masing-masing
Kreditor. Jaminan Umum ini lahir karena ketentuan Undang-Undang,
yaitu Pasal 1131 BW jo 1132 BW.

Jaminan Khusus adalah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada
Kreditor dimana Kreditor memiliki hak dan kedudukan untuk didahulukan
dalam pelunasan hutang Debitor. Jaminan ini menunjuk secara khusus
benda-benda tertentu sebagai jaminan atas piutangnya serta memberikan
hak istimewa (previlege) dan hak untuk didahulukan dari Kreditor
Konkuren, yaitu Kreditor Preferen. Dalam praktik perbankan, jaminan
khusus ini muncul karena jaminan umum yang diberikan oleh Undang-
Undang kurang memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor. Jaminan

khusus ini muncul karena adanya perjanjian yang dibuat tersendiri oleh

o

S i
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Kreditor dan Debitor, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat
perorangan.
c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung
dengan benda tertentu dimana dengan jaminan ini Kreditor mempunyai
hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan antara lain adalah selalu
mengikuti dimanapun benda itu berada, dapat beralih atau dialihkan,
diprioritaskan, separatis (dalam hal terjadi kepailitan), dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun (absolute). Kreditor dengan jaminan
kebendaan akan memiliki kedudukan sebagai Kreditor Preferen dan
memperoleh kedudukan istimewa (previlege) dan hak untuk didahulukan.
Termasuk dalam kategori jaminan ini misalnya Hak Tanggungan, Hipotek,
Credit Verband, Gadai dan Fidusia. Jaminan Kebendaan masih dibedakan
lagi menjadi Jaminan Kebendaan Berwujud dan Tidak Berwujud. Jaminan
Kebendaan Berwujud merupakan konsekuensi pembagian benda menurut
Pasal 503 BW dan 504 BW, oleh karena itu bentuk jaminan ini masih
dibagi menjadi 2, yaitu Jaminan untuk Benda Bergerak dan Benda Tidak
Bergerak. Sedangkan Jaminan Kebendaan Tidak Berwujud meliputi antara
lain surat-surat obligasi, hak tagih atau surat berharga lainnya.

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan
langsung dengan pihak pemberi jaminan. Hal ini sesuai dengan asas
“Pacta Sunt Servanda” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1340 jo

1338 ayat 1 BW. Kedudukan Kreditor dengan Jaminan Perorangan
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hanyalah sebagat Kreditor Konkuren dan hak yang dimiliki hanya bersifat
relatif yang berupa hak perorangan. Dalam praktik perbankan, kedudukan
semacam ini dipandang kurang menguntungkan karena mempunyai tingkat
risiko yang cukup tinggi walaupun Undang-Undang telah memberikan
perlindungan hukum melalui Pasal 1131 BW, namun Jaminan Perorangan
hanya diterima oleh Bank dengan pertimbangan yang selektif dan
ditempatkan pada urutan setelah jaminan kebendaan, jadi hanya sebagai

Jjaminan tambahan saja.

Dalam praktik perbankan, Jaminan Perorangan dapat dikategorikan dalam

3 bentuk, yaitu : ®

1. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee, Borgtocht, avalist), artinya
yang menjadi penjamin adalah orang secara pribadi.

2. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), artinya yang menjadi
penjamin adalah perusahaan.

3. Bank Garansi (Bank Guarantee), artinya yang menjadi penjamin
adalah Bank. Pada umumnya jaminan ini tidak dimaksudkan dalam hal
pemberian kredit melainkan untuk menjamin pembayaran sejumlah
uang tertentu atau jaminan atas pelaksanaan pekerjaan tertentu
(performance guarantee).

d. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.
Penggolongan atas benda yang terpenting dalam sistem Hukum Perdata di

Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak.

8 Ibid_h. 48.

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 26

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang
berhubungan dengan penyerahan (levering), daluwarsa (verjaring),
kedudukan berkuasa (bezit), pembebanan / jaminan. Pembagian ini akan
menentukan jenis lembaga jaminan / ikatan jaminan yang dapat dipasang
untuk kredit yang akan diberikan.” Kedua jenis jaminan ini memberikan
hak kebendaan kepada Kreditornya sehingga Kreditor yang menguasai
Jaminan ini mempunyai kedudukan sebagai Kreditor Preferen.
Jaminan Atas Benda Bergerak adalah jaminan dengan objek benda
bergerak yang dibedakan menjadi jaminan benda bergerak berwujud dan
benda bergerak tidak berwujud.
Jaminan Atas Benda Tidak Bergerak adalah jaminan dengan objek berupa
benda tidak bergerak.
Dalam perkembangan dewasa ini, pembagian benda sebagaimana yang
diatur dalam BW dirasakan kurang memadai dan kurang antisipatif
Banyak pakar yang mengusulkan untuk segera diadakannya peraturan
yang mengatur pembagian benda kedalam Benda Terdaftar dan Benda
Tidak Terdaftar. Pembagian kedalam dua klasifikasi tersebut dirasakan
akan mampu menampung dinamika dan kebutuhan dalam praktik.'’

e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa menguasai Bendanya
Maksud dari Jaminan dengan menguasai bendanya atau jaminan serah
fisik adalah Kreditor menguasai benda jaminan secara nyata, misalnya

Gadai dan Hak Retensi. Dalam praktik perbankan, jaminan model ini

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit., h. 49.

A Yudha Hernoko, Op. Cit. | h. 49.
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yang mensyaratkan adanya “inbezitstelling” (misal dalam gadai). Kondisi
fistk jaminan memerlukan perhatian khusus dalam hal ini sehingga justru
dianggap lebih merepotkan dan tidak efisien.

Jaminan dengan tanpa menguasai benda adalah Kreditor tidak menguasai
benda jaminan secara nyata tetapi hanya menguasai dokumen atau
kepemilikan yuridisnya saja. Model jaminan ini seringkali disebut dengan
jaminan serah dokumen dan jaminan serah kepemilikan yuridis, yaitu Hak
Tanggungan, Hipotek dan Fidusia.

Lembaga Jaminan di Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam
Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) pada dasarnya merupakan
konsekuensi lanjut dari pembagian benda menurut BW, yaitu benda bergerak
dan tidak bergerak (Pasal 504 BW). Terdapat 5 macam Lembaga Jaminan
baik yang diatur dalam BW maupun dalam Undang-Undang tersendiri yang
merupakan pengembangan dari Lembaga Jaminan yang diatur dalam BW
tersebut, yaitu : |
a. Hak Tanggungan Atas Tanah.

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang
berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak
Tanggungan). Hak Tanggungan ini dibebankan terhadap objek jaminan
kebendaan tidak bergerak yang berupa hak-hak atas tanah, yaitu Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah

Negara dan atas tanah Hak Milik. Dahulu hak-hak atas tanah termasuk
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dalam objek Hipotek, namun setelah berlakunya Undang-Undang Hak
Tanggungan ini, maka hak-hak atas tanah beralih menjadi objek dari Hak
Tanggungan.

b. Hipotek.
Pada masa sebelum adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, lembaga
ini dapat dibebankan terhadap objek jaminan kebendaan tidak bergerak
berupa hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak
Guna Usaha (Pasal 1162 jo 1167 BW). Pada saat berlakunya Undang-
Undang Hak Tanggungan, maka objek Hipotek bergeser menjadi kapal
laut dengan berat kotor diatas 20 m3 (dua puluh meter kubik) (Pasal 314
KUHD), pesawat udara (Undang-Undang Nomor 19 tahun 1982 tentang
Penerbangan Nasional) dan helikopter yang berkebangsaan Indonesia dan
telah terdaftar. Lembaga Jaminan Hipotek diatur dalam Buku II Bab XXI
Pasal 1162 — 1232. Hipotek adalah hak kebendaan atas suatu benda
sehingga kreditor mempunyai prioritas piutang untuk didahulukan.

c. Credit Verband.
Memiliki spesifikasi yang sama dengan Hipotek, namun dinyatakan tidak
berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan.

d. Gadai.
Lembaga Jaminan Gadai diatur dalam Buku IT Bab XX Pasal 1150 — 1161.
Gadai dalam hal ini adalah suatu hak yang dimiliki Kreditor terhadap
benda bergerak, sehingga ia harus didahulukan dalam pelunasan hutang

(Pasal 1150 BW). Objek dari Gadai ini adalah benda bergerak (Pasal 1150
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Jo 1152 jo 1167 BW) dan dikenal dengan pola INBEZIT STELLING, yaitu
benda gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata pihak Debitor untuk
kemudian diletakkan pada kekuasaan nyata pihak Kreditor atau pihak
ketiga yang disepakati.
e. Fidusia.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.'' Fidusia
dibebankan terhadap benda bergerak. Objek rumah susun atau satuan
rumah susun yang didirikan diatas tanah Hak Pakai dapat dibebani dengan
Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 15 tahun
1985. Lembaga Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang
Fidusia). Fidusia merupakan lembaga jaminan yang hampir sama dengan
Gadai, yaitu karena objeknya adalah benda bergerak. Berbeda dengan
Gadai, jaminan dalam Fidusia disini tetap berada dalam kekuasaan nyata
pemberi jaminan, karena digunakan sebagai modal kerja, sedangkan
kepemilikannya tetap berpindah tangan dari pemberi jaminan atau Debitor
kepada penerima jaminan atau Kreditor.
Praktik yang rancu sehubungan dengan adanya Lembaga Jaminan
di lingkungan perbankan yaitu yang disebut dengan Cessie, yaitu cara

penyerahan benda jaminan untuk tagihan-tagihan, misalnya deposito,

S Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cetakan kedua, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnya disingkat J. Satrio I), h. 157.
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simpanan dan tagihan pada pihak ketiga. Praktik yang memasukkan Cessie
secbagai lembaga jaminan adalah tidak tepat mengingat Cessie sebenarnya
merupakan pengalihan tagihan dengan tata cara yang telah ditentukan sesuai
Pasal 613 BW."

Berdasarkan benda jaminannya, perjanjian kredit dengan kapal laut
sebagai jaminan akan menggunakan salah satu diantara Lembaga Jaminan
Fidusia atau Lembaga Jaminan Hipotek. Hal ini berdasarkan pada benda
Jaminan yang bukan tanah yang difokuskan pada kapal laut, pesawat udara
dan helikopter serta benda jaminan dapat berada dalam penguasaan Debitor
walaupun hak milik telah beralih kepada Kreditor.

Dalam hal kapal laut berbobot kotor lebih dari 20 m3 sehingga
dapat didaftarkan dalam suatu register kapal, Pasal 49 Undang-Undang
Pelayaran jo Pasal 314 ayat 3 WvK mengatur bahwa kapal laut yang telah
terdaftar dalam register yang berlaku, dapat dibebani Hipotek dan menjadi
objek Hipotek. Bahkan kapal-kapal jenis itu oleh Pasal 314 ayat 4 WvK
dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan Pasal 1977
BW tidak dapat berlaku padanya'”. Sebaliknya, untuk kapal laut dengan bobot
kotor kurang dari 20m3 (dua puluh meter kubik) dan tidak didaftarkan dalam
register kapal laut dipandang sebagai benda bergerak, sehingga Lembaga
Jaminan Fidusia yang digunakan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang

Fidusia.

2 A Yudha Hernoko, Op. Cit. , h. 51,

13

Moch. Isnaeni, Op. Cit., h. 76.
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Perjanjian Kredit dengan kapal laut sebagai jaminan dalam hal ini
berbeda dengan Perjanjian Kredit pada umumnya. Perbedaan yang sangat

menyolok adalah dalam hal adanya Hak Kebendaan dan Hak Pribadi, yaitu :

31

Hak Kebendaan

dalam Perjanjian Kredit dengan

kapal sebagai jaminan

Hak Pribadi
dalam Perjanjian Kredit pada

umumnya

1. Diatur dalam Buku Il BW

1. Diatur dalam Buku III BW

2. Bersifat mutlak, yaitu dapat
ditegakkan pada siapapun, tidak
hanya pada pihak yang membuat
perjanjian, namun pada pihak

ketiga, dan seterusnya.

2. Bersifat pribadi, yaitu hanya dapat
ditegakkan pada pihak tertentu saja,
yaitu para pihak yang membuat
perjanjian, yang tidak terlibat dalam
perjanjian tidak mempunyai
kewajiban apapun (Pasal 1315 jo

Pasal 1340 BW).

3. Pihak yang dirugikan dapat
menggugat dengan dasar pasal
1365 BW, yaitu Perbuatan

Melanggar Hukum.

3. Pihak yang dirugikan dapat

menggugat dengan dasar Wanprestasi.

4. Memiliki hak yang akan tetap

mengikuti benda jaminan

dimanapun berada (Droit de Suite).

4. Tidak memiliki Droit de Suite.

5. Ada preferensi.

5. Tidak ada preferensi.

6. Ada asas prioritas.

6. Tidak ada asas prioritas.
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Perjanjian Kredit dengan kapal laut sebagai jaminan yang pada
umumnya melibatkan Bank sebagai salah satu pihaknya terdiri atas 2 (dua)
perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Pokok, yaitu Perjanjian Pengakuan Hutang / Perjanjian Kredit.

2. Perjanjian Tambahan (Accessoire), yaitu perjanjian pemberian jaminan,

baik jaminan kebendaan maupun jaminan pribadi yang diikuti dengan
kuasa untuk menjual benda jaminan apabila terjadi wanprestasi.
Perjanjian yang kedua ini adalah perjanjian yang mengikuti Perjanjian
Pokok sehingga tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pokoknya, apabila
Perjanjian Pokok ini berakhir maka dengan sendirinya Perjanjian
Tambahan ini juga berakhir, namun hal ini tidak berlaku sebaliknya.
Perjanjian Tambahan pada prakteknya dikenal dengan “Kuasa untuk
Memasang Hipotek dan Kuasa untuk Menjual” untuk jaminan Hipotek dan
untuk Fidusia disebut dengan Akta Jaminan Fidusia.

Terdapat 2 (dua) macam Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian
Tambahan (Accessoire), yaitu :

a. Jaminan Kebendaan, yaitu menggunakan Fidusia untuk kapal laut dengan
bobot kotor kurang dari 20 m3 dan Hipotek untuk kapal laut dengan
bobot kotor diatas 20 m3.

b. Jaminan Perorangan atau Penanggungan (Pasal 1820 BW) yaitu dalam
hal Jaminan Kebendaan dirasa kurang cukup oleh Bank atau Kreditor.

Khusus dalam hal jaminan kebendaan, kapal laut dengan bobot

kotor kurang dari dan diatas 20 m3 dibedakan Lembaga Jaminannya. Hal
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tersebut berdasarkan Perundang-Undangan yang membedakannya berdasarkan
penggolongan benda bergerak dan tidak bergerak. Namun penggolongan
tersebut akan jauh lebih tepat apabila didasarkan pada penggolongan benda
terdaftar dan tidak terdaftar karena pada saat kapal laut didaftarkan, kapal laut
tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis yang lebih dibandingkan sebelum
pendaftarannya dan hanya benda yang bernilai ekonomis saja yang dapat
dijadikan objek jaminan. Pemikiran ini sebenarnya jauh lebih tepat digunakan
sebagai dasar pembedaan kapal laut sebagai objek jaminan, yaitu Fidusia untuk
kapal laut yang tidak terdaftar dan Hipotek untuk kapal laut yang terdaftar. Jadi
Fidusia dan Hipotek sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian kredit dengan
kapal laut sebagai jaminan pada dasarnya memiliki ciri yang sama, namun
berbeda kriteria objek, yaitu kapal laut dengan bobot kotor kurang dari dan
diatas 20 m3.

Berdasarkan Pasal 309 ayat | KUHD, Kapal laut adalah semua alat
pelayaran dengan nama atau sifat apapun juga, apabila tidak ditentukan atau
diperjanjikan lain, maka kapal dianggap meliputi segala alat perlengkapannya
(pasal 309 ayat 2 KUHD). Demikian pula mengenai perlengkapan kapal laut,
berdasarkan pasal 309 ayat 3, alat perlengkapan kapal laut adalah segala benda
yang bukan suatu bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk
selamanya dipakai tetap dengan kapal laut itu, misalnya rantai, sekoci, layar
dan jangkar. Hal ini menunjukkan adanya asas accesie (perlekatan) dimana alat
perlengkapan dianggap merupakan kesatuan dengan benda pokoknya, yaitu

kapal laut sehingga menjamin kepastian hukum, sedangkan barang-barang
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yang tujuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara tidak
termasuk dalam pengertian kapal laut, misalnya bahan makanan, minyak solar,

batu arang."*

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Kapal

Laut Sebagai Jaminan

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, Perjanjian Kredit
dengan kapal laut sebagai jaminan juga melibatkan 2 (dua) pihak yang
memiliki posisi seimbang, yaitu :

1. Dalam Perjanjian Pokok, terdapat pihak Kreditor (Pemberi Pinjaman),
yaitu Bank dan Debitor (Penerima Pinjaman).

2. Dalam Perjanjian Tambahan (Accesoire), terdapat pihak Kreditor
Penerima Jaminan, yaitu Bank dan Debitor Pemberi Jaminan.

Kreditor Penerima Jaminan dalam Fidusia dan Hipotek memegang
hak milik atas benda jaminan yang ditandai dengan hak-hak tertentu seperti
hak untuk sewaktu-waktu menguasai dan atau memindahkan barang-barang
yang dijaminkan itu ke tempat lain ; hak untuk - apabila Debitor Pemberi
Jaminan wanprestasi menjual benda-benda jaminan, dengan syarat dan harga
serta kepada pembeli yang ditunjuk sendiri oleh Kreditor Penerima
Jaminan."” Jadi Kreditor Penerima Jaminan hanya sebagai pemilik tanpa
menguasai benda miliknya, benda jaminan tetap ada pada Debitor Pemberi

Jaminan sebagai Peminjampakai, tetapi selanjutnya kedudukan Debitor

" Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia, Dian Rakyat, 1969, h. 10.

. Satrio I, Op. Cit., h. 123.
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Pemberi Jaminan adalah sebagai kuasa dari Kreditor Penerima Jaminan saja.
Dalam hal ini benda jaminan hanya merupakan benda jaminan saja, bukan
dimaksudkan untuk benar-benar menjadi milik Kreditor Penerima Jaminan,
artinya apabila Debitor Pemberi Jaminan wanprestasi, Kreditor Penerima
Jaminan tidak dapat langsung memiliki benda jaminan tersebut melainkan
harus menjual benda jaminan di muka umum, sama halnya dengan
kewenangan pemegang gadai berdasarkan Pasal 1155 dan Pasal 1156 BW.'¢

Bank acapkali memiliki posisi yang lebih tinggi daripada nasabah
Debitor karena dalam hal ini nasabah sebagai perusahaan pelayaran berada
dalam posisi yang membutuhkan dana untuk menambah armada kapal lautnya.
Namun seiring dengan perkembangan akhir-akhir ini Bank juga membutuhkan
nasabah Kreditor yang membutuhkan dananya, karena Bank memperoleh
keuntungan yang cukup besar dari perjanjian kredit ini, yaitu dari pembayaran
bunga dan administrasi. Jadi antara Bank dengan nasabah Kreditor, yang
dalam hal ini adalah nasabah Kreditor yang berkualitas dan memenuhi
kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank memiliki posisi yang seimbang dan
saling menguntungkan.

Secara teori, para pihak yang melakukan perjanjian seharusnya
berada dalam posisi yang seimbang dan sejajar, dalam artian tidak ada yang

diuntungkan sementara yang lain dirugikan. Para pihak harus memiliki posisi

' Kartini Muljadi mengatakan, bahwa “Dari segi teoritis maupun dari yurisprudensi,

setidak-tidaknya di negara asal dimana Fidusia itu dikembangkan, yakni di Negeri Belanda,
kedudukan pemegang Fidusia disamakan dengan kedudukan pemegang gadai” dalam makalahnya
“Lembaga-lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek” pembahasan terhadap makalah Mariam
Darus Badrulzaman, dimuat dalam Media Notariat, Nomor 34-35-36-37 Januari-April-Juli-
Agustus 1995, h.112.
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yang seimbang guna mencapai tujuan dari perjanjian itu sendiri. Mereka yang
bersepakat harus diuntungkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka sendiri.

Selain itu suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat dalam
Pasal 1320 BW, yaitu :

1. Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup

perjanjian (Kesepakatan).
Hal ini dimulai dengan adanya penawaran oleh pihak Bank dan
akseptasi dari nasabah Kreditor. Setelah melalui beberapa perundingan
dan negosiasi, akhirnya kedua pihak sampai pada kesepakatan yang
sama, yaitu menutup perjanjian kredit ini.

2. Para pihak adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum.
Cakap dalam hal ini dilihat dari segi umur dan kapasitas para pihak
dalam melakukan perjanjian. Umur 21 tahun adalah umur yang
menurut BW dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Selain itu mengenai kapasitas seseorang yang berwenang mewakili
suatu perusahaan, apakah seseorang tersebut dapat melakukan dan
mengambil keputusan untuk dan atas nama suatu perusahaan. Hal ini
erat kaitannya dalam hal terjadi wanprestasi baik oleh pihak Bank
maupun oleh nasabah Kreditor. Apabila perjanjian kredit tersebut
dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam kapasitasnya mewakili
suatu perusahaan, maka dengan sendirinya hal ini sangat merugikan

dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lain.
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3. Sifat dan luas dari objek perjanjian harus dapat ditentukan.
Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu dan mengenai objek
tertentu, yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit dengan jaminan
kapal laut.

4. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah memang mungkin
untuk dilaksanakan dan halal.
Tujuan dari perjanjian harus merupakan tujuan yang benar-benar dapat

dilaksanakan dan tidak melanggar hukum.

3. Substansi Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Perjanjian Kredit
Dengan Kapal Laut Sebagai Jaminan

a. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan

Hipotek

Prosedur pengikatan jaminan dibidang perkreditan memiliki bentuk

yang beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis jaminan,

kekuatan pembuktian yang diinginkan, besamnya nilai jaminan dan formalitas

tertentu. Adapun bentuk prosedur pengikatan jaminan adalah pengikatan

jaminan dengan akta bawah tangan, akta Notariil, akta PPAT atau dengan

akta lain."”

7 A. Yudha Hernoko, Op. Cit., h. 51.
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Perjanjian kredit dengan jaminan Hipotek dilakukan melalui proses
3 fase, yaitu : '
1. Fase Pertama

Merupakan fase perjanjian kredit dengan jaminan Hipotek. Bank atau
Kreditor bersama-sama dengan calon Debitor membuat perjanjian kredit
dibawah tangan atau dalam bentuk akta Notaris. Perjanjian kredit ini
disertai dengan janji untuk menyerahkan kapal laut sebagai jaminan
Hipotek. Perjanjian ini bersifat konsensuil dan obligatoir. Janji Hipotek
yang dicantumkan didalam perjanjian ini accesoir dengan perjanjian
kredit dan merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang
(kredit). Fase ini didahului dengan survey yang dilakukan oleh Bank atau
pihak ketiga selaku appraisal yang independen atas kapal laut yang akan
dijadikan objek jaminan. Survey dilakukan baik dari fisik kapal laut itu
sendiri maupun dari dokumen-dokumen kepemilikan atas kapal laut
tersebut, yaitu Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte Balik
Nama Kapal dan Surat Ukur. Grosse Akte Pendaftaran Kapal adalah
bukti kepemilikan pendaftaran kapal laut untuk pertama kali di
Indonesia, artinya kapal laut tersebut sebelumnya didaftarkan di luar
Indonesia dan untuk pertama kalinya didaftarkan di Indonesia. Grosse
Akte Balik Nama Kapal adalah bukti kepemilikan kapal laut dimana
kapal laut tersebut sudah terdaftar sebelumnya di Indonesia, namun

beralih pemilik yang sama-sama berada di Indonesia.

'® Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia,
Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Mariam Darus
Badrulzaman 1), h. 101.
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2. Fase Kedua
Merupakan perjanjian pemberian Hipotek. Kreditor bersama-sama
dengan Debitor maupun Kreditor sendiri berdasarkan Surat Kuasa
Memasang Hipotek menghadap kepada Pejabat Pendaftar Kapal dan
meminta dibuatkan Akta Hipotek Kapal Laut. Debitor selaku penerima
kredit harus membawa Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte
Balik Nama Kapal. Pejabat Pendaftar Kapal kemudian membuat konsep
Grosse Akte Hipotek dimana konsep tersebut dibawa ke Inspeksi Pajak
untuk memperoleh SKUM bea materai. Bea materai dibayar kepada kas
Negara sebesar 1 per mil dari besarnya nilai Hipotek dan wajib
membayar pula uang leges.
3. Fase Ketiga
Grosse Akte Hipotek ini didaftarkan dalam buku daftar (Pasal 315
KUHD). Perjanjian pemberian Hipotek bersama-sama dengan
pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal ini hak
pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan.
Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Kuasa Untuk Menjual
harus memuat :
1. Identitas Pemberi dan Penerima Hipotek
Identitas mengenai Pemberi dan Penerima Hipotek wajib disebutkan
dengan jelas dan rinci berikut pula dengan bukti kewenangan masing-
masing terkait dengan perusahaan yang diwakilinya. Hal ini dimaksudkan

adalah agar Pemberi dan Penerima adalah benar-benar mereka yang
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berwenang untuk itu. Uraian mengenai identitas Pemberi dan Penerima
Hipotek disebutkan pada awal akta bagian komparisi, yaitu uraian para
pihak.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin
Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Kuasa Menjual ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit yang menjadi
perjanjian pokoknya, sehingga dengan demikian dalam akta ini wajib
diuraikan data mengenai perjanjian pokok yang dijamin. Hal ini
menunjukkan bahwa akta ini tunduk pula pada syarat-syarat yang
ditentukan dalam perjanjian pokoknya.
3. Uraian mengenai objek jaminan

Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran atas pinjaman kredit
tersebut berdasarkan perjanjian pokok, maka Debitor bersedia untuk
memberikan kuasa dalam kedudukannya tersebut untuk memasang
Hipotek pertama, kedua, dan seterusnya atas kapal laut yang menjadi
objek jaminan. Uraian mengenai objek jaminan harus menyebutkan secara
rinci mengenai identitas kapal laut sesuai dengan bukti pendaftarannya,
yaitu berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte Balik
Nama Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Grosse
Akte ini merupakan bukti kepemilikan dan bukti pendaftaran kapal dengan
bobot kotor diatas 20 m3 yang memang diwajibkan untuk didaftarkan.

Grosse Akte Kapal menguraikan mengenai identitas kapal laut tersebut
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yaitu nama kapal, dahulu bernama, dibuat dimana, pada tahun berapa,
bagian-bagian kapal sesuai dengan surat ukur, merek mesin induk, ukuran
panjang, lebar, dalam, tonase kotor (GT), tonase bersih (GN) dan tanda
selar. Kapal laut sebagai objek jaminan tersebut adalah kapal berikut
dengan bagian-bagiannya, alat-alatnya berikut dengan segala sesuatu yang
merupakan bagian dari kapal tersebut, termasuk inventaris, peralatan dan
mesin dari kapal yang bersangkutan berikut surat-surat dan sertifikat yang
menyertainya yang seluruh keadaanya telah diketahui oleh para pihak
sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam akta tersebut.

Pemberi Jaminan kemudian memberikan jaminan bahwa kapal laut
tersebut adalah benar hak dan milik Pemberi Jaminan, belum dijaminkan
dalam hutang atau ikatan lain apapun, tidak dalam sita, sengketa dan saat
ini digunakan sendiri oleh Pemberi Jaminan, tidak dalam keadaan
dipinjampakaikan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya
serta untuk pemakaian kapal laut tersebut Pemberi Jaminan belum pernah
mengajukan permohonan dan belum pernah memberikan ijin kepada pihak
lain untuk meminta dikeluarkannya surat sebagai tanda terjadinya
peralihan hak kepemilikan atau hak pemakaian.

4. Kuasa

Dalam hal Peminjam ternyata lalai dalam melaksanakan kewajiban
pembayarannya sedangkan Hipotek pertama atas kapal laut belum
dipasang, maka Kreditor atau Bank diberi kuasa dengan hak substitusi dan

asumsi oleh Pemberi Jaminan untuk menjual atau dengan cara lain
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memindahkan hak atas kapal laut tersebut kepada siapapun juga, termasuk
kepada Kreditor atau Bank sendiri dengan menggunakan syarat-syarat dan
untuk sejumlah harga yang dipandang baik oleh Bank.

Dalam hal Peminjam lalai membayar pinjamannya dalam waktu yang telah
ditentukan dan harus menyerahkan kapal laut atau menyediakan kapal laut
untuk diserahkan tanpa menunggu surat teguran atau dengan surat-surat
lainnya (terbukti hanya dengan lewatnya waktu saja), maka Pemberi
Jaminan memberikan kuasa kepada Penerima Jaminan untuk
mengeluarkan pihak yang menguasai kapal laut, mengeluarkan semua
barang yang terdapat diatas kapal laut yang bukan merupakan kesatuan
dengan kapal tersebut dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap
perlu dengan biaya Peminjam.

Demikian pula dalam hal Peminjam lalai melaksanakan kewajiban
mengurus perijinan dan sertifikat-sertifikat sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, maka Pemberi Jaminan memberikan kuasa
kepada Penerima Jaminan untuk mengurusnya serta melakukan tindakan
lain yang dianggap perlu.

Kuasa-kuasa tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan perjanjian pokoknya, baik yang telah dibuat maupun yang akan
dibuat, tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir tanpa sebab

apapun juga kecuali oleh perjanjian pokoknya.
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5. Kewajiban Debitor
Selain melakukan pembayaran tepat waktu, Debitor wajib untuk
membertkan kesempatan kepada Kreditor atau wakilnya untuk melakukan
pemeriksaan yang layak terhadap keadaan kapal laut, membayar pajak-
pajak dan pungutan-pungutan lainnya dengan tertib, mengasuransikan
kapal laut, tidak melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan
berkurangnya nilai kapal laut atau meniadakan maksud dari pemberian
Jaminan ini, termasuk menyewakan, meminjampakaikan kepada pihak lain
baik sebagian maupun seluruhnya.
Akta ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok yang
dijamin, terlepas dari perjanjian pokok tersebut dibuat dibawah tangan
ataupun secara Notariil.
Terdapat pula klausul dalam Akta Kuasa Untuk Memasang
Hipotek dan Kuasa Untuk Menjual yang mengijinkan jaminan dijaminkan
ulang dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan atau dengan cara lain
kepada pihak ketiga, yaitu Bank Indonesia atau Bank lainnya yang disetujui
oleh Bank. Jadi Pemberi Jaminan dapat menjaminkan ulang kapal laut hanya

dengan persetujuan dan sepengetahuan dari Kreditor atau Penerima Jaminan.
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b. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan

Fidusia
Lembaga Jaminan Fidusia yang secara garis besar sama dengan

Hipotek mengandung ciri-ciri sebagai berikut : **

1. Bersifat Accessoir
Perjanjian Fidusia selalu dikaitkan dengan suatu perjanjian kredit sebagai
perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang hendak dijamin sehingga
dengan sendirinya menjadi hapus apabila perjanjian pokok tersebut hapus.

2. Objek Fidusia disebutkan secara rinci
Pada umumnya dalam praktek pemberian Fidusia, benda yang dipakai
sebagai jaminan Fidusia disebutkan dengan rinci yaitu antara lain banyak /
satuannya, jenis, merek, ukuran, kualitas, keadaan (baru / bekas), warna,
nomor seri dan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan BPKB
apabila benda tersebut adalah kendaraan bermotor. Demikian pula untuk
kapal laut sebagai objek jaminan Fidusia, harus menyebutkan mengenai
nama pemilik, ciri-ciri khusus, warna, merek mesin dan bukti
kepemilikannya. Hal ini untuk menghindarkan sengketa yang
berkepanjangan di kemudian hari.

3. Adanya penyerahan secara Constitutum Possessorium
Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari Debitor Pemberi Jaminan
kepada Kreditor Penerima Jaminan dilaksanakan secara formal saja,

artinya kesemua itu hanya dinyatakan dalam akta, secara riil benda

). Satrio I, Op. Cit., h. 128.
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Jaminan tetap ada dalam penguasaaan Debitor Pemberi Jaminan. Dari luar
tidak nampak adanya perubahan apapun, sehingga yang terjadi adalah
penyerahan secara Constitutum Possessorium. Jadi hanya hak milik yang
diserahkan, tetapi benda tetap dikuasai Debitor Pemberi Jaminan.
4. Kewajiban Pemberi Jaminan sebagai peminjam — pakai

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dari Debitor Pemberi Jaminan
kepada Kreditor Penerima Jaminan ini dilaksanakan secara formal dan
disusul dengan pengakuan bahwa benda jaminan hanya dipinjam-pakaikan
kepada Debitor Pemberi Jaminan. Jadi Debitor Pemberi Jaminan hanya
berkedudukan sebagai kuasa saja. Dalam perjanjian Fidusia diperjanjikan
bahwa selama masa perjanjian berlangsung, Peminjam-pakai boleh
mempergunakan benda jaminan sesuai dengan maksud dan tujuannya
dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan
benda jaminan atas biaya dan tanggungan peminjam-pakai. Peminjam-
pakai tidak diperbolehkan untuk menyewakan benda jaminan kepada
orang lain tanpa ijin dari Kreditor Penerima Jaminan. Diperjanjikan pula
bahwa Kreditor Penerima Jaminan atau kuasanya berhak sewaktu-waktu
melihat adanya dan keadaan dari benda jaminan dan berhak untuk
melakukan atau menyuruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
oleh Debitor Pemberi Jaminan apabila lalai melakukannya, kesemuanya
itu menjadi beban dan tanggungan Debitor Pemberi Jaminan-
Peminjampakai. Selain itu diperjanjikan pula bahwa Debitor Pemberi

Jaminan-Peminjampakai wajib untuk mengasuransikan benda jaminan atas
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bebannya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk
oleh Debitor Pemberi Jaminan-Peminjampakai dengan syarat-syarat dan
untuk suatu jumlah yang disetujui oleh Kreditor Penerima Jaminan.
Apabila asuransi telah ditutup sebelum benda jaminan dijaminkan, maka
Kreditor selalu mensyaratkan pencantuman bankers clause.”® Dalam hal
Peminjampakai lalai dalam mengasuransikan atau memperpanjang polis
asuransinya, maka Kreditor diberikan pula kuasa untuk menutup atau
memperpanjang polis asuransi tersebut atas biaya Peminjampakai.
Demikian pula dalam hal Peminjampakai lalai untuk mengurus atau
memperpanjang hak ijin laut dan ijin-ijin lainnya yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan, maka Kreditor diberikan kuasa untuk
mengurus dan memperpanjangnya serta melakukan tindakan hukum lain
yang dianggap perlu.
5. Kewenangan Kreditor yang diperjanjikan

Kreditor Penerima Jaminan memperjanjikan kuasa / kewenangan yang
mutlak, artinya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan
berakhir atas dasar sebab-sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 1813
BW, yaitu :

“Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa
; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan
meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si

kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau
menerima kuasa”

2 bid. , h. 131.
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Kuasa / kewenangan mutlak yang dimiliki Kreditor Penerima Jaminan ini

adalah dalam hal Debitor Pemberi Jaminan wanprestasi, yaitu untuk :

a) Mengambil sendiri benda jaminan dari tangan Debitor Pemberi
Jaminan, apabila tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan
kepada Kreditor Penerima Jaminan.

b) Menjual benda jaminan tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara
dibawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-
syarat yang dianggap baik oleh Kreditor Penerima Jaminan.

c) Menandatangani akta penjualan, menerima hasil penjualan,
menyerahkan benda jaminan kepada pembelinya dan memberikan
tanda penerimaannya — dalam hal terjadi penjualan.

Adanya kuasa / kewenangan mutlak ini menunjukkan bahwa walaupun

hak milik atas benda jaminan telah diserahkan secara kepercayaan kepada

Kreditor Penerima Jaminan, namun tidak menjadikan Kreditor Penerima

Jaminan sebagai pemilik benda jaminan karena perjanjian pemberian

Jaminan Fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadikan Kreditor

Penerima Jaminan sebagai pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya

dimaksudkan sebagai jaminan saja.’'

6. Fungsi penyerahan hak milik sebagai jaminan

(19

. dengan kewajiban pada bank untuk, setelah hasil penjualan itu
dipotong dengan ongkos dan biaya-biaya lainnya, menggunakan sisa uang
penjualan itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Debitor ..., dan jika
ada sisanya, menyerahkan sisa tersebut kepada Debitor ...”.

2 Ibid, h. 132.
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Adanya klausula diatas yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian
Fidusia menunjukkan bahwa Kreditor Penerima Jaminan di satu sisi
berhak untuk mengambil pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan
benda jaminan, namun di lain pihak ia berkewajiban untuk menyerahkan
sisa hasil penjualan — apabila ada — kepada Debitor Pemberi Jaminan. Hal
ini menunjukkan bahwa secara materiil benda jaminan masih menjadi hak
Debitor Pemberi Jaminan.

7. Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian bersyarat
Adanya klausula bahwa :
“Setelah terbukti bahwa Debitor telah melunasi hutangnya kepada bank,
maka dengan diserahkannya tanda lunas dan bebas dari bank kepada
Debitor, maka bank dianggap telah menyerahkan benda fidusia kepada
debitor dalam keadaan yang sama seperti semula”
Dari klausula diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian Fidusia adalah
perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat pembatal, yang dikaitkan dengan
hapusnya perjanjian pokoknya yang diberikan penjaminan. Jadi dengan
adanya pelunasan perjanjian pokoknya, hak milik atas benda jaminan demi
hukum dan tanpa perlu ada formalitas penyerahan kembali kepada Debitor
Pemberi Jaminan yang merupakan pemilik asal.
Sebaliknya, apabila ditinjau dari sudut Pemberi Jaminan / pemilik asal,
kedudukannya sebagai peminjam-pakai juga bersyarat, yaitu apabila

semua perikatan pokoknya telah dipenuhi, maka kedudukannya sebagai
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peminjam-pakai atas benda jaminan demi hukum akan berubah menjadi
pemilik. Syarat ini merupakan syarat penunda.*
8. Hak Kreditor penerima Fidusia

Terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai hak apakah
yang dimiliki oleh Kreditor atas benda jaminan berdasarkan perjanjian
Fidusia, apakah hak pribadi ataukah hak kebendaan. Seperti yang telah
diulas diatas, perjanjian Fidusia menjadikan Kreditor memiliki hak
kebendaan, yaitu karena perjanjian Fidusia disini merupakan perjanjian
accessoir.”> Mengingat perjanjian accessoir pasti melekat pada perjanjian
pokoknya, maka perjanjian pokoknyalah yang bersifat obl/igatoir sehingga
harus diikuti dengan perjanjian kebendaan. Sebaliknya, ada pula kelompok
lain yang memandang perjanjian Fidusia adalah perjanjian yang berdiri
sendiri. Oleh karena itu tidak berdasar apabila dikatakan perjanjian ini
sebagai tindak lanjut atau melekat dari suatu perjanjian pokok sehingga
yang muncul dart sini adalah hak pribadi.

Permasalahan akan muncul manakala terjadi kepailitan Debitor dan
Kreditor menuntut untuk dilaksanakannya pembayaran tagihan secepatnya
setelah terjadi kepailitan. Apabila pendapat yang diikuti adalah hak pribadi
yang dimiliki oleh Kreditor, maka Curator kepailitan akan memasukkan

benda jaminan Fidusia ke dalam harta pailit dan Kreditor hanya

2 Ibid, h. 133.

» Mariam Darus Badrulzaman berpendapat, bahwa perjanjian Fidusia bersifat accessoir ;
baca Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman 1I), h. 96.
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berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren saja, sehingga hanya bisa
memasukkan tagihannya dalam verifikasi®** Dalam hal pelunasannya,
Kreditor tidak memperoleh hak untuk mendapatkan pelunasan pertama
kali melainkan harus bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya.
Sebaliknya, apabila yang diakui adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh
Kreditor, maka benda jaminan yang bersangkutan, sekalipun berada dalam
penguasaan Debitor / pemilik asal, namun benda tersebut berada di luar
harta pailit sehingga dapat diambil dan dijual oleh Kreditor untuk
mendapatkan pelunasan pertama kalinya.
Demikian pula dalam hal terjadi kepailitan Kreditor, apabila hak pribadi
yang dimiliki oleh Kreditor, maka benda jaminan berada diluar harta pailit,
sebaliknya apabila hak kebendaan yang dimiliki oleh Kreditor, maka
benda jaminan termasuk dalam harta pailit, walaupun berada dalam
penguasaan Debitor.
Bentuk rincian dari Constitutum Possessorium dalam Fidusia ini
menurut Munir Fuady dilakukan melalui proses 3 fase, yaitu : »°
e Fase I - Fase Perjanjian Obligatoir (Obligatoir Overeenkomst).
Proses jaminan diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (Obligatoir
Overeenkomst). Perjanjian Overeenkomst tersebut berupa perjanjian

pinjam uang dengan jaminan diantara pihak Debitor dan Kreditor.

2 3. satrio I, Op. Cit., h. 135.

25 . . .
Periksa www. Library.usu.ac.id
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¢ Fase II - Fase Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst).
Perjanjian obligatoir diatas selanjutnya diitkuti dengan suatu perjanjian
kebendaan (Zakelijke Overeenkomst). Perjanjian kebendaan ini berupa
penyerahan hak milik dani Debitor kepada Kreditor secara constitutum
posessorium, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

e Fase III - Fase Perjanjian Pinjam Pakai.
Setelah penyerahan hak milik telah dilakukan, fase selanjutnya adalah
perjanjian pinjam pakai. Objek jaminan yang hak miliknya telah beralih
dari Debitor kepada Kreditor tersebut dipinjampakaikan kepada pihak
Debitor, sehingga praktis benda jaminan tersebut setelah diikat dengan
Jaminan tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak Debitor.

Mengingat Undang-Undang mengenai Fidusia menganut asas
spesialitas dan publisitas *°, maka penting dalam hal ini untuk mencantumkan
data yang lengkap dalam suatu akta Notaris mengenai Fidusia sebagaimana
disyaratkan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia dalam rangka memenuhi tujuan
dibentuknya Undang-Undang mengenai Fidusia, yaitu memberikan kepastian
hukum. Selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Fidusia di
Kantor Pendaftaran Fidusia. Daftar tersebut wajib memuat data-data yang
serba lengkap sebagaimana disyaratkan pasal 13 Undang-Undang Fidusia.
Demikian pula apabila terjadi perubahan selama masa penjaminan
berlangsung, segala sesuatunya harus dilaporkan dan dicatat dalam daftar di

Kantor Pendaftaran Fidusia agar data-datanya lengkap dan terbaru.

% 3. Satrio I, Op. Cit., h. 141.
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Pendaftaran ini dimaksudkan agar masyarakat umum yang berkepentingan
dapat mengetahui data-data tersebut, terutama beban yang ada diatas benda
tertentu dan karenanya daftar tersebut dinyatakan terbuka untuk umum (pasal
18 Undang-Undang Fidusia).

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Fidusia dalam kaitannya
dengan prinsip spesialitas yang dianut oleh Undang-Undang tersebut, akta
jaminan Fidusia yang dibuat secara notariil sekurang-kurangnya harus
memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.

Berdasarkan pasal 25 sub a Peraturan Jabatan Notaris, akta Notaris harus

memuat antara lain :

a. Nama depan, nama, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan
tempat tinggal masing-masing penghadap dan dari orang-orang yang
diwakili oleh mereka, sejauh jabatan atau kedudukan dalam
masyarakat dan tempat tinggal mereka dapat diberitahukan.

b. Hubungan atau kedudukan dengan menyebutkan surat kuasa atau
surat keputusan atas dasar mana mereka bertindak.

Hal ini hanya sekedar mengingatkan Notaris akan kewajiban untuk

mencantumkan identitas penghadapnya.

Penyebutan bukti “identitas diri” yang disodorkan kepada Notaris yang

bersangkutan (Pasal 6 Undang-Undang Fidusia) misalnya Kartu Tanda

Penduduk, Paspor atau Surat Ijin Mengemudi sebagaimana yang

seringkali ditemui dalam suatu akta Notaris memberikan tambahan
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informasi identitas para penghadap, karena di Indonesia banyak nama
yang hanya terdiri dari satu nama saja, tanpa nama keluarga dan banyak
terdapat nama yang sama.”’
Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa perlu
dicantumkan tempat dan tanggal lahir dengan maksud untuk memperjelas
diri yang bersangkutan selain dapat juga mengontrol kecakapan bertindak
yang bersangkutan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
Penjelasan pasal 6 sub b Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa
data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan hutang
yang dijamin. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, dalam
akta Fidusia perjanjian kredit yang dijamin oleh Perjanjian Fidusia
disebutkan “Perjanjian Kredit Nomor ... tertanggal ... «.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
Uraian benda jaminan harus disajikan dengan relatif pasti, relatif tertentu
dan sesuai dengan asas spesialitas yang dianut. Detil mengenai benda
Jaminan selain menyebutkan mengenai merk, jenis, kuantitas maupun
kualitas, harus pula menyebutkan bukti kepemilikannya Namun
mengingat benda jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang
adakalanya tidak terdaftar atau tidak ada bukti kepemilikannya, maka
“bukti kepemilikan” dalam hal ini harus diartikan secara luas untuk

mengakomodir kebutuhan dan kenyataan praktek yang ada. Jadi apabila

2 Ibid._, h. 204.
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benda jaminan merupakan benda yang tidak terdaftar atau tidak ada bukti
kepemilikannya, maka faktur, kuitansi atau surat lain yang membuktikan
hubungan pemberi Fidusia dengan benda jaminan sudah dianggap cukup
membuktikan, apabila tidak ada, pemberi Fidusia cukup membuat surat
pernyataan mengenai kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi
objek jaminan adalah kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20 m3
dan tidak didaftarkan kepada Pejabat Pendaftar Kapal, maka harus
disebutkan secara detil mengenai nama kapal, ukuran, ciri-ciri tertentu,
nama pemilik dan bukti pembelian kapal laut tersebut.
4. Nilai penjaminan.

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas
benda jaminan. Hal ini berkaitan erat dengan sifat hak jaminan Fidusia
sebagai hak preferen (Pasal 1 sub 2 jo Pasal 27 Undang-Undang Fidusia).
Penyebutan nilai jaminan ini diperlukan untuk menentukan sampai
berapa besar Kreditor Penerima Jaminan memperoleh preferen yang
maksimal dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda
jaminan Fidusia. Karena bersifat accessoir, besarnya tagihan ditentukan
berdasarkan perikatan pokoknya, sehingga besarnya beban jaminan
ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang nilai jaminan
tetapi hak preferennya dibatasi oleh besarnya sisa hutang yang dijamin.
Jadi apabila hutang Debitor melalui angsuran selama ini telah menjadi
lebih kecil dari nilai penjaminan, maka hak preferensi Kreditor hanya

sebesar sisa hutang itu saja walaupun Fidusia dipasang dengan nilai
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penjaminan yang lebith dari itu. Sebaliknya, apabila jaminan Fidusia
kurang dari hutang Debitor, maka Kreditor maksimal hanya preferen
sampai sejumlah yang dipasang saja. Kreditor secara khusus juga
memperjanjikan bahwa hak jaminan kebendaan tidak mengakibatkan
Kreditor kehilangan hak jaminan umumnya, yaitu berdasarkan pasal
1131 BW. Untuk sisa tagihan, dimana Kreditor tidak memiliki preferensi,
maka ia masih dapat melaksanakan tagihan atas sisa harta Debitor
walaupun atas sisa benda Debitor bersama-sama dengan Kreditor lainnya
yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, yang dalam hal ini hanya
berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren saja (Pasal 1132 BW). %
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru
dalam hukum jaminan. Pada jaminan Hipotek, Hak Tanggungan maupun
Gadai tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan. Penilaian benda
yang menjadi objek jaminan seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga
selaku appraisal yang independen untuk menjamin hak masing-masing
pihak. Prakteknya, Kreditor sendiri yang melakukan penilaian sebagai
bahan pertimbangannya untuk menetapkan besar kredit yang akan
diberikan. Walaupun jarang terjadi, apabila terjadi kesalahan dalam
melakukan penilaian, maka Kreditor yang harus menanggungnya.
Kejadian ini merupakan kejadian yang langka dan jarang terjadi karena

pemberian benda jaminan merupakan kepentingan dari Kreditor,

2 Ibid_h. 211
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sehingga Kreditor pasti tidak akan melakukan kesalahan dan harus
menanggung risiko kerugian demi kepentingannya sendiri. Dari sisi
Debitor, seringkali Debitor menyerahkan penilaian benda jaminan
kepada Kreditor karena memiliki posisi yang lebih lemah dibanding
Kreditor. Tolak ukur penyebutan nilai benda jaminan adalah pada saat
penandatanganan akta. Naik turunnya nilai jaminan sesudah
penandatanganan akta menjadi risiko penerima jaminan.”’

Berbeda dengan ketentuan dalam Hipotek yang membatalkan
perjanjian untuk benda jaminan yang baru akan ada dikemudian hari, Fidusia
Justru menganut asas benda jaminan dapat dibebankan terhadap benda yang
akan ada dikemudian hari, namun benda yang akan ada dikemudian hari
tersebut harus milik Debitor.*® Fidusia Juga menganut asas bahwa jaminan
Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang sudah ada dan baru akan ada. Jadi
dalam hal ini hutang yang baru akan ada tersebut mengandung arti bahwa
walaupun hutang belum ada pada waktu dibuatnya akta jaminan Fidusia,
namun sudah dipeganjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini
menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang
yang timbul dari pembayaran yang dilakukan Kreditor untuk kepentingan

Debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi.”'

® Ibid_, h. 212.

* H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fldusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, PT.
Alumni, Bandung, 2006, h. 166.

M Ibid, h. 165.
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4. Tahap Pembebanan Kapal Laut
a. Pembebanan Kapal Laut dalam Lembaga Jaminan Hipotek

Proses dan prosedur pengikatan jaminan mempunyai arti penting
bagi Bank sebagai upaya pengamanan atas hutang yang disalurkannya. Pihak
Bank harus mengetahui dengan tepat dalam melaksanakan dan memilih
bentuk atau jenis pengikatan jaminan serta bagaimana kekuatan hukum dan
pengikatan jaminan tersebut. Dengan adanya pengikatan jaminan, posisi Bank
harus menjadi aman dan terlindungi, artinya dalam hal terjadi kredit macet,
maka pihak Bank akan dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek
Jaminan. Kemudahan eksekusi ini dalam arti menunjang prinsip efisiensi serta
proses eksekusi yang cepat, sederhana dan biaya ringan demi tercapainya
kepastian hukum.

Dalam hal Hipotek, setelah perjanjian kredit dan perjanjian
pemberian jaminan dibuat, Bank selaku Kreditor bersama-sama dengan
Debitor Pemberi Jaminan atau Bank sendiri berdasarkan Surat Kuasa
Memasang Hipotek (SKMH) yang ada di dalam perjanjian pemberian
Jaminan tersebut menghadap Pejabat Pendaftar Kapal untuk membuat konsep
Akta Hipotek, konsep tersebut kemudian disampaikan ke Inspeksi Pajak
untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Membayar Materai. Bea Materai
kemudian dibayar ke Kas Negara sebesar 1 per mil dari besarnya nilai

Hipotek dan harus pula membayar uang leges.*

*? Mariam Darus Badrulzaman I, Op. Cit., h. 101.
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Akta Hipotek tersebut kemudian didaftarkan dalam buku daftar
berdasarkan pasal 315 KUHD. Perjanjian pemberian Hipotek bersama-sama
dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan sehingga hak
pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan. Pendaftaran
tersebut menentukan tingkat-tingkat Hipotek menurut hari pembukuan.
Hipotek yang dibukukan pada hari yang sama mempunyai tingkat yang sama
pula. Dengan demikian sejak lahirnya hak Hipotek ini, maka pemegang
Hipotek dapat melaksanakan haknya atas kapal laut atau turut andil dalam
kapal laut itu walaupun kapal tersebut tidak berada dalam kekuasaan
nyatanya (pasal 315b KUHD).*

Hak pemegang Hipotek nampak dalam Akta Hipotek atau lebih
dikenal dengan sebutan Grosse Akte Hipotek yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang berada dibawah instansi
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat
Perkapalan dan Kepelautan. Pada halaman judul Grosse Akte Hipotek ini
disebutkan apakah Grosse Akte ini merupakan Hipotek pertama, kedua, dan
seterusnya, demikian pula dengan nama kapal laut yang menjadi objek
Jaminan dan nama pemilik. Para pihak sebagai pihak yang berkepentingan,
terutama Bank atau Kreditor memegang asli Grosse Akte Hipotek ini,
sedangkan Debitor atau Pemberi Jaminan hanya memegang fotocopy atau

salinannya. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi Bank atau Kreditor

¥ Ibid , h. 102.
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sebagai pihak yang berkepentingan langsung sehingga dapat segera

menegakkan haknya apabila terjadi wanprestasi.

Grosse Akte Hipotek antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Kalimat ini merupakan ciri khas dari Grosse Akte, yaitu Akte yang
mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan Pengadilan.* Dengan
demikian Grosse Akte Hipotek ini mengandung titel eksekutorial dan
pemegangnya dapat melaksanakan eksekusi tanpa meminta keputusan
Pengadilan terlebih dulu.

2. Identitas penghadap, yaitu wakil Bank atau Kreditor
Identitas penghadap diuraikan dengan rinci sama seperti dalam Akta
Notaris, yaitu kewenangannya mewakili sebagai kuasa atau yang
bersangkutan sendiri.

3. Uraian mengenai Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan
Perjanjian Pokoknya
Grosse Akte Hipotek merupakan kelanjutan atau realisasi dari kuasa yang
tercantum dalam Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan
Perjanjian Hutang sebagai Perjanjian Pokok, sehingga wajib untuk
diuraikan apa yang menjadi dasar dari pembuatan Grosse Akte Hipotek
ini. Grosse Akte Hipotek sebagai bukti pemasangan Hipotek ini tunduk
pula pada syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim

dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya,

34

Satrio J., Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1998 (selanjutnya disingkat J. Satrio II), h. 271.
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terutama syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 1178, 1185
dan 1210 BW serta Pasal 297 KUHD.

4. Uraian mengenai objek jaminan
Dalam rangka menjamin terlaksananya ketertiban pembayaran semua
hutang Debitor kepada Bank atau Kreditor berdasarkan perjanjian hutang,
maka Debitor memberi kepada Bank atau Kreditor, Hipotek Pertama,
Kedua, dan seterusnya sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang
ditetapkan sendiri oleh Bank atau Kreditor atas sebuah kapal laut yang
menjadi objek jaminan. Objek jaminan kemudian diuraikan secara rinci
mengenai nama, nomor pendaftaran, nama pemilik, panjang, lebar, dalam,
tonase kotor, tonase bersih dan tanda selar.

5. Pernyataan tidak dalam pembebanan secara bagaimanapun juga dari pihak
manapun
Sebagai Pejabat Pendaftar Kapal, apabila menerima permohonan
pemasangan Hipotek, wajib untuk melakukan pengecekan pada catatan
dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Dalam catatan tersebut akan
terlihat apakah kapal laut yang menjadi objek jaminan dalam keadaan
tidak dibebani dengan Hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada
pihak lain serta bebas dari segala sitaan.

6. Nilai penjaminan Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya
Atas permohonan Bank atau Kreditor dan setelah melakukan pengecekan

pada Daftar Induk Pendaftaran Kapal, maka dengan ini kapal laut tersebut
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dipasang Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya senilai dengan nilai
pinjaman yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

7. Penutup
Dengan demikian segala persyaratan telah dipenuhi dan sebagai bukti
bahwa Bank atau Kreditor telah memperoleh Hipotek Pertama, Kedua,
dan seterusnya, maka diterbitkanlah Grosse Akte Hipotek ini dan
diberikan kepada Bank atau Kreditor.

Dalam hal pinjaman yang dijamin dengan Hipotek telah dilunasi
oleh Debitor, maka Debitor atau Bank mengajukan permohonan tertulis
kepada Pejabat Pendaftar Kapal dengan melampirkan salinan pertama surat
pengakuan hutang dengan Hipotek yang ditandatangani telah lunas atau
keterangan bahwa pemegang Hipotek (Bank) bahwa pencoretan telah
disetujui. Pencoretan dapat pula dilakukan atas surat keputusan Hakim yang
tidak dapat dibantah yang memerintahkan untuk melakukan pencoretan.
Salinan surat-surat yang menjadi dasar dilakukannya pencoretan harus pula

diserahkan kepada Pejabat Pendaftar Kapal untuk disimpan.*

b. Pembebanan Kapal Laut dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Demikian pula dengan jaminan Fidusia, kapal laut yang dibebani
dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan atas nama penerima Fidusia
(berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Fidusia) pada kantor

pendaftaran  Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen

3 Ibid,, h. 103,
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Kehakiman (Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Fidusia), walaupun objek
jaminan berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2
Undang-Undang Fidusia). Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang
Fidusia, pendaftaran Fidusia harus mencantumkan data-data sebagai berikut :
1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan
Notaris yang membuat akta jaminan Fidusia.

3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan
Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
kepada pihak penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang
Fidusia). Jadi jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (pasal 14 ayat 3
Undang-Undang Fidusia). Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-
kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini
menunjukkan salah satu asas dari jaminan Fidusia, yaitu mudah dieksekusi.
Jadi konsekuensi yuridis dari titel eksekutorial ini adalah bahwa jaminan
Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 1
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Undang-Undang Fidusia). Apabila Debitor ingkar janji, maka penerima
Fidusia mempunyai hak untuk menjual kapal laut yang menjadi objek
jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 ayat 3 Undang-Undang
Fidusia). Dalam hal penjualan benda jaminan Fidusia, selain melalui titel
eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan
dibawah tangan.*°

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima
Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia,
namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang,
Debitor tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut.
Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dilakukan
setelah lewat waktu satu (1) bulan sejak adanya pemberitahuan secara tertulis
oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua (2) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutan. *’

Kewajiban pendaftaran ini adalah pelaksanaan dari asas publikasi,
dimana pada saat terjadinya pendaftaran, disitulah perjanjian Fidusia lahir
yang ditkuti pula dengan hak kebendaan dan juga melahirkan kepastian
hukum dari jaminan Fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran, data-data
yang ada dianggap terbuka untuk umum dan semua pihak terbuka untuk

mengetahuinya. Hal ini dalam rangka antisipasi apabila pemberi benda

* H. Tan Kamelo, Op. Cit., h. 170.

¥ Wirawan, Fidusia, Jaminan Berdasar Kepercayaan, Teropong, Suplemen Pikiran Rakyat

Khusus Politik — Hukum ~ Agama — Pendidikan, Senin, 1 November 2004.
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jaminan ternyata menjaminkan lagi benda jaminan kepada pihak ketiga
sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. Prioritas
diberikan kepada Kreditor yang pertama kali mendaftarkan ke kantor Fidusia

dibandingkan kepada Kreditor yang mendaftarkan kemudian.

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IlI
KONSEKUENSI HUKUM PEMBEBANAN KAPAL LAUT

BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT

1. Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan
a. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Hipotek

Setelah perjanjian kredit dan perjanjian pemberian pembebanan
Hipotek dilakukan, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan akte Hipotek
tersebut didalam Buku Daftar (Pasal 315 KUHD). Perjanjian pemberian
Hipotek bersama-sama dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian
kebendaan dan hak pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai
dilakukan.

Hak Kreditor yang lahir setelah mendaftarkan Akte Hipotek pada
Buku Daftar tersebut adalah mutlak adanya, namun bukan merupakan
kewajiban. Hal ini sebenarnya merupakan upaya perlindungan bagi Kreditor
manakala terjadi wanprestasi, karena hak kebendaan yang dimilikinya hanya
berlaku bagi semua pihak pada saat Kreditor mendaftarkan Akta Hipotek
yang dimilikinya tersebut.

Setelah adanya pendaftaran, Kreditor memiliki hak yang istimewa,
yaitu didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan dengan Kreditor
Konkuren lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1198 BW yang
mengemukakan bahwa :

“Si berpiutang yang mempunyai suatu Hipotek yang telah dibukukan, dapat
menuntut haknya atas benda tidak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan
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siapapun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk
menerima pembayaran menurut tertibnya pembukuan”.

Kreditor tersebut memiliki hak kebendaan atas kapal laut ditangan
siapapun kapal tersebut berada, hak kebendaan akan tetap mengikutinya
berdasarkan Pasal 1163 ayat 2 BW. Namun hal tersebut tidak menjadikan
Kreditor sebagai pemilik kapal laut. Kreditor hanya memilikinya sebagai
jaminan pelunasan atas piutang, sehingga apabila terjadi wanprestasi, kapal
laut tidak secara langsung menjadi milik Kreditor melainkan harus dijual
dibawah tangan maupun melalui lelang kepada pihak lain. Hasil penjualan
atas kapal laut tersebut setelah dipotong dengan pengeluaran dan biaya lelang
menjadi milik Kreditor sesuai dengan kewajiban Debitor, dan apabila terdapat
sisa, maka Kreditor wajib untuk mengembalikannya kepada Debitor.

Kapal laut dalam hal ini meliputi pula segala alat perlengkapannya
yang menjadi satu dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kapal. Alat
perlengkapan tersebut menurut Pasal 309 KUHD sebenarnya bukan
merupakan suatu bagian dari kapal laut itu sendiri, namun diperuntukan untuk
selamanya dipakai tetap dengan kapal, misalnya derek pengangkut dan
mesin-mesin. Kapal laut yang dimaksudkan sebagai objek jaminan Hipotek
disini adalah kapal laut menurut Pasal 314 KUHD, yaitu dengan isi kotor
paling sedikit 20 m3 keatas sehingga dapat dibukukan dalam suatu register
kapal laut dan atas kapal-kapal tersebut, menurut Pasal 314 ayat 3 KUHD
dapat diletakkan Hipotek. Jadi hak pemegang Hipotek hanya dapat diletakkan

terhadap kapal-kapal laut dengan kualifikasi diatas, sedangkan terhadap
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kapal-kapal laut yang berisi kotor dibawah 20 m3 dapat dibebani dengan
jaminan Fidusia.

Kapal laut yang telah dibukukan dalam daftar register kapal laut
tersebut memiliki fungsi ekonomis dan sosial yang strategis dalam kehidupan
dunia niaga®®, namun meskipun demikian Kreditor atau Bank tetap berhak
pula meminta jaminan lain selain kapal laut, misalnya hak atas tanah, mobil
atau Bank Garansi sebagai pelengkap dari jaminan kapal laut. Oleh karena itu
pada umumnya Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan Hipotek diikuti
pula dengan pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan lain selain Hipotek.

Kreditor sebagai pihak yang mengeluarkan dana dalam jumlah
yang besar sudah sepatutnya memperoleh sederetan perlindungan hukum
yang menjadikannya leluasa untuk memberikan kredit atau pinjaman sebagai
salah satu kegiatan usahanya. Posisi riskan yang dimilikinya tersebut
menyebabkan peraturan cenderung lebih menyoroti hak Kreditor
dibandingkan kewajibannya.

Selain berhak memperoleh pembayaran tepat waktu, Kreditor
berhak untuk memberlakukan ketentuan dan peraturan yang berkenaan
dengan pinjaman tersebut. Kreditor berhak untuk mengetahui dengan pasti
keadaan usaha, pembukuan, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar
ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun juga yang diperlukannya
untuk memastikan kondisi sehatnya keuangan Debitor. Kreditor berhak

memperoleh pembayaran uang asuransi apabila kapal laut sebagai objek

% Moch. Isnaeni, Op. Cit., h. 78
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jaminan hilang, rusak atau musnah, namun Kreditor wajib memberikan
sisanya, apabila terdapat sisa. Kreditor dapat pula menuntut pembayaran
sekaligus dan seketika apabila Kreditor kehilangan kepercayaan kepada
Debitor walaupun tanpa pembuktian sekalipun, hal ini sepenuhnya
merupakan hak dan pertimbangan Kreditor sendiri.

Hak-hak Kreditor yang disebutkan diatas pada umumnya
bergantung pada kebijakan perusahaan Kreditor atau Bank yang memberikan
pinjaman dan belum termasuk kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya
berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian kebendaan. Hak-hak tersebut
dicantumkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang yang merupakan Perjanjian
Pokok dan Perjanjian Pemberian Jaminannya, sehingga diasumsikan Debitor
telah sepenuhnya menyadari dan menerima hak dari Kreditor atau Bank

tersebut.

b. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-
Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia.
Kewajiban ini bahkan tetap berlaku walaupun kebendaan yang dibebani
dengan jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia
dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia. Pendaftarannya mencakup

benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik
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Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan
kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani
jaminan Fidusia.

Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia mengemukakan bahwa
Fidusia oleh Undang-Undang dianggap lahir pada saat yang sama dengan
dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Adapun bukti
pendaftaran Fidusia yang diterima Penerima Fidusia sebagai hak memiliki
Fidusia adalah dengan diserahkan kepadanya dokumen yang disebut Sertifikat
Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah
dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifkat tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta berbentuk dan
hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai suatu badan yang berwenang
mengeluarkan Sertifikat Perjanjian Fidusia tersebut. Karena itu pula, jika ada
alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka
alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup
misalnya membuktikan adanya Fidusia dengan hanya menunjukkan Akta
Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.”

Sama halnya dengan Kreditor pada Hipotek, Kreditor pada Fidusia
berkedudukan sebagai Kreditor Preferen pada saat mendaftarkan jaminan
Fidusia yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini telah memiliki Sertifikat
Jaminan Fidusia. Dengan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, kedudukannya

berubah menjadi Kreditor Preferen dan menjadikannya sebagai Kreditor yang

¥ Periksa www.library.usu.ac.id
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harus didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan Kreditor
lainnya (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Fidusia). Hak untuk didahulukan
milik Penerima Fidusia tersebut hanya pada hasil eksekusi objek jaminan yang
dibebani dengan Fidusia (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Fidusia). Dalam
artian, pada saat terjadi wanprestasi dan harta kekayaan Debitor termasuk
objek jaminan Fidusia harus dijual untuk pelunasan hutang Debitor, maka
hasil penjualan objek jaminan Fidusia saja yang menjadi hak Kreditor
Preferen untuk didahulukan pelunasannya, sedangkan harta kekayaan lainnya
tetap harus dibagi secara proporsional dengan Kreditor lainnya. Dalam hal
objek jaminan Fidusia adalah kapal laut, maka hasil penjualan atas kapal
tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Kreditor Preferen untuk didahulukan
pelunasannya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa
hak didahulukan Penerima Fidusia tidak akan hapus karena adanya kepailitan
dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Kapal laut dengan berat kotor dibawah 20 m3 yang menjadi objek
jaminan Fidusia pada umumnya adalah kapal laut yang memang tidak
diwajibkan untuk didaftarkan dan tidak perlu memenuhi kualifikasi yang
ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Kapal-kapal laut tersebut hanya
didaftarkan pada Syahbandar atau pemerintah setempat dimana kapal laut
tersebut berasal. Dilihat dari sifat dan peruntukkannya, kapal laut dengan
berat kotor dibawah 20 m3 rawan terhadap risiko untuk dilarikan, apalagi
sifatnya yang tidak perlu didaftarkan, sedangkan pendaftaran disini

bermanfaat untuk mengetahui status dari kapal laut tersebut, pemiliknya
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sekaligus pembebanannya. Dari pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini
hak Kreditor dengan Jaminan Fidusia lebih disorot dibandingkan dengan
kewajibannya.

Sama halnya dengan Hipotek, Kreditor dengan jaminan Fidusia
berhak untuk memberlakukan ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan
pinjaman tersebut. Kreditor berhak untuk mengetahui dengan pasti keadaan
usaha, pembukuan, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar ikhtisar
permodalan, daftar laba rugi dan apapun juga yang diperlukannya untuk
memastikan kondisi sehatnya keuangan Debitor, sewaktu-waktu berhak untuk
memeriksa tentang adanya dan keadaan objek jaminan kapal laut. Dalam
kaitannya dengan kewajiban Debitor mengasuransikan objek jaminan,
Kreditor berhak memperoleh pembayaran uang asuransi apabila objek jaminan
hilang, rusak atau musnah, namun Kreditor wajib memberikan sisanya,
apabila terdapat sisa. Kreditor dapat pula menuntut pembayaran sekaligus dan
seketika apabila Kreditor kehilangan kepercayaan kepada Debitor walaupun
tanpa pembuktian sekalipun, hal ini sepenuhnya merupakan hak dan
pertimbangan Kreditor sendiri. Termasuk pula dalam hal ini adalah kuasa
yang diberikan kepada Kreditor sesuai dengan yang diberikan dalam Akta
Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu mengambil objek
jaminan dimanapun kapal laut tersebut berada atas biaya Debitor atau Pemberi
Jaminan apabila pada saat wanprestasi Debitor tidak segera menyerahkan
objek jaminan dan kuasa untuk menjual objek jaminan atas titel eksekutorial

atau melalui pelelangan umum atau dibawah tangan. Kreditor diberikan kuasa
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pula untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta
Jaminan Fidusia dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-
Undang Fidusia.

Mengingat posisi Kreditor yang cukup sulit walaupun
berkedudukan sebagai Kreditor Preferen, maka sebelum dilakukan perjanjian,
Kreditor atau Bank cenderung melakukan tindakan pengamanan yang
kadangkala dipandang berlebihan oleh Debitor. Kreditor berhak sepenuhnya
untuk melakukan tindakan mengamankan posisinya tersebut, asal tindakan
tersebut tidak sampai menyinggung hak dari Debitor. Kreditor dapat meminta
jaminan lain selain Fidusia sebagai tambahan jaminan hingga yakin

memperoleh kedudukan yang kuat.

2. Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi

Klausul yang terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia (pada
umumnya dalam Pasal 5) mengemukakan bahwa Debitor atau Pemberi
Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas objek jaminan
Fidusia, demikian pula tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara
apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun
objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor atau
Penerima Fidusia. Pasal 17 Undang-Undang Fidusia bahkan melarang
Pemberi Jaminan melakukan Fidusia ulang terhadap objek jaminan yang

sudah terdaftar. Undang-Undang Fidusia dalam hal ini lebih menekankan pada
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status jaminan Fidusia yang telah terdaftar. Jadi dengan adanya pendaftaran,
perlindungan kepada Penerima Fidusia menjadi lebih besar.

Sedangkan klausul yang terdapat dalam Akta Kuasa Memasang
Hipotek dan Kuasa Menjual mengemukakan bahwa jaminan dapat
dijaminkan ulang dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan atau
dengan cara lain kepada pihak ketiga, yaitu Bank Indonesia atau bank lainnya
yang disetujui oleh Kreditor (pada umumnya dalam Kuasa Ketiga). Kedua
klausul tersebut diatas sama-sama bertujuan untuk mengantisipasi
kemungkinan Debitor melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain
menggunakan jaminan yang sama tanpa sepengetahuan Kreditor karena hal
ini akan menyebabkan risiko kerugian yang cukup besar bagi Kreditor.

Walaupun berbeda kalimat, pada dasarnya kedua klausul diatas
memperbolehkan adanya Fidusia ulang atau Hipotek yang dijaminkan ulang
dengan sepengetahuan Kreditor, namun dalam hal jaminan Fidusia telah
terdaftar, maka hal ini menjadi larangan. Benda Hipotek dapat dibebani
dengan beberapa Hipotek.*’ Bertitik tolak pada saat pendaftaran dilakukan,
lahirlah tingkat pemegang Hipotek, yaitu pemegang Hipotek pertama, kedua,
ketiga dan seterusnya. Tingkat ini merupakan realisasi dari suatu asas yang
berasal dari Hukum Romawi di dalam hak kebendaan yaitu mendahulukan hak
yang lebih tua dibandingkan dengan hak yang lebih muda. Aturan mengenai
tingkat ini terdapat dalam Pasal 1181 BW, yaitu : “Tingkatan orang-orang

berpiutang Hipotek ditentukan menurut tanggal pembukuan mereka, dengan

“ Mariam Darus Badrulzaman 1, Op. Cit.,h. 70.
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tidak mengurangi kekecualian-kekecualian tersebut dalam kedua pasal yang
berikut. Mereka yang dibukukan pada hari yang sama mempunyai suatu
Hipotek yang bertanggal sama, tak peduli pada jam mana pembukuan telah
dilakukan, biar pun jam itu dicatat oleh pegawai penyimpan Hipotek”. Jika
suatu benda Hipotek dijual, maka pemegang Hipotek dibayar dari hasil
penjualan tersebut sesuai dengan tingkat-tingkatnya. Jika hasil penjualan
tersebut cukup untuk membayar hutang pemegang-pemegang Hipotek, maka
hutang seluruhnya lunas. Namun apabila hasil penjualan tersebut kurang
cukup untuk menutup semua hutang-hutang, maka yang pertama kali dibayar
adalah hutang kepada pemegang Hipotek pertama, dan seterusnya pada
pemegang Hipoteukedua, ketiga. Tingkat-tingkat Hipotek ini tidak hanya
mempunyai arti untuk pelunasan hutang pokok melainkan juga untuk bunga
terhutang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1184 BW, yaitu :

“Si berpiutang yang telah dibukukan untuk sejumlah uang pokok yang
menghasilkan bunga, adalah berhak untuk, selama-lamanya untuk dua tahun
dan tahun yang sedang berjalan, bagi bunganya ditempatkan didalam
tingkatan Hipotek yang sama seperti uang pokoknya ; dengan tidak
mengurangi haknya untuk, mengenai bunga-bunga yang lain selainnya yang
dijamin pada pembukuan pertama, mengambil pembukuan-pembukuan
khusus, yang sejak hari tanggalnya akan menerbitkan Hipotek™.

Kondisi dimana benda jaminan berada dalam kekuasaan Debitor,
walaupun hak miliknya telah beralih kepada Kreditor memang adalah kondisi
yang berisiko tinggi. Berbeda dengan Hipotek, Fidusia jauh lebih berisiko. Hal
ini disebabkan karena kapal laut yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah

kapal yang tidak terdaftar yang disebabkan oleh bobot kotornya yang kurang

dari 20 m3 ditambah dengan sifat kapal laut yang mempunyai mobilitas tinggi
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sehingga dapat dengan mudah dilarikan dan diganti identitasnya. Sifat tidak
terdaftarnya kapal laut yang menjadi objek jaminan Fidusia ini berakibat
pemilik kapal laut dapat dengan mudah mengalihkan kepemilikan atau
membebani kapal laut berulang kali karena fungsi dari pendaftaran kapal laut
tersebut adalah untuk mencatat status kapal, baik kepemilikan maupun
pembebanannya.

Kapal laut yang didaftarkan pada Departemen Perhubungan Laut
akan diterbitkan Grosse Akte Kapal yang menjadi bukti kepemilikan kapal
laut. Sama seperti Sertifikat Tanah, Grosse Akte Kapal mencantumkan nama
kapal (saat ini maupun sebelumnya) berikut nama pemilik, asal kepemilikan
kapal laut (jual beli, waris atau hibah), asal kapal laut (luar Indonesia atau
Indonesia) dan pembebanan kapal laut. Jadi dalam Grosse Akte Kapal akan
terlihat semua data-data kapal laut tersebut, demikian pula di Departemen
Perhubungan Laut, tempat pendaftaran kapal laut. Dalam hal ini apabila ada
tindakan hukum yang akan dilakukan pemilik kapal laut atas kapal miliknya
tersebut, sebelumnya Kreditor atau Bank atau Notaris yang membuat
perjanjian dapat melakukan pengecekan terlebih dulu atas status kapal laut
tersebut untuk menghindari kecurangan pemilik kapal laut. Apabila status
kapal laut tidak ada masalah, maka perjanjian dapat dilaksanakan. Hal ini
tidak dapat dilaksanakan pada kapal laut yang tidak terdaftar. Kapal laut
tersebut tidak dapat dilacak status sebelumnya sehingga rawan terhadap risiko

disalahgunakan pemilik kapal laut.
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Pada praktiknya, Kreditor atau Penerima Fidusia cenderung
mengabaikan pendaftaran Fidusia dengan alasan biaya yang dikeluarkan untuk
mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tidak sebanding dengan nilai piutang.
Kreditor baru akan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia apabila Debitor dirasa
mulai menampakkan tanda-tanda tidak mampu membayar angsuran pinjaman.
Hal ini dipandang cukup berisiko tinggi karena Jaminan Fidusia mulai berlaku
pada saat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada saat pendaftaran,
Kreditor berubah menjadi Kreditor Preferen dan harus didahulukan dalam hal
pelunasan piutangnya. Apabila tidak terjadi pendaftaran dan terjadi
wanprestasi maka Kreditor yang bersangkutan hanya akan berkedudukan
sebagai Kreditor Konkuren, sehingga tidak didahulukan pelunasan piutangnya
sehingga harus bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya dalam
mendapatkan pelunasan piutang. Namun dalam praktiknya, tetap saja Kreditor
yang memegang jaminan Fidusia atas kapal laut memiliki posisi yang kurang
kuat karena status tidak terdaftarnya.

Hipotek yang memiliki benda jaminan kapal dengan bobot kotor
diatas 20 m3 memiliki risiko yang relatif lebih kecil dibanding Fidusia. Hal ini
disebabkan karena kapal tersebut sudah didaftarkan dan memiliki Grosse Akte
sehingga setiap gerak gerik pemilik dapat terbaca dengan jelas pada Kantor
Pendaftar Kapal dan Syahbandar setempat. Jadi walaupun mempunyai
mobilitas tinggi, tidak mudah untuk melarikan kapal dengan bobot seberat 20
m3 keatas, apalagi setiap kapal yang keluar masuk suatu pelabuhan tidak

dapat lepas dari pemeriksaan Syahbandar, demikian pula pada saat akan
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meninggalkan suatu pelabuhan tertentu. Syahbandar dengan Putusan
Pengadilan dapat dengan mudah menghentikan kapal yang bermasalah
manakala pihak yang dirugikan mengajukan permohonan sita jaminan pada
Pengadilan Negeri setempat.

Walaupun Hipotek berisiko relatif kecil dibanding Fidusia, namun
praktek perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua Bank atau
Kreditor bersedia mengucurkan dana pinjaman dengan objek jaminan kapal
laut. Hal ini disebabkan karena tidak mudah mengelola sebuah kapal laut dan
menjual lelang kapal laut pada saat terjadi wanprestasi. Masih lebih mudah
mengelola dan menjual lelang tanah atau benda bergerak lainnya dibanding
kapal laut, tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan kapal laut.
Kapal laut sebagai benda jaminan yang cukup tinggi harganya menjadikan
Bank kesulitan untuk mencari pembeli yang sanggup membeli dan mengelola
kapal laut ditambah pula bahwa Bank tidak memiliki pengalaman dan
pemahaman yang cukup di bidang perkapalan dan pelayaran.

Stein mengemukakan bahwa kapal laut merupakan barang jaminan
yang kurang menguntungkan bagi Kreditor dibandingkan dengan hak-hak atas
tanah dilihat dari sifat bendanya maupun dari ketentuan-ketentuan yang
mengatur Hipotek itu.*' Dari segi sifat bendanya, keadaan kapal laut adalah
sebagai berikut :

1. Lekas menjadi tua, jika perawatannya tidak diperhatikan, maka

nilainya akan turun dengan cepat.

' Ibid, , h. 107.
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2. Jika dilanggar badai dan tidak dipertanggungkan, maka ikatan
Hipoteknya hilang.

3. Kapal laut selalu berpindah tempat. Hal ini menyulitkan bagi Kreditor
yang akan melaksanakan eksekusi terhadap kapal laut tersebut.

4. Dalam praktik selalu terjadi kapal laut didaftarkan dibeberapa tempat
dengan nama yang berlainan. Akibatnya adalah dapat diikat dengan
beberapa Hipotek, sedangkan masing-masing pemegang Hipotek
menganggap bahwa dirinya yang berkedudukan sebagai pemegang
Hipotek pertama. Hal ini merugikan Kreditor.

Dari sisi ketentuan-ketentuan Hipotek, pemegang Hipotek atas
kapal laut ternyata memiliki hak preferen yang kurang menguntungkan
dibandingkan dengan hak preferen yang dimiliki oleh pemegang hak Hipotek
atas tanah. Hak-hak privilege yang didahulukan dari Hipotek lebih banyak
dibandingkan Hipotek hak atas tanah. Didalam Pasal 316 KUHD terdapat
ketentuan khusus yang mengatur tentang piutang yang diistimewakan
(privilege) atas kapal laut. Tingkat piutang-piutang yang diistimewakan itu
ditetapkan sebagai berikut : *2
1. Biaya-biaya lelang sita (eksekusi).

2. Piutang yang timbul dari perjanjian perburuhan, dari Nahkoda dan dari

Anak Buah Kapal.

3. Upah pertolongan, upah pandu laut, uang petunjuk dan uang pelabuhan

dan lain-lain biaya pelayaran.

2 Ibid. , h. 105.
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4. Piutang karena penubrukan.
Pasal 1139 BW tentang piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-
benda tertentu dalam hal ini tidak diberlakukan terhadap kapal laut.
Piutang-piutang yang disebutkan didalam nomor yang sama mempunyai
tingkat kedudukan yang sama dan dibayar menurut imbangan tentang besar
kecilnya, kecuali piutang-piutang karena upah pertolongan yang harus tetap
didahulukan daripada yang lain.

Pembayaran piutang-piutang tersebut diatas didahulukan dibanding
Hipotek. Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut pada nomor 3 diatas
gugur apabila kapalnya menempuh suatu perjalanan baru. Pasal 316 b KUHD
mengatakan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan meliputi bunga dan
biaya menurut Undang-Undang. Pasal 316 ¢ KUHD mengatakan bahwa
piutang-piutang yang diistimewakan atas kapal laut, diistimewakan pula dari
penagihan-penagihan  untuk pembayaran uang charter dan upah
pengangkutan, termasuk pula uang pertolongan apabila kapal tersebut
digunakan dalam hal penarikan (towing) kapal lain. Jadi hasil yang diperoleh
dari penjualan kapal laut tersebut harus dibayarkan terlebih dulu kepada
piutang-piutang tersebut dalam Pasal 316 KUHD. Hak istimewa (privilege)
yang tersebut dalam Pasal 316 dan Pasal 316 ¢ KUHD meliputi ganti rugi
yang harus dibayar karena rusaknya atau musnahnya kapal laut atau karena
hilangnya salah satu dari piutang-piutang yang tersebut dalam Pasal 316 c
KUHD untuk sebagian atau seluruhnya. Hak-hak Kreditor yang terbit dari

hak-hak yang diistimewakan itu mempunyai kedudukan yang kuat (droit de
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suite) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 e KUHD. Kreditor tersebut
dapat melaksanakan haknya atas kapal laut atau andil dalam kapal laut, atas
penguasaan pihak manapun dan atas penagihan-penagihan yang tersebut
dalam Pasal 316 ¢ dan 316 d KUHD, demikian pula setelah piutang-piutang
itu dipindahkan atau digadaikan kepada pihak ketiga. **

Selama kewajiban perikatan Debitor yang ditanggung dengan
Fidusia atau Hipotek dipenuhi Debitor dengan baik, artinya kewajiban
pembayaran dan kewajiban Debitor lainnya dipenuhi, maka Fidusia atau
Hipotek sebagai jaminan tidak nampak perannya, bahkan apabila tanpa
jaminan pun tidak apa-apa. Lain halnya karena sesuatu hal, Debitor tidak
memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dalam
hal demikian Debitor disebut telah melakukan wanprestasi. Dalam hal
hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih namun Debitor tidak dapat
memenuhi perikatan, maka Kreditor mempunyai hak untuk menuntut
pemenuhan piutangnya.** Dengan demikian fungsi Fidusia atau Hipotek
sebagai jaminan baru nampak apabila Debitor melakukan wanprestasi.

Sebagai tindakan preventif, Kreditor cenderung melakukan
tindakan-tindakan atau persyaratan-persyaratan yang pada dasarnya bertujuan
meminimalkan risiko kerugian, yang kadangkala dipandang Debitor sebagai
suatu tindakan yang berlebihan. Mengingat kapal laut sebagai benda jaminan

yang rentan terhadap risiko seperti tersebut diatas, maka Kreditor cenderung

B Ibid. , h. 106,

“ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cir., h. 31.
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meminta jaminan lain sebagai pendamping Fidusia atau Hipotek Kapal Laut,
misalnya dengan Hak Tanggungan dan Fidusia lainnya, misalnya truk
pengangkut, alat-alat berat milik perusahaan pelayaran dan bahkan jaminan
pribadi dan jaminan perusahaan pelayaran tersebut.

Debitor memiliki kewajiban untuk mengasuransikan benda
jaminan, yang dalam hal ini adalah kapal laut atas biaya Debitor sendiri.
Dalam salah satu contoh polis asuransi kapal laut, terdapat klausul yang
menyebutkan mengenai adanya pembebanan kapal laut ini. Klausul yang
disebut dengan Bankers Clause ini berbunyi sebagai berikut :

“It is hereby noted and agreed that property insured by this policy has
been pledged with the Bank : “ PT. Bank ... * and that in consequence
thereof, it has been agreed with the said Bank and the insured, that in
case of loss, any payment up to the amount to which the said Bank is
entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said
Bank without prejudice to the rights the insured have on the difference.
This clause to be null and void on receipt of advise from the said Bank
that they are no longer interested in the property insured under this
policy”
Makna dan klausul diatas adalah sebagai informasi bahwa kapal laut yang
bersangkutan merupakan benda jaminan dari Kreditor sehingga segala
penggantian klaim yang menyangkut musnahnya kapal laut sebagai benda
jaminan menjadi hak Kreditor sepenuhnya dan apabila terdapat sisa akan
diserahkan kepada Debitor. Selanjutnya apabila sudah dilakukan pencoretan
pada Grosse Akte Kapal Laut dan Kreditor telah menyerahkan pernyataan
bahwa kewajiban Debitor telah dilunasi, maka Bankers Clause ini dapat

dihapuskan dan pihak asuransi akan menerbitkan endorsemen yang

menyatakan menghapus Bankers Clause.
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Debitor selaku pemberi Fidusia atau Hipotek dalam hal terjadi
kredit macet masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutang yang dijamin
tersebut. Hal ini logis dan patut mengingat Kreditor pada asasnya yang
penting adalah mendapat pelunasan atas tagihannya terlepas dari hal tersebut
didapat dari pembayaran sukarela maupun melalui lelang. Terlebih lagi
pelunasan melalui lelang harus mengikuti prosedur tertentu yang memakan
cukup banyak biaya dan waktu. Pada umumnya ketentuan batas akhir
kesempatan menghindarkan penjualan lelang objek Fidusia atau Hipotek
adalah hanya pada saat pengumuman lelang dikeluarkan.

Apabila pada akhirnya terjadi kredit macet, pada prakteknya
Kreditor tidak segera mengeksekusi benda jaminan. Kreditor mengadakan
pendekatan kepada Debitor agar Debitor yang mencari sendiri pembeli dengan
merundingkan harga dengan pembeli yang bersangkutan asal memenuhi
minimum harga yang dipersyaratkan oleh Kreditor. Hal demikian dilakukan
dengan janji bahwa sampai sejumlah uang tertentu dari hasil penjualan akan
diserahkan kepada Kreditor sebagai pembayaran pelunasan, Kreditor juga
menjanjikan roya atau pencoretan atas benda jaminan sehingga pembeli akan
mendapatkan benda jaminan yang bebas dan bersih dari beban yang
diletakkan oleh Kreditor tersebut. Apabila Kreditor adalah satu-satunya
Kreditor pemegang Hipotek atau Fidusia, maka pembeli akan mendapatkan
benda jaminan yang bersih dan bebas dari beban. Karena penjualan benda
jaminan seperti tersebut dilakukan sendini oleh Debitor dan demikian sesuai

dengan persetujuan pemilik benda jaminan, bahkan dari luar nampak seperti
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atas inisiatif pemilik sendiri, maka semuanya dapat dilakukan dengan prosedur
jual beli biasa. »

Kreditor sebelum menerima uang pembayaran sebagai pelunasan
tagihannya tidak perlu kuatir akan dilaksanakannya jual beli antara Debitor
dengan pihak ketiga karena hak kebendaan yang dimilikinya tetap mengikuti
benda jaminan yang bersangkutan kepada pihak manapun benda jaminan
tersebut beralih. Pihak ketiga atau pembeli biasanya dapat pula langsung
menyerahkan uang pembelian benda jaminan sesuai dengan besarnya tagihan
kepada Kreditor dan Kreditor dapat langsung menyerahkan surat roya.
Apabila terdapat sisa, maka uang sejumlah tersebut diserahkan kembali
kepada Debitor.

Pelaksanaan cara seperti tersebut diatas dilakukan khususnya pada
benda jaminan kapal laut yang memang tidak semua orang pakar dalam
mengelolanya, demikian pula dalam hal penjualan, tidak semua orang
membutuhkan kapal laut dibandingkan dengan tanah atau mobil, hanya
perusahaan pelayaran saja yang tertarik untuk membeli kapal laut, sehingga
ruang lingkup penjualan menjadi lebih kecil. Debitor selaku perusahaan
pelayaran pasti memiliki relasi yang cukup baik dengan sesama rekan
perusahaan pelayaran lainnya yang menjadikan aliran informasi menjadi lebih
lancar. Aliran informasi tersebut berpengaruh pula dalam hal menawarkan

kapal laut yang akan dijual tersebut.

45

J. Satrio 1L, Op. Cit., h. 279.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan menggunakan
lembaga jaminan Fidusia apabila kapal laut tersebut memiliki bobot kotor
kurang dari 20 m3 sehingga tidak wajib untuk didaftarkan dalam register
kapal laut dan termasuk dalam kategori benda bergerak atau menggunakan
lembaga jaminan Hipotek apabila kapal laut tersebut memiliki bobot kotor
lebih dari 20 m3 sehingga wajib untuk didaftarkan dalam register kapal
laut dan termasuk dalam kategori benda tidak bergerak.

b. Tahap pembebanan kapal laut diikuti dengan tahap pendaftaran Akta
Hipotek atau Akta Fidusia di dalam Buku Daftar di Departemen
Perhubungan Laut atau Kantor Pendaftaran Fidusia. Tahap pendaftaran
tersebut menjadikan Kreditor memiliki posisi sebagai Kreditor Preferen
sehingga harus didahulukan pelunasan piutangnya. Namun dalam
praktiknya Kreditor dalam lembaga jaminan Fidusia cenderung memiliki
posisi yang lemah karena mengabaikan pendaftaran, pendaftaran
dilakukan manakala ada indikasi Debitor mulai mengalami kesulitan

membayar hutang yang mengarah pada wanprestasi.

84
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2. Saran
Berpijak dari kesimpulan yang didapatkan selama penyusunan tesis
ini, dapat diajukan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua
pihak antara lain :

a. Sebaiknya lembaga jaminan Fidusia dan Hipotek atas kapal laut tidak
didasarkan pada bobot kotor kapal laut dan kategori benda bergerak atau
tidak bergerak, melainkan pada status kapal laut terdaftar atau tidak
terdaftar dalam register kapal laut.

b. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mewajibkan Kreditor
khususnya dalam lembaga jaminan Fidusia untuk langsung melakukan
pendaftaran akta setelah menutup perjanjian kredit dengan kapal laut
sebagai objek jaminan dalam rangka melindungi posisi sebagai Kreditor

Preferen.
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| 1 ' ¢ ) ‘ , Nomor : ; ====—-—
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~ (untuk selanjutnya berikut segenap pengganti haknya -
e 1ERHUT TPENJAMINT ), —o et e e e e
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telah mernerima seluruhnya dengan tunal dan sempurnia ---
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¢ . L) prosen dari jumlah tunggakan angsuran yang =-—-—-
dititung untuk setiap nhari Kelambatannya, dan terhadap-
jumian tunggakan angsuran tersebut juga dikenakan bunga
yvang besarnya sesual dengan ketentuan yang berlaku pada
BANK, dan dihitung untuk setiap hari kelambatannya. --——
-- Aangsuran pihjaman tersebut harus dilakukan setiap —-
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BPEMINIAM berdasarkan akta ini jatuh pada hari bukan -—-
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angsuran dan/atau melunasi sisa pinjaman lebih cepat -

-
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dari batas waktu pelunasan yvang ditentukan dengdar

KEU@NTUBN 5 o o e o et e e e e e e e
1. bilamana dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman ---
berjalan duabelas (12) bulan, maka PEMINJAM ————————
dikenakan biayaadministrasi sebesar satu (1 %) -—--
prosen dari jumlah vang dibayar; —-————-s——m—ssmemea
2. bilamana dilakukan setelah jangka waktu pinjaman ---
| berjalan duabelas (12) bulan, maka PEMINIAM ©1 dat
dipungut biaya administrasi. —————=mee s -
- para penghadap menyatakan bahwa mereka telah -—————-
mengerti yang dimaksud dengan fasilitas pinjaman dalam-—
akta inl sehingga tidak diperlukan uraian lebih jelas -
1agi dalam akta Iinl. —mrrmr s e e e e e
-= Jumlah pinjaman tersebut pada waktu tertentu akan -—-
selalu nampak pada rekening koran dan/atau barc qloer

(promes ) dan/atau pembukuan PEMINJAM vang dibuat oleh -

-- Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak -
dalam Kedudukannya tersebut menerangkan bahwa ————-- -
perjanjian ini dilaKukan dengan syarat dan kKetentuan -—-

sebagai berikul Inl 1 —r e e o

et o0t hnos 000 Shet s ke 4ans waam o0e Sar Pt e e BB abe s G s 000 04w 2005 sete PQSHL l Aevs wers Ak s 4o e e am b b Ross Some i S8 S00 s haws e St b a0 Lo hed St (0O

1. BANK dengan ini mengikatkan dirl untuk memberikarn

pinjaman kepada PEMINJAM, dengan Ketentuan BANK -—--
éetiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah —-———-—-
pinjaman yvang diberikan derngan jaminan yang —-—-—==m-
disediakan oleh PEMINJAM, satu dan lain hal —--——-=—-
berdasarkan pertimbangan BANK . =t i o o o o e e

-= RPEMINJAM menerima pengikatan dari BANK tersebut -

~ dan mengikat diri untuk melunasi pinjaman yang

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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‘ diberikan olehTBANK berikut segala kewajiban vang -—-

timbul dari adénya pinjaman dimaksud. ——————we—————_

l Z. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ‘ C )

b ) o , dan diadakan untuk jangka --—-
waktu . . o v { ) bulan lamanya, sehingga -
akan berakhir/héfus sudah dibayar lunas —-—====—=—=——-

selambatwlambatnya pada tanggal ) ¢ ) . ———

( ) L e e i e e o S 2ot 0 o et S e St Ana 20 S o0
5. Pelunasan tersebut meliputi pinjaman pokok, bunga, -

‘ provisi dan denda serta biaya lain., ————-—-v——m———m
et e DAL D o e o e o e e e e e
-~ Penarikan (disposisi)} jumlah uang oleh PEMINJAM —=——
dilakukan melaluifrekening PEMINJAM pada BANK dengan —-
menandatangani dan memberikan cheque, giro bilyet, --—-
surat aksep (promes) atau surat perintah pembebanan/ --
pendebetan rekening PEMINJAM dan bilamana BANK ———————- :
menghendakl bunga yvang wajib dibayar PEMINJIAM atas ——=--
penarikan pinjaman tersebut, maka BaANK sewaktu-—-waktuy --~
dapat mencantumkaﬁ dalam rekening PEMINJIAM atau dalam -
aksep (promes) tersendiri. ———=———- ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAL. & —~b e e
i
{

diwajibkan membayar 1 ~—-—-——————- ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Bunga sebesar: _ - (. %) brosen per tahun —-—--
( (P.a.) effektif o e e e e e

| -— Bunga tersebut dibayar bersama-sama dengan —-—-—--
{ angsuran pokok. —-—-—=——w——m—- T e i e
2. Provisi sebesar . ( %) prosen dari --

Jumlah plngaman untuk jangka wdktu pinjaman, yvang —-

d1pungut oleh. BANK segera seteiah penandatanganan -—-

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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SURATAVA

{ akta ini dan tidak dapat diminta kembali olati ~—=——-
PEMINJAM apabilla pinjaman tersebut dibayar lunas ---
sebelum jangka waktunya. ———=———msmmem e e :

». Biaya administrasil sebesar Rp (. ==

rupiah),. —=-—- e e 4 e o e

4. Bilaya lain apapun vang timbul senubuigadl o= dian

[ pinjaman tersebut. R
-- Jumlah Kewajiban tersebut akan dibebankan oleh BANK
kedalam catatan atau admin;étrasi PEMINIAM vang ada -
PAAA BN . = oo e s o e e
-~ BANK berhak untuk sewaktu-waktu mengubah besarnya -
bunga tersebut diatas, perubahan tersebut akan —-——-——-
diberitatiukan olah BAaNK Ksiada sl ionieit

terhadap perubahan bunga PEMINIAM menyetujul terhadap
terjadinva pefubahan FJUMLAD SNUSUMNBIT. e s s e oo e
e e e e e e ot st PIEYSHALL oo o e i e et e e e
-- Semua pengeluaran dan semua penerimaan PEMINIAM -
mengenal usahanya sedapat mungkin dilakukan dengan —--
perantaraan BaNK, dengan Jalan dibayvarkan kepada BANK
atau dikirimkannya melatuimmama.
U o 20 0 U
L. PEMINIAM berhak untuk sewakiu-waktu melakukan —----
pembayardan uﬁtuk melunasi atau mengangsur ——-———=—-

pinjamannyé kebada BANK dikantor 8aNK pada hari ---

kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda ——-—-———--

DEOE T LIMAG MUY A . o oo oo o o e s e e e o i e e e e e
2. Semuad pembayaran dan penac ks yenes o balbol
PEMINJAM akan dicatat dalam catatan dan/atau
' administrasi PEMINJIAM yvang ada pada HBANK., ——=——e——-

3. PEMINJAM setiap waktu pada hari kerja dan jam kerj:

b o

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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(/;;;;; mengajukan permohonan untuk melitat catatan --—
dan/atau administrasi PEMINJAM vang ada pada BANK, -
dengan catatan bahwa setiap wakKtu BANK dapat —-————-—-
mengadakan pembepulan pada catatan dan/atau ——-————-
administrasi 3aNKAtersebut dengan dibebaskan dari -—-
g Lot il Kefggian perupa apapun bila ada —-——-—=--
sehubungan dengan kekeliruan tersebut dan PEMINJAM -

melepaskan haknya untuk menoiak pembetulan yvang —-—-—-

dilakukan oleh BANK,. - s e i s s o s e
..-..~~.---—....-~.—j:,-~---«.-..—-~....--.....--...._._...-... }J(_}SAL 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- PEMINJAM menyetujul bahwa pembukuan BANK selalu akan
menjadi dasar untuk menetapkan jumlah uang yang ————-—--
terhutdng olaett PEMINJIAM pada BANK dan PEMINIAM —we—we——
melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas ——-——-
PAMDUKELAN LERrSEDHUT . m = i i e e e o st o e e
e e o e i e e e PG, F o e o e o o o o e
-— PEMINJAM berkewajiban untulk mematuhi segala ~-—————-—
peraturan serta kebiliasaan BANK, balk peraturan yang-
sekarang sudah beriaku maupun vang akan diadakan ——-
I dikemudian hari oleh BANK berkenaan dengan pinjaman-
yvang dimaksud dalam akta inji. ——-—e————————— e e e e
e PEMINJAM berjanji dan mengikatkan diri untuk setiap-—
waktu memberikan kepada $ANK segala keterangan yvang—
diperlukan oleh BaANK tentang keadaan usahanya, ——---
mambarikan Kesempatan kepada BaNK untuk memeriksa --—
pambukuan usahanya, daftar neraga, daftar persediaan
parang-barang, dattar ikhtisar Qermodalan, daftar --

taba rugl dan apapun juga vang diminta oleh BANK -

dalam rangka perjanjian ini. =———weeemer e -

e et e et e e o v e o e et e e (IAGAL B~ - e oot ot s 2 s e o e

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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Menyimpang datri ketentuan dalam pasal 1 ayat Z -—--
petrjanjian ini akan berakhir dan BANK tidak perlu -
memberitatukan maksudnya secara tertulis, dapat - -
menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus -~
lunas dari jumlah uang yang terhutang cleh PEMINJIAM
baik Karena pinjaman pokok. bunga, provisi dan biay
lainnya vang terhutang berdasarkan akte i1rnt sy aie
perjanjian lainnya yvang telah atau Kemudian dibuat
oleh PEMINIAM dan PEMINJAM dan/fatau PENJAMIN ——-——-
melepaskan haknya untuk melakukKan === e
perlawanan/verset atau upaya hukum lain terhadap --
pelaksanaan eksekusi vang dimohon oleh BANK dan yar
akan dilaksanakan oleh lembaqga peradilan billamana :
a. P&NLNJQH tidak atau tidak Cukudp melatoemioabh o

salah satu kewajiban vang ditentukan dalam akta
inl dan/ atau vang kemudian akan diberlakukan --
oleh BaNK dan/satau tidak membayar angsuran ——--—-
pokok dan/atau bunga selama dua (2) kali ~——-wm-
berturut-turut, maka PEMINIAM telah berada dalan
keadaan lalal, vang cukup dibuktikan dengan tide
dilaksanakarnya salal Satu Kema 1iog . S a0

dan pada waktunva, sz2hingga tidak diperlukan lac
peringatan dengan surat juru sita atau surat lai

yang berkekuatan demikian. e e e o e e

b. Hilangnya kKepercayaan S8ANK pada PEMINJIAM yvang —
l tidak perlu dibuktikan dan tidak juga diperlukai
alasannyd;'semuanya atas pertimbangan BANK. —---

C. PtMlNJRMldam/atau PUNJEMIN Jabuiy pa ) ¢l
mengajukan permohonan kepailitan, berada dit:awal

pengampuan, meninggal dunia. =
Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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d. PEMINJAM mendapat pengunduran pembayaran ——————e-

' (surseance van betaling). —-————rmowm T m—————
e. Harta kekayaan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN ——=—-—-
[ dikenakan sitaan. ---—- o e e ————— e e
. PEMINJAM dan/atau PENJAMIN karena apapun juga —-—-

| kenilangan haknya urituk mengurus sendiri harta --

| B
[g. Iiin usaha PéM1NJAM dicabut, balk untuk sementara
[ maupun untuk setarusnya. —————— o m o m T e

l H. Kekayaan PEMINJAM mundur sedemikian rupa sehingga
semata-mata menurut pendapat BANK, PEMINJAM tidak
dapat membayar sinjamannya lagi. ——————-eeeemm———

‘i. Harang jJaminan vang diberikan dalam akta ini ——=—-
disita oleh pihak 1ain, balk untuk sebaglan ————-
MAUPUN UNTUK SelUurubinyad . = i o e i oo e e

{ J. PEMINJAM tercantum dalam dafrtar Kredit macet ——--

dan/atau daftar hitam (black list) vang ————=—w==—-

dikeluarkan olen Bank LNAONES1a . o s w o v e ot e om e

2. Oidalam hal terjadinya salah satu kejadian yang ----
dimaksud, PEMINJAM dan/atau PENJAMIN telah ——w——we——
melepaskan ketentuan yang termuat dalam pasal 1266 -
dan 1267 Kitab Undang undang Hukum W Perdata, -——-—s——-
sehingga pembatalan akta ini tidak diperlukan lagi -

- suatu kKetetapan, Keputusan atau ijin dari ——————=———-

PONQGBUL LA . = o e e o e et e e e e e e
............................. PQSQL () N e s AP Al ot S Nt S0P N, Ut VS s Nt IS ALY t) N bt Nobt
1. Bilamana BANK menjalankan hak dan hak istimewa vang-

cimbul darl akte 1ni atau perubahannya kemudian, -—-

maka BANK berhak menetapkan sendiri jumliah pinjaman—

PEMINIAM kepada BANK yang besarnya berdasarkan —-—-—-—-

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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‘pembukuan BANK-dntuk mendéﬁatkan kembali jumlah ---
‘pinjaman PEMLNJAH tersebut, baik karena pinjaman ---
‘pokok, bunga, provisi dan biaya lain. ——==——rwmerem—.
%«~ PEMINJAM berhak bilamana jumlah pinjaman yang ---
%ditetapKan B8aNK - dilunasi seluruhnya ternyata —--——--——=--

Jumiahnya Kurang daril vang diltelapiain el s

Euntuk menerima kembali Kelebihannya<gari BSANK, akari—
%tetapi PEMINIAM tidak berhak menuntut kerugian -—-—--
%apapun DDA EEAINIL | o o e s o o o s o e ot s e S 0 e e e e
iBilamana BANK menjalankan hak dan hak istimewanva --
vang timbul dari akta ini atau perubahannya —--———=w-—-
kemudian, maka PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dan/atau -
vang menguasal barang famivan teosebaor wan
menverahkan jaminan tersebut dalam Keadaan kKosong
dan/atau terlepas dari plbtak manapun guna -« =—=—-——————
kepantingan pembeli, selambat lambatnya empatbelas -~
(14) hari setelah BANK meminta kepada CEMINJAM. -
-~ Setiap harl keterlambatan tidak diserahkannya ---
jaminan, REMINIAM dan/atau PENJAMIN dan/atau yang -—-—
menguasail barahg jaminan secara bersama-sama - - e o
bertanggung jawab secara tangguing renbelgg - e o
(Hoofdelijk), wajilb membavar denda sebesar -
Rp . ( ‘ . “Tupiati), jumlab —e-——e——-
denda tersebut harUs dibayar seketika dan sekaligus-
ketika ditagih 6iéh BANK dengan tidak mengurangl hak
BANK vang mendabat kuasa berdasarkan akta ini, kKuasa
tersebut tidakydépét ditentikan sebelum tujuan kuasa
tercapal, dan dénéan nak untuk memindahnkan Kageads
pitiak lain untuk dengan segala cara mengosongkan --—-

serta menguasai barang jaminan tersebut bilamana -——

\ T

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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periu memasuki halaman dan merusak kunci-kuncinya —-
atau dengan bantuan alat negara Kesemuanya atas ——--
beban, resiko dan tanagung jawab PEMINJIAM. ——=—————-
———————————————————— FPASAL 10 —=m—— e o s e e
PEMINIAM dengah ini berjanji dan mengikat diri : ---
untuk mempergunakan pinjaman yang diberikan oleh ---
BANK hanva untﬁk investasl. === ——mr o e
untuk mendahulukan pembayaran apapun vang terhutang-
perdasarkan akta i1nl daril pembavaran lainnya yang --
berupa apapun juga wajib dibayar oleh PEMINJAM. ———-
e FAsSAal. 1l ———rmmmm e e
lerhitung mulal berakhirnya perjanjian ini karena --
apapun juga, maka © -—- o e e o e e s e e e e e e
3. BANK tidak dapat diwajiibkan lagi memberikan -—----
[ pinjaman Kepada PEMINJAM. e e o
v t=gala pindaman PEMINIAM Kepada SANK berdasarkan—

akta ini berikut bunga dan biava lainnya dapat --—

ditadlh seluruhnva dan dengan seketika. -—=——=——=—-
Pada saat perianiian ini berakhir, baik karena waktu
yang disebut dalam pasal 1 diatas telah lampau -----
maupun karena salah satu sebab dalam pasal 8 diatas,
maka'BANK berhak untuk menghentikan dengan seketika*
tasi i itas piniaman 1nd dan dalam kejadian tersebut -
seluruh pinjaman berdasarkan akta ini maupun ---—----
pinjaman vang akan timbul/dibuag dikemudian hari —--
oleh PEMINIAM kepada HANK, termésuk perpanjangannya-
yvang mungkin ada serta baik Karéna pinjaman pokok, -
bunga, provisi dan biaya 1ainny§ vang 5umlahnya ——

ditetapkan berdasarkan pembukuaﬁ BANK dapat segera —

T~

ditagih dan harus dibayar lunas seluruhnya dan ——-—-—-—

- Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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dengan seketika serta sekaligus. —————=—w—e—mme—————
..-w....—.-..__-~:.. ________ e s s 000 Soe s e PQSQL ll e cow ami s emc e e tas ek s

—-— PEMINJAM menyatakan dan menjamin kKepada BANK @ -——--
a. Bahwa PEMINJAM memiliki semua 1jin yang disyaratkan-
dalam menjalankan usahanya dan berjanji untuk ——---—-
meminta 1jin barﬁ aféu hemberpanjang atay ===
memperbaharui ijin lama yang telah lampau waktunya,-

apabila hal demikian disyaratkan oleh peraturan vang

be r L a g( [ ., e s o e e o i s e o S e o et e i e
b. Bahwa PEMINJAM dan/atau PENJAMIN Tidak tersangxkut

. dalam suatu perkara atau sengketa. ——-———oom—mm -
c. Bahwa FPEMINJIAM tidak mempunyal tunggakan kepada ——--
Negara atau remerintah Republik lndonesia sehingga -

dapat membahayakan usaha PEMINJAM. —-—e——emmm e m e

-= Untuk meniamin agar PEMINJAM membayar pinjamannva -—-
kepada BaNK sebagalmana mestlnyad, DAalK DLRIAMAN ya& g
disebutkan dalam akta ini maupun pinjaman yang akan ---
timbul /dibuat dikemudian hari, termasuk tambahannya, ——
perubahannya atau perpanjangannya yang mungkin ada -—---
serta baik karena pinjaman pokok, bunga, provisi maupun
biaya lain, maka PEMINJAM berkewajiban memberikan —--—--
Jaminan dan untuk hal terssbut telah disediakan jaminan
BH IR U@ 0 = o oo i o

a. HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA (1), atas @ =-———-—-=-

1- L : : o NOmOr o wwwmm—

r ( ) meter persegi, lebih lanjut --
diuraikan dalam Surat uUkur, tertanggal -

N . ¢ ) ¢ ) S——
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L ' ., Nomor : . y TTTTmo e
sertipikat/B8uku tanah dikeluarkan oleh Kantor ---—
fertanahan Kotamadya S$Surabaya, tertanggal --————-
() ) —

.» pada saat ini tertulis atas

fiama = . T T T T e T e e e e

lgi- T e e e et et et e e e S e e S et S e S et i S b e St e

ferletak di Propinsi . , Kotamadya -——-
., Kecamatan : .« Kelurahan-
O ~ .» setempat dikenal dengan Jalan

Nomor = L e T

~- Demikian dengan segala sesuatu yang ——-———=—-

berdiri, tertanam dan ditempatkan ——-——=————-
diatasnya, vang karena jenis dan -———-—w———-
Ketentuannys menurut hukum dapat dianggap -
sebagal benda tetap, diantaranya tetapi ---—
tidak terbatas pada bangunan (bangunanj), --
tanaman dan hasil karya vang telah ada atau
vang akan aca dan merupakan satu-Kesatuan -
dengan tanah tersebut, vang menuryt —-——-——-—-—

- keterangannya seluruhnya merupakan milik :=-

FXE NI LN L e o o mm e s o e vt o gt s s et o 200 S et 550 e i et s s et s i

-~ Jaminan tersebut telah dibebani dengan -
HAK TANGGEUNGAN PERI@GKQY PERTAMA (1) ~——
untuk keperntingarn BQNK ata34pinjéman -
PEMINJAM, sampail seiumlah e e e s
Rp: '.ooi( - o -

rupiah).%demikian itu seperti

ternyata dari Akta ﬁemberian Hak ===

\\q\lffffihgan' tertanggal ' ( ) ———

Tesis . Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



PP

L

ro
' A[E)LN-Perpustaka&_ri Universitas Airlangga .y Nomor » ——==—-—
i
| A
i s yang agibust

@ bmdaps i rave, HNoLsris, selakuy ojabet

eoonlisis chhe vanah i uk wilaveh tote -

e Tole o airoerbitkan - e e

.
' \ ERY Ceolmrranggal e
\ .
: /
! Ny . - -

2L e Py . Nomor o o o e

J M) meter oo~

VRN B R Sl Tismbhe o

ERISERN. Coheet i nat/ukn tanaly e o

s [raci@ —-—

Saat, oo TeErtlle atas noama s !

el el m s g s e beh A MLE RS s NS im sgrs el Lt e e e e e Aowa A 1048 Vb e 105 Vg W0 O b g e e e
-
o

, lhecamatan & . -
» Keluraharn : , Setempat. ~-——-

Gikenal dengan Jalan Nomor - e e e s e

~- Damikian dendan sa2gala sesuatu yang . ==
LErGlrl, tertanam dan ditempatkan oo

dHatasnva, yang Kar2na jenis dan —-——-—me——

S ketentuannya menurui hukum dapat dianggap -

~..
~

.

\

~
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/’- . ) )
sebagal benda tetap, diantaranya tetapi --—-

P
tidak terbatas pada bangunan (bangunan), -~
tanaman dan hasil karya yang telat ada atau
vang akah ada dan merupakan satu~kKesatuan -
dengan tanah tersebut, yang fenurur —-—--—-—--

keterangannya seluruhnya merupakan milik z-

pENJQMlN. ............................ s v et o o e e e et e

~—rJaminan tersebut telah dibebani dengan -
HAK  TANGHEUNGAN PERINGKAT PERTAMA (1) ——-
untuk kepentingan BANK atas pinjaman ---
PEMINJAM, sampal sejumlahl ~——~———————ea—
Rp . o0 (. ——
- o 1, demikian-

itu seperti ternvata dari akta Pemberian
Hak tanggungan, tsrtanggat ——
¢ ) -G J .
Nomor = . yang dibuat di hadapan
» Sarjana Hukum,

fejabat Fembuat akta tanats untuk wilavah
Kotamadya . , . ,» dan telah —-—---
diterbitkan Serfipikat Hak fTanggungan —-—

Dlen Kantor rertanahan Kotamadva

- .+ tertanggal . ( ) —
( ) a , Nomor = -

— e e

\ b. KUASA UNTUK MEMASANG HIPOle DAN KUASA UNTUK ————m—-
MENJUAL, atas ; ————————==- } ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-~ Sebuah Kapal Motor bernaﬁa o ‘ . e

l dahiulu berrama - , dibuat di ”.'pad‘

tahun N?: o 4 ' ' ' )

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, —-————-=—--

tertanggal B C ) - C ) -

, Nomor = . , terbuat dari buaia dle s
satu (1) geladak, satu (1) cerobong asap, -——--=—-
dilengkapi dengan mesin_induk merek : . . 7 -

, dengan uKuran-ukuran ——-—---

sebagal berikut : —r——e—m oo e
Panjang . sembilan puluh tujuh =——-—-m-
’ (97,00 M) meter; ——-———=--=—-
Lebar oEnAambelas (s e e
Dalam delapan kKoma tiga puiubh ---

! (8,50 M) meter; —————-—-=———=
ionase kKotor (Gl) @ tiga ribu tujuh ratus satu -
’ Lo T I S ——

tonase be}sih (NT) @ seribu delapan ratus enam ---
( puluh tiga (1863); ~———=—=——

landa selar oG L . No. . L e
-~ Leblh lanjut diuraikan dalamn Akte Pendattaran.
tertanggal ’ : (D) ( ) -
, Nomor v Yang dikeluarkan

oleh Uirektorat Jenderal ferhubungan taut -—--
Departemen erhubungan di - R L T

- PDemikian tersebut lengkap dengan -———————w—-

bagian-bagian, alat~alatnya!berikut dengan-—
segala sesuatu yanyg merupakan baglan daii

kapal tersebut, termasuk inventaris, =-—-=—--
peralatan dan mesin dari kapal yang -—--——=

bersangkutan berikut surat-surat dan —---——--

sertifikat yvang menyertainya yvang seluruh -

~] Keadaannya telah diketahui oleh para pihak,

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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e

sehingga para pihak menganggap tidak perlu-
untuk menjelaskannya lebih lanjut dalam -—-

AKEE 1NJ. mmmm o o o o e et o e e

-- penverahan jaminan dalam akta ini dijaminkan pula
terhadap pinjaman PEMINIAM berdasarkan @ ——————-—-——

1. Akta Parjanjian Fengakuan Hutang, tertanggal ——--—

| ) { ) : , Nomor :

‘ , yang dibuat di hadapan saya, nNotaris; —-—-—-=—-

arra wWarijaniian Pengakuan Hutang, tertanggal -

G R ( ) L e T
Nomor @ ., yang dibuat di hadapan y =
sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ————=-=—=—=———=

-~ Sehingga kKelalaian yvang dilakukan oleh PEMINJIAM
ternadap BANK pada akta-akta tersebut merupakan ———-—
kelalaian pula dalam akta ini, demikian pula apabila
r2ri1aadl sebaliknva, karena fasiltitas pinjaman ini ——
merupakan tambahan dari fasilitas pinjaman yang -——-
talah diperoleh PEMINIAM sebelunnya. — == e ——
Segala Kebendaan PEMINIAM daﬁ/atau PENJAMIN ———————-—
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11%1 Kitab ---
undang-undanyg Hukum Perdata. e e o o
~— PEMINJAM dan/atau PENJAMIN menyetujui, sehingga -
BANK berhak. untuk menentukan, menarik/mengambil -
segala kebendaan PEMINIAM dan/atau PENJAMIN, ———-
dengan memberikan Keleluasaan kepada BANK untuk -

menentukan jaminan dan/atau kebendaan lainnya, -

vang akan diambil terlebih dahulu sebagai ———-w=-—-

pelunasan pinjaman PEMINIAM. == =——m o e e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e BASAL LG e e

------ - Bilamana BANK memandang perlu, barang jaminan wajib-

R YU Ry e~~~ s wce. e o o e mPembebanan. kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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diasuransikan pada perusahaan asuransi vang ditunjuk =--
BANK terhadap resiko yvang dikehendaki BaANK dengan —--—--—-
memuat Banker’s Clause yaitu sampai jumlah yang --————-
dipandang baik oleh BANK dan BANK telah diberi kuasa --
mutlak oleh pemilik barang jaminan untuk : ——————————--
1. Memperpanjang jangka waktu asuransi. ——-----oss o
2. HMengurus dan meminta uang pembayaraq ganti kerugian-
kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan. —-----
Untuk Keperluan tersebut 8ANK dibetri kuasa untuk -—-
| menandatangani semua surat dan dapat mengerjakan ---
seqala sesuatu yang dianggap bermanfaat. -—-—-——e-—-
5. SANK berhak mempergunakan uang pembayaran aanti —--—-
karuglian dari tferusataan Asuransi tersebut wanitisn
membayar kKembali semua pinjaman PEMINJIAM kepada -—-—-—-
EUANEK o oo o o o s e e e o e o e
-~ Premi dan blava lainnva darl pertanggungan —-—-—--—
tersebut menjadi beban dan wajib dibavar oleh ---——-
FEMIMNIAM, sedangkan surat polis pertanggungan —-—--=-

tersabut harus diseratkan kepada BANK dan disimpan -

‘—)i & h PN e e e s shes tan e mar e Sen e e hre e e et s e s
- Walaupun BANK berhak dan diberi kuasa untul -

mengasuransikan/memperpanjang jangka waktu asuransi —---—

, dimaksud, akan tetapi bilamana BANK tidak mempergunakat

kKekuasaan vang diberikan kepadanya, maka BANK ——————-——-
dibebaskan dari segala tuntutan mengenai tidak —-—-————-
dipergunakan kekuasaan tersebut, —————em e e e
R TR

= Untuk menjamin pembayaran lunas terhadap pinjaman —-
PEMINJIAM kepada BANK berdasarkan akta ini, PEMINIAM ~—-

dan/atau PENJAGMIN sekarang tetapi untuk nantinya dengan

.. _ Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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ini memberi kuasa kepada BANK, untuk dan atas nams ---
PEMINJAM dan/atau PENJAMIN mencairkan segala kekayaan
PEMINJAM dan/atau FPENJAMIN apapun bentuknya yang -—-—---
diadministrasikan oleh BaNK dan/atau membebankan -—-—-—-—-
Forentng HeMiNdAM dan/atau PENJAMIN lalnnya vang juga
diadministrasikan oleh BANK, untuk pembayaran iunas --
pinjaman PEMINJSAM kepada BANK. ———————m——- o o e s e o e
e i PASAL L e o
-- Honorarium akta ini dan semua biava untuk menagit -
pinjaman itu diantaranya biaya juru sita dan biaya -~
pemegang kuasa BANK untuk menagih pinjaman itu dan/ate
brava vang kiranya diperlukan untuk pembebanan halk —--~-
tanggungan dan/atau pemasangan hipotik dan eksekusi —-
jaminan yang harus dibayar seketika d&% sekaligus --—-—-
sebelum atau saat eksekusi diajukan sebesar —————-—---
sedikit-dikitnya Rp . ’ ( L ‘ e

ruplah) menjadi beban PEMINJIAM. e

e o e s e o b o s e e s s o o e e IR LU e e e e o e e s o s i e
- HANK diberl hak dan dikuasakan oleh PEMINIAM ~-———-

untiuk menjaminkan ulang pinjaman ini kepada BANK —-—-—-
INODONES LA ataupun plitiak kKetiga lainﬁya semata-mata -~--
menurut pertimbangan vang dipandang baik oleh BAaNK. --
e e e e et oo e [IAGEAL LB e e e e e o e e
--- Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalar
perijanjian ini oleh BANK akan diatur dikemudian hari,
bailk dalam bentuk surat menyurdt maupun bentuk lain d:

merupakan bagian vang tidak dipisahkan dari perjanjia:

-- PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dengan ini memberi kuasi

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



Tesis

/ ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

kepada BANK untuk meminta Grosse Pertama dan/atau kedua
dari akta inl termasdk tambandnnya, peruinabuzniyd,
perpanjangannya atau pembaharuannya yang mungkin ada --
atau akta Pengakuan Hutang yang akan dibuat oleh BANK -
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PEMINIAM, —————--
sehingga dengan demikian FEMINIAM dan/atau PENJAMIMN -
berjanii dan mengikat dirl untuk tidak qemberikan kKuasa
kepada pihak 1ain memohon grosse tersebut. ———— - ——
U P LU ST

—--—- Dalam hal salah satu atau beberapa Ketaentuan pada
parjaniian ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum -
atau akibat hukum lainnya, baik disebabkan oleh —-=ww e
ketentuan hukum vang beriaku, é;tetapan {Keputusan) -—--
pengadilan atau parwasitan atau pihak yang berwenang --
atau oleh sepab-sebabt tiukum lainnya, maka hal tersebut-
ridak akan mengakibabian ketantuan Poioous

tarcantun dalam perjanjian ini mendapathan akihat vang -

SREMIE . o e o woor or oo ot e o i ot ek e S s S L4 st S e o) ot et 408 e o e ot i 1ot e o a08 e S e o8t 80 i 1 St i e e

Ketentuan lain vang tidak terkena akibat tersebyut tetap
berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan ---
dengan balk oleh para plhak. = e e e
et et e (DEYGUL L e e e e e o e e o e
-~ fantang akta inl dengan segala akibatrnva opara oihak-
memilin tempalt kKediaman yanyg uwnudm dan tidak s ubed o

Kepaniteraan HPengadiian Negeri di Surabaya, akan tetapi
demikian itu dengan tidak mengurangi hak dari SaNK —---—
untuk mengajukan penuntutan—penuntutan terhadap —-—-—---—
PEMINIAM/PENIAMIN dihadapan Pengadilan Negeri lainnya -
vang dipandang baik oleh BANK dan sesuai dengafn ———=———-

ketentuan hukum vangd berlakil. e e o s o o i e

. Pembebanan kapal laut .... ‘ Aneke Johana Wawolangi
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P

-- Selanjutnya PENJAMIN menerangkan, bahwa dengan —-———-—
tidak dapat ditarik kembali dan tanpa svarat mengikat -
dirinya sebagai PENJAMIN (borg) terhadap pinjaman —~---—
FEMINJAM pada BANK, oleh karena itu PENJAMIN 1kut ———--
bertanggurng ja@ab sepenuhnya baik karena penyerahan ---
jaminan tersebut diatas maupun berikut seluruh harta --—
kekavaan lLalnonya terhadap pengembalian pinjaman ———w—-—
raszenur perikugt bungs . denda dan biaya apapun lainnya.
-— pepgikatan diri sebagai PENJAMIN Inl dilakukarn —--=--
dengan melepaskan hak PENJAMIN yang diberikan oleh ----

undang—-undang., terdtama 1 —omm s o m e

a. Hak untuk minta agar harta milik PEMINJAM disita dan

l di1jual lebih dahulu (esrdere ulitwinningj}. ——=———=~--=
{b. Hak untuk meminta memecah—mecah pinjaman tersebut —--
Loaglantara PoNAAMIN dan PEMINJAM/yang berhutang —————-

| ascnula SE L LT LNV J oo wm oo o o
‘c- Hak~haK lain serta ekseptie (tangkisan) yang ——————-
dimaksiud dalam pasal 1430, 1843, 1847, 1848 dan 1849

l Kltaﬁlundang~Undang Hukum Rerndata., = —
-~ pada arhirnva para penghadap yang bersama-sama ——-——-
bervindak untuk dan atas nama BANK terssbut, ————-————-
mensrangkan dengan ini menerima pengikatan diri --—---e--

Tée adidis - e VLY T T TR B G U CE o e v o o s o o e s e o 0 e o o
e DEMIKLANLAH AKTA INL oo oo o e
-— Dibuatrt dan diresmikan di Surqbaya, pada hari dan —---
tanggal sepertl tersebut diatagédengan dihadiri oleh --
Nona _ a v Sarjana Hukum, dan Nyonya oo

, Sarjana Hukum, keduanya pegawai -—---—--

Notaris, dan bartempat tinggal di Surabaya, sebagali -—-

ok e al Y. e e e e e s b 1nea s e e s e S e S0 60 e s e Sl S At St s S S M S Sk o B S b S At e e b S N
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-- Setelah akta ini oleh saya. notarie dihac.obe:

kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka -—---
saegera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. —=———-v——e———ma-
-—- Dilangsungkan dengan : tanpa tambahan, tanpa gantian
AN TUJTURN COM@TAM . o o o o s oo o o o o o s o o e s o s o e o e
-—— asli akta ini telah ditandatanganl dengan ————-—————-
SOMES T I NYE L = oo e mrm s s s e
~~~~~~~~~~~~~~~ DIKELUARKAN SEBAGAL [URUNAN -~ - -

?Notaris di - ' ,

" ) METERAL
] TEMPEL
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Lampiran 2

Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Dan Kuasa Untuk Menjual
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Akta . KUASA UNTUXK MEMASANG HIPCTIK
DAN KUASA UNTUK MENJUAL

Fanggal

No.

TURUNAN

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



YTARIS & PEJABAT PEMBUAT

AKTATATAH
, S.H. ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

: Jn. . Nomor = .

Telp.

Fax. |

SURATAYA KUGSE UM MEMASANG HIPOTEX

DAN_KUASA_UNTUK _MENJIUSL

- Pada hari ini, , tanggal .U { 3

~- Manghadap Kepada saya, S _ L Barjana -
Hukum, Notaris di Surabaya, dengan ditadiri oleh para
saksi vang sayva, Notaris telah kenal dan yvang aian e
dizebulkan pada akhie akta o, |

— : L Diiektug

-~ r . »

Utama dari Perserocan yang akan disasbut, bertempat -
tinggal di Kota Surabaya, Jalan .. Nomor s . -

-~ Menurut keterangannya dalam hal inl besrtindak

dalam jabatannya tersebut dari dan demikian sah
mewakili Direksi, oleh karena itu untuk dan atas-
nama Perasroan Terhatas

H

berkedudukan di Surabaya, vang anggaran dasar —--

ut perubahan-parubahannya telah diumumkan -~

i
~t
q
=
k]
>

da 1 FUITE & oo e o oo o oo o e s s s i o e o s 8 o e S e g e S 8 e

Aa. Berita Negara Republik Indormesia tertanggal -

C ) ' (. ) B : e

Mg O R
Nomor - Tatun . :

5. Barita Negara Republik Indonssia tertanggal -

Nt

Nomoe @~ , Tambahan

Nomor = , Ta hun . 5

c. Barita Negara Republik Indonesia tertanggal --

\’\()! ' ¢

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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Ji.
Telp. (031)
: X

- ' a. Komisaris Perseroan, ya!lu

Fax. ’, .. ‘

SURABAYA l v Nyony-a

, Komisaris -
Utama perseroan tersebut, bhertemoat
tinggal di Kota Surabava, Jalan -

r4 omor - b se teus sore bese nvee e nevr o tere wrs wews wme e ane ns mns s

== Yang untuk manyatakan == e———

prearaeslud uanss P ra!

menghadap Kepada sava, Notaris. —-
- Demikian guna memsnuhi Ketentuan ——--
pasal ayat - dari anggaran dasar
D MG @I OEN o oo o e o i
b. Rapat Umum Para Psmsgang Sabam, demikian
sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat
Lhmum R gangg T e
P

, berkadudukan di

iy

surabava, vang dibuat di bawah tangan --
dan bermeteral cukup, tertanggal Lo
C 3 ( ) L, yang -

untuk keperluan inl aslinva dilekatkan

tertanggal hari ini, Nomor

b

~= Pemikian guna memenuhi ketantuan -

pasal ayat dari anggaran dasar

DI @I I, o o o o s o o e
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---
-~ para penghadap tersebut diatas menerangkan lebih ~--

da h U 1 LI % e o e e e e e e it e e e

- Bahwa guna menjamin lebih lanjut pembavaran

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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—

- sebagaimana mestinya dari segala pinjaman Perseroan-
Terbatas P1. DR
, berkedudukan di Surabaya -—-

(selanjutnya juga disebut dengan singkat "PEMINJIGMT)

dari Parseroan Terbatas PlU. BANK e e e e e
., herkedudukan di o surabaya (salanjutnys-

juga disebut dengan singkat "8ANK") untuk Jumlabh dan
dengan memakal syarat-syarat sebagaimana yang talan-

ditentukan dalam o = ek e e s e e oo e s ot e v e e v o

»

1. Aakta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal -—---
¢ ) ¢ ) , Nomor
. yang dibuat di hadapan saya, Notaris; -

voaNta Parjaniian Pengakuan Hutang, tertanggsl

R

\ ¢ «C .

i Nomor = , vang dibuat di nhadapan . .
Sarjana Hukum, Notaris di o T e
3. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal harid
] ini, Nomor : . yang dibuat di hadapan saya, —-
NO TR LG 5 e e o om o e e et e e o e i et e o o e i e e

! lan/atau Pembaharuan Hutang: Dengan Memakal Jaminan

TV L e o e e e

vang merupakan bagian vang T ak terpisahkan dari akta
b
1

i
-— Rahwa untuk maemparolah pinj%mdﬂ tarsabut, BAaNK e
|

membutuhkan jaminan seb agalwana mestinya § e

. e al s -
~- Bahwa guna manjamin lebih Jguh pamtayvaran darl e

plnjaman PEMINIAM kepada HHYK bardasarkan Aakta -

arjanjian Pengakuan Hutangxtur sabut diatas dan/ata
Parjanjian Hutang lainnya dfn/atau FPembaharuan —-—--

Hutang Dengan Memakai Jamin%n vang telah atau akan

. . - . i -
<] dibuat tersendiri, baik karena pinjaman pokok maupu
i
t
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N R Y

Telp. (031)
. Fax.
SURABAYA

Tesis

[
)
i

E‘f;BlBUﬁ = e s St e e s et it 0 bt o O w08 200 08 Nrd P02 Nere st ks e w00 e w80 wows ome w02 s wms oo owa was s 1s2s bre oot ors WAR s s sn wote Ao wmva ot

e

bunga, provisi, biaya-biava, ongkos-ongkos dan —-—-—-
Kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun
Juga, maupun pinjaman vang akan timbul/dibuat —-—=-—-

-

dikemudian hari oleh PEMINJIAM kepada BANK termasulk

parubananty s dan/at au peiend et oo

pembaharuannya dan/atau perpanjandgannya vang mungkin

ada, maka penghadap Tuan ¢ -
dalam kedudukannya tergebut diataé, e

berssdia untuk memberikan Kuasa untuk memasang - -

hipotik pertama, kedus dan seterusnya atas kKapal ---

vang akan disebut dibawah 1ni. ——— e

slah Tto, maka sakaiar. o0

Kedudukannya tersebut diatas mensrangkan dalam awto-
1ni, memberl kuasa vang tidak dapat dicabut kKembali-
dengan hak substitusi dan‘;sgumsi kepada Pearsaroan -
Tertatas PT. BANK . e e e

»

berkedudukan di Surabaya tersebut dan/atau

palk bersama-sama maupun soendlc oo

Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas, guna-
menjamin lebih jauh pembavaran-pembavaran dari
pinjaman PEMINJAM Kepada BANK, baik karena pinjaman-

pokok maupun bunga, provisi, biava-biaya, -—--ewemme——

3

e o

ongkos-ongkos dan kewajiban lainnva vang timbar] e
dissbabkan olaeh apapun Judga, memasaing Dol ok
pertama, kedua dan seterusnya sampail jumlah vang —-—-

disetujul oleh dan untuk kepentingan BANK, atas : —-

-— Sebuah Kapal Motor bernama e

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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dabitlu bernama L, ditruat di .

. L ‘ . )

sebagaimanda divraikan dalam Surat Ukure,

~
S

tertanggal ()

Nomoe o ; ., berbuat daird devpigian

£

satu (1) cerobong asap, -«

dilengkapi dengan mesin induk marek

, dengan ukuran-ukuran ooeee—e

Panjang :osembilan pulub tujuh =

(97,00 M) matai; =
Lebar s oenambslas (16,00 M) meter:
Dalam o delapan kKoma tiga pulub -
[ (8,350 M)

mETer g

kKotor (GT) tiga ribu tujuh

[»]
=8
23]
[43]
[¢¢]

T2

[\' B0 } L e e v

Tonase boraih (NT)Y @ saribu delapan ratus snam —-

puluh tigs (18BE35): —wwemem
Tanda selar s GT. N et
-- Lebih lanjut diuraikan dalam akte Pendaftaran,

tertanggal A ¢ )

s, Nomor s . vang dikeluarkar

1

atsb Direktorat Jenderal Parbabungan Laut -~

Departemen Perhubungan di Jakarta, -—-——-

- Bemikian terssbut lengkap dengan ——-———ee—-
bagian-bagian, alat-alatnya barikut dengan-
segala sesuatu yané marupakan baglan dari

kKapal tersebut, tehmasuk inventaris,
peralatan dan mesin dari kapal vang -«

barsangkutan berikut surat-surat dapn =—-—--—-—
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’ Fax.
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=

H
e

wne ot
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’/J sertifikat vang menyertainva vang sesluruh

keadaannya telah diketahul oleh para pihak,

sehingga para pihak menganggap tidak perlu-

-

untuk menjelaskannya lebib lanjut dalam -

akta ini.

iC
B

Untuk menarima pemasangan hipotik itu dangan syarat-

syarat yang dimaksud diatas buat dan atas nama BENK,

selanjutnya penghadap Tuan . L o L,
dalam kedudukannya tersebut diatas (dalam

akta ini juga disebut dengan singkat "PEMEFRT —-oee

JEMINAGNT ) mensrangkan

a8

1. PEMBERL JAMINAN menjamin kepada BANK, kapal

rersebut betul adalah hak dan milik pespberi -

jamipan, belum dijaminkan sesuati par Ut angan

atau ikatanm lain berupa apapun, tidak dikenakan

sitaan, dan tidak tersangkut dalam suaitu senghkata

saat ini digunakan sesndiri olsh
dipinjampakaikan pada pihak lain bailk sabagian
maupun seluruhnya dan untuk pamakailan kKapal -
tersebut PEMBERI JaMINAN belum pernah mamohon dan
belum pernah memberikan ijin Kepada pibak Lain

untuk meminta dikeluarkannya surat sebagal tanda-
terjadinya peralihan hak kepsmilikan atau hak —-—-

pemakaian.

2. Dalam hal PEMINIAM ternvata lalail memayarn

pinjamannya Kepada 8aNK yvang timbul bardasarkan -
perjanjian Pengakuan Hutany dan/atau Perjanjian -

Hutang lainnya dan/atau Pembaharuan Hubtang Dengsn

\
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L

Memakal Jaminan, sedang hipotik pertama atas
Mot b b lum Gipasang, maka SaNK diberl Kuasas

dengan hak substitusi dan assumsi olah PEMgerl -

JaMINAN, untuk menjual atau dengan oara tain

memindatikan hak atas kapal fersebut kKepads -----

siapapun juga, termasuk K

Jumlah

dengan memakal syarat-syarat dan untuk s
harga yvang dipandang baik olabh @aM<

et v Wener Loan tersebut BanN di kuasakan untub
menghadap dimana perlu, memberi kKebecangan, -
menandatangani pendaftaran hipotik dan/atan —-
akta hipotik dan/atau akta atau surat-surat

lain termasuk akta-akta vang dibuat dihadapan-
Pajabat vanyg barwenang, menarim& amball e
sertifikat hak atas kKapal tersebut borikoat --—-
cart L F T kat Ripotiknvae dard Kantor Pendattacans
kapal-kapal Dirskbtorat Perkapalan dan e
Palayaran, Dirsktorat Jendsral oooeemome oo
Certiubungan - Departemsn Perhubuangsan atad dacd

erang untuk hal oo e

s
f—&
o
=
—
D

&
Qe
=

©2
e
?{1
-t
£

tersebut, menerima atau manolak penassran -

pEnaWaran, manbayvar atau manserimd sagala uang-
saraa penjuslian, untuk 1ty mamints atau —-e-e—-
memberi kKwitansinva, mamilih tempat kKediaman

hukum yvang umum, mslakukan sagala sesuatu yvang

parlu dan berguna untuk mencapal maksud =

rsebut diatas, tidak ada tindakan vang ———--

pry
r"{)

d i kec ua l i ka (7] L, e S el e o vt e o e S 14 00 oo o8 S 4 S0 0 2 L 08 1o e e o e e

PEMBERI JAMINAN dengan ini barjanji kKepada dan -

““‘#«ﬂij?ﬁkat diri terhadap BANK, untuk selama —-—-----

—

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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Bewajiban menbayar e

; kepada BANK menurut perjanjian vang bersangkutan:

1 a.

o
H

Tesis

Memberi kesempatan kepada 8ANK atau wakilnya

yang syah guna melakukan pemsriksaasn yaig -

lavak terhadap keadzan kKapal tearssbut 5 -

Mnmbayar dengan terti t pajak-pajak gan oo

UGt aE g An e

CHEE e
KBDEX L t@ e iz_:,b ut: [ e e it e e e e

Mangasuransikan Kapal vang dimaksud dalam akta

kebakaran dan lain

P

ni, terhadap bahaya Datiaya
b

rng oleh BANK sekarang atausun dikemudian

G4

v

hari dianggap perlu, untuk jumlah dan pada ——-

perusahaan asuransl yvang disstujul gaNK agan -

(..u

dalam poticmys reetal o0
—-— Jika ternyvata PEMINIAM laital untiib

mengasuransikan Atdau memparpanlangnya, mak s

RaNK dengarn ini diberi kuasa untuk manutop-

dan/atau memperpaniang polis asuransi
tarsebut atas blava PEMINIAM dangar -

mendebet rekening PEMINIAM vang ada pada -~

E;,’_\‘NK : aos swms oor tmm wee vess wees wee wie i twes s ies ees e.s e smesem  so o s

Tidak akan melakukan sasuatu perbosbhon sl

ikap vang dapat mangurangi atau maniadakan -~

makeud dari pemberian jaminan iIni, termasuk —-

manvawakan atau meminjam-pakaikan kapada

1ain baik sebagian maupun ssluruhnya oo

Aapablla PEMINIAM ternyvata lalail nembayar e

pilnjamannyda menurut parjanjian yang -

barsangkutan, maka PEMeC L e

Vg
HERFRTAN

menverahkan kapal terssbut berikut ssmua -

Pembebanan kapal laut .... .. Aneke Johana Wawolangi
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4

kelengkapannya dan yvang tardapat atau ada e

------- Csatu dan lainnva guna Kepentingan BAaNMK at

pihak lain vang ditunjul oleh EANK e
selambat-lambatnva dalam waktu dua (2)

minggu setelah diminta secara tertulis o

. Jika dalam waktu vang telah ditsntukan kapa!
tersebut ternvata belum dissrabkan atau tids
berada dalam siap untuk dissrahkan, maka ---
PEMBERL JaMINAN dianggap lalail, kelalatan -
tersebut cukup dibuktikan dengan lewatinga

waktu vang telah ditentukan terssbol, eebhiing

jiiran dengsn surat Jui
sita atau suratmsuraﬁ lainnya vang sademilis
rupda, makas untuk tiap-tiap taril kslalaian,
RPEMRERL JaMINAN danfatau PEMINIAM dikenakan
ganti rugl wvang besarnya akan ditentukan —--
kamudian hari olsah BaNK dan yvang tiap-tiap
kKall harus dibavar dengan seketika dan sska
Tunas Kepada dan di kKantor ssrba dengan -
kwitansil daril 8aNK atau wakilioya yvang syah
. Tanpa mengurangl aturan ganti rugl vang -
dgimaksud dalam suby f tergﬁbut diatas, maka
PEMRBRERL JAMINAN 5%Kar$ng ind Juga untuk nan
pada waktunya, yaitu jika PEMBERTL JEMINAN -
ternyata lalai memenuﬁi Kewadibannyva untuk
meiseratkan Kapal tersehot, membari Koaasa -

dengan hak substitusi dan assumsi kKepada 88

' \ untu k B e o o e e s e et 1 s et e S o S S s S 0 o o 50 w58 o s s ot 500 108

Pembebanan kapal laut .... ; Aneke Johana Wawolangi
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—1
' 1. Mengeluarkan PEMBERI JaMINaAN dan//atau pihak
!
j ‘ lainnya vang menguasal kapal tersebut ; ——-
2. Menge]uarkén SRaMUA baranc vans torcdamae
diatas kKapal dan bukso me: paian ool
é kesatuan dari Kapal tersebut, balk —eeeeee
| kepunyaan PEMBERL JAMINAN maupun Kepunyaan-=
l o) ihak lain o e s e
{Sk Jika perlu menghubungi pada dan dengan ——--
| bantuan dari pihak vang berwajib guna —-e—-
m&lakéanakan ketantuan sub 1 dan 7 tersshot
‘ ctiatas
| 4. Menjalankan segala tindakan yang parlu cdan-
berguna agar dapat menerima kapal btersebuot-
datlam keadaan tidak dikuasal lagi olsh e
siapapun Juga barikut kunol-—-kunod e
sele ngka EOMUN B wo e o mor e o o e o o ot e st e s
~— Satu dan lainnya atas biava, parongkosan
Aar rosd Ne dEb o BRI N o o
[_j t r‘ I ‘\[ " g r1 r,,; f‘i‘ i-:.) E:‘:‘ n:, l’“l Imi }; ‘;'3‘ " ot oie et lowe bars e ees reee sars wess \eis \mwe was e s ‘war ‘wss bes mss
KQLLQE“‘ 004 tvs et 44 kv tomn VA 1800 004 bams Smmn name e 1648 w0b St 000 008 Y008 o0 e 000 A0T 1000 1908 s V000 e 9600 Gow 400 \ewe “908 s e VORS00 S 100 V000 So0h Naws 1008 New L04e e vess

waktunya, valtu bilamana jangka waktu hak 13in lavalk

3jin lainnya yvang dibharuskan olsb e

[N

laut dan 13in-
peraturan parundang-undangan atau paraturan lainnya-

(3l,J Ao S ! PARNNIN] ; R

memberi Kuasa dengan hak substitusi dan assumsi
kepada Paerseroan Terbatas PT. BANK L

, berkKedudukan di Surabava tersebul —eeee e

dan/atau

\~ .

S~

Y

Tesis Pembet{nan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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shin-sama maupun sendici-ssndicrl, daotuk dan-

e reainia PE PSR L JERTLNAN 5 e o

. Mengajukan dan mengurus permohonan perpandangan/ -
penbabaruan danfatau psringkatan semua 1310 yang-
ditaruskan olah peraturan perundang-undangasn atau
poraturan lainnya kKepada pihak yang berwadib
FED A T L @uinby Uit e e o e o e i e
~- sehubungan dengan hal tersebut membuat, oo

= CHETT MEFPGAT KA SLFat e s
permononan, memberl Keberangan/pernyataan, -
minta atau memberikan tanda panerimaan,

membuat dan menandatangani semus surat/akta -

vang diperlukan, salanjutnya mealakukan

tindakan vang dipandang balk atau perlua untuk-

melakukan pengurusdan permononan, dalam hal -

ottt termasul Juga meEnbavar Ssmua

siava vang diparlukan dan membesbankan bza dan-

biava vang diperlukan tersebut pada rekening -

PEMINIAM yang ada pada BANK. s e o

o
i
=
-t

tamana oleh pihak vang berwajib telah diberikan
dan dikeldarkan perpaniangan/pambanaruan dan/atau

peningkatan terhadap 1Jin layak ladt dan ——e—e—eee

PiAse o ladnnyva yang diharuskan olen peraturan-

perundang-undangan atau perabturan Lainnya ==
terhadap Kapal yang be raaﬂgkutan, meEnecima ijin -
ijin vang baru tersebut dari pihak vang barwad b
darn/atau pihak lainnya $iabapun Juga danm e

menyerahkannya kepada BﬁNK;sebagai kelanjutan -

dari pada -Jaminan vang teléh diberikan olah ==~

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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PEMBERT JAMINAN kepada: 8aNK dalam akta ini, ——-—-

.

i daengan Ketentuan, Jika dipandang perlu oleh BANK,
i maka setiap saat jika dikshendakl, BaNK bsbas -~
| untul mengadakan perubghan dan/atau pembetulan -
! atau pambaharuan atas akta pemberian Jaminan inl,
i untulk itu dengan inil 8aNK diberi hak dan kuasa -
untuk dan atas tama BENEE D Tt

[ penbetulan dan/atau parubahan atad pemba e uan

; atas akta pemberian Jaminan Iinl atau akta-akha -

lainnva vang berkenaan dengan penyverahan kapal -

‘ tersabut s;eabagai j ami 1= 0 et St R
. AKhIirnya PEMBERI  JAMINAN mansrangkan bahwa dengan -
istilah kapal dalam akta ini kKapal-kapal berikut
samus Kelanghapannya vang foo o s

d i da i anm }('ar)a l T e o e o i e ol o e e e e S e T N e s e e e

-

-= Bahwa kuasa-kuasa vang disaebut dalam akta inil e
marupakan bagian vang tidak terpisab daril perianiian
pangakuan hutang vang telah atau akan dibusat
tersendirl tersaebut, vang jika tanpa Kuasa-kKuasa
tersebul RPerjanjian Pengakuan Hutang dan/atau e
Parjaniian Hutang Laloys

Hutang Dengan Memakal Jaminan oersabhul sy
dilangsungkan, karenanva kKuasa-kuasa terssbut tidak-
dapat ditarik kembalil dan tidak akan bsrakhir —--e-
disebabkan oleh hal-hal barupa apapun § o« e e
- Bahwa ssgala jaminarn yangﬂﬁiherikan olah PEMBERY -
JAMINAN dalam akta ini, dapat dijaminkan ulang -

dendgan cara vang dinsrkenankan ofeh mematoom oo mee

dengan cara laln kKepada pilhak Ketiga valtu o

~ INDONES1A atau Bank lainnya yvang disetujui oleh ----

~—~

Tesis v Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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EREUNIL oo oo oo oo o o e L L i e

------- Bahwa untuk segala akibat vang timbul daril akta Ini
PEMEERL JaMINAaN telah memilih tempat Kediaman hukome

Kantor Panits

falk darl BaNg untuk -

e A U AT e P O A D e U U T A s i anig

PEMINIAM/PEMBERT JaMINaGN dihadapan Pengadi lan MNegsos

lainnya yvang dipandang baik oleh BANK dan ssousl - -

dengan kKetentuan hubum yang barlakua, —-eeemmmmee o nn

=

== turut pula manghadap kepada sava, Notario weeee e oo
a. fTuan ' , .

e e gy e e ey g
L AATYAMANT Ao

Peressroan Terbatas @1, 8ANK . . .7

s nor Rusar L, bBErtenpat Tinggal
qdi - e e o o e e e i

- Yang untuk sementara 1ol berada di Surabava. ----

. .-

b. tuan , , pada Perassroan Tarbate

PT . BRANK L C Kantor Cabang -----

- Surabava, bertempat Uinggal i ---
SuU s abdya e e e o et i o o 0 o 121 st e ot S o e S S o 120 108 1 o 18 e s e e s 108 00 e e

Mt

bertindak berdasarkan Surat Xuasa, berbtangg

¢y«

N

MOmoOr s -

., vang dibuat dibawah ——-—-
tangan dan bermataral cukup, yvang untuk kKeperlusr
ini aslilsurat tersaebut dilekatkan pada minuta --
akta saya; Notaris, tertaﬂggal hari Inl, Nomor .-

. selaku Kuasa dari -

yvang-

\\7 akan disebut, vang bertindak dalam jabatannya ---

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



selbii- P‘ét‘fédsfélkahh Univérsitds All‘léhgga Bk
berdasarkan akta Kuasa, tertanggal S R
( )] - ; ., Nomor s , vang dibuatl

dihadapan o . Fiana Kukum, -

N‘T) 1‘-‘- ar i‘ S d i S ur abay-ﬂ y T e e e o e

~ dari dan demikian sah mewakili Dirsksi, oleh
Farena itu untuk dan atas nama Perseroan -
Terbatas P10 0ANK
berkedudukan di Surabaya. - oo

-~ Yang sayd, Notaris kenal dan vang manvatakan -

nengetanul dan manerima balk pengikatan menurut skta -

il . ere ase s b0s s et 000 Mt 00t Ak bow wrs b0t Swss s e ThSs 1008 e 60b V004 W04 S tars b w4t vk abs e us wee we 4ss ape o ogn ere s bes ire 4s - axee

e e JEMIK TANLAH QK TA LN s oo s e oo o e e e e
== Plbuat dan dirasmikan di Surabava, pada harl dan -
tanggal senertl tareobon ot

Nona , Sarjana Hukum, den Nyoine s

, Sariana Hukum, keduanyva pegawal Notaris

dan bertempat tinggal di Surabava, sabhagal s

—
i
2:
=T
=ty

-- Setelahb akta inl oleh sava, notaris
Ya,

para paenghadap dan para saksi, maka ssgera akta inl di-
tandatangani oleh para psnghadap, saksil saksi tersebot-

AT R A

= Dilangsungkan dengan

(i ETT SA T DT ETIEITY L v v v oo s e e st o et e rt et et o et e ettt st e w0 bt 14 i s 0t st e e e e

== Asll akta ini telah ditandatangani dengan ssmastinya

1
1
!
i
|
{
{

DIKELUARKAN SEBAGAT TURLNAN - o

) - B e T . -

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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Lampiran 3

Grosse Akte Hipotek Pertama

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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DEPARTEMEN PERIHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERITUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAIFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSEE AKTE

JIMEXTHRAT jENBERAL
PERHUBUNGAN LAYT

HIPOTEK PERTAKA

..................................................................................................

Nomor L T T

Tanggal 1

Nama kapal o KM e L 8KS
eks

Nama pemilik R 2 R OSSR

Tesis

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Akta tanggal :

Nomor

Mengenar  Hipotek
Pertama, sebesar--
Rp. -

BERPIUTANG :----
PT. BANK
berkedudukan di----

JAMINANNYA
Sebuah kapal --------
motor bernama -~----

. tanggal

AKTA HIPOTEK
Nomor: o/

Kamis

——————————————————— Pada hari i, tanggal

telah menghadap kepada kami, Captain BOBBY REYNOLD MAMAHIT,
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan
Lant, Departemen Perhubungan, dalam hal ini bertindak cebagat
PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
Jakarta, berdasarkan Keputusan Menter1 Perhubungan tanggal 29 Maret
1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Perhubungan
tanggal 28 Juli 2005 Nomor ¥KM. 43 Tahun 2005, atas dasar Keputusan
Bersama Menteri Agraria dan Menter1 Pelayaran

1959

tanggal 24  Jum

Nomor SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden
Kab.3/9/12

Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh

Doktoranda SUGI ASTUTI, Magister Manajemen, Kepala Seksi

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran,

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan

Kepelantan tersebut di afas j---------semmmosmmm e

Pemimpin Kelompok Administrasi Kredit PT. BANK di Kantor
Cabang , bertempat tinggal di
Kelurahan .

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

, Kecamatan

, diterbitkan oleh Camat _, dikenal oleh

kami dalam perbuatan hukum in1 berdasarkan :--------------ommcmcmeeeo -

1. Surat Keputusan Direksi PT. BANK Nomor tanggal
, sehubungan dengan Suraf Kuasa Direksi PT: BANK dibuat
secara di bawah tangan bermeterai cukup tanggal - Nomor

T

, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh

1C \My Documents\AKTE RIPOTIK SERUNTINGS doc v

Tesis

Pembebanan kapal laut ....

Aneke Johana Wawolangi
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i karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK . berkedudukan di
~ untuk selanjutnya disebut BANEK j------cmsmmmsmmmmmo e

2. Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor  tanggal , dibuat di
. hadapan . Sarjana Hukum, Notaris di - yang menerangkan
bahwa BANK telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari ,
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama PT. berkedudukan di

khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya

-

tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas

nama PT. tersebut di atas, untuk selanjutnya
~ disebut DEBITUR, pemilik kapal motor bernama eks
eks yang dimaksud dalam Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik

terSebut Al @faS [m=== = o ool

e Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahuly :-----------

- bahwa menurut Akta Perjanjian Hutang Nomor tanggal dibuat di hadapan

-, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, DEBITUR, telah memperoleh
fasilitas kredit dari BANK dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Akta Perjanjian Hutang tersebut di atas j---===-=ssmmmomom e

- bahwa menurut Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor  tanggal
| dibuat di hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, guna menjamin
ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang DEBITUR kepada BANK, baik pokok

kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atan berdasarkan perjanjian
| kredit yang telah dibuat antara BANK dengan DEBITUR yang bersumber pada Akta Perjanjian
Hutang Nomor  tanggal dibuat di hadapan - ., Sarjana
Hukum, Notaris di Surabaya, maupun lutang-hutang vang timbul berdasarkan perjanjian
‘ fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari beserta addendum-
- addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan
BANK, maka DEBITUR memberi kepada BANK, Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan
| seterusnya, sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh BANK atas
| sebuah kapal motor bernama . eks ' eks yang

C My Documents\AKTE HIPOTIK SERUNTING3.doc

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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(o)

terdaftar dalam Daftar Unmum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di
atas nama DEBITUR dengan Akte Baliknama Nomor tanggal dan
tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal

, dengan ukuran, tonase dan tanda selar sebagai berikut :---------mcooo-

|

l -Panjang : 87,10 meter j-------mmmmo e
E -Lebar : 13,30 Meter jm-e oo mmme e e
f -Dalam : 6,50 Meter j-=~---=-mmsmmmsmmms oo
t - Tonase Kotor (GT) : B A B e
. - Tonase Bersth (NT) : 1296 --mmmmemm e
| - Tanda Selar - GT. No. e emmmmemmomnoecanesaeeecaeaommnnaas

| - Bahwa menurut catatan dalam Daftar Induk pendaftaran kapal pada waktu pemasangan
; hipotek ini, kapal motor bernama eks eks dalam
" keadaan tidak dibebani dengan hipotek atan jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain,

. serta bebas dari segala s1taan |- === s oo

----- Bahwa atas permohonan BANK dengan surat Nomor tanggal
, atas kapal motor bernama eks eks
tersebut dipasang Hipotek Pertama sebesar Rp. -
U EAE) = m o m oo e e e

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini
dilakukan dengan syarat-svarat yang tercantum dalam Akta Perjanjian Hutang Nomor dan
Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor keduanya dibuat di hadapan
., Sarjana Hukum, Notaris di , tanggal , dan juga

- memakal syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang
| Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
vang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum

- Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;--------------=--momommomomomneaeoe

-~

C WMy Documents\AKTE HIPOTIK SERUNTING3 doc
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R Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar vang diperlukan telah dibubuhi

© meteral secukupnya serta berpendapat bahwa semmua 1tu memenuhi syarat, maka kami menyuruh

membuatkan Akta Hipotek Pertama ini dan memberikannya sebagai bukti bahwa PT. BANE

i berkedudukan di

( -rupiah) atas kapal motor bernama

\
i eks
1
|

Demikian dibuat di pada hari

Nomor

, telah mendapat Hipotek Pertama sebesar Rp. -

yang telah diuraikan di atas j---------

dan tanggal tersebut di atas

dengan

dan setelah is1 akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek ini

. dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN
- PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami j----------=---noo--

- Capt BOBBY REYNOLD MAMAHIT j-eeeerecmsseemnncaammnsannnnns
. Dra. SUGI ASTUTI, MM ;---------

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Pertama dan diberikan kepada PT. BANK

berkedudukan di

2NlEs
A

AT i
XGLASTUTL MM
S NIPA20108138

L UBUNG

C \My Documents\AKTE HIPOTIK SERUNTING3 doc
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Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal
Sb. 1933 No. 48
Diubah dengan : Sb. 1938 No. |

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar
(ship register) ditempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru. maka si pemilik kapal diwajibkan
memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal 1tu didaftarkan.
Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

L. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;

2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang
Hukum Perniagaan;

Kalau kapal ditutuh;

Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal

o0

Indonesia.
(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis
atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik
serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau sctiap pengurus, tergantung pemiliknya
adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang
buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau
yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau
kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal
demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi
karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima
milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di
mana kapal itu didaftarkan, dalam akte miana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas
kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal
14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap
sebagai pelanggaran.

t . . Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
DKP. VI-22
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Lampiran 4

Akta Jaminan Fidusia
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LTI GRSV

AKTA JAMINAN FIDUSIA
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Kgmer .= X

fada hari ini, 1} , tanggal = ---—--- VX;--W
{ Yy mmmmmmmm -
pukul ( ) mmmmm e oo
Bazian Tengah Waktu Indonesia, ~-—-----—--—---w=- u--m%
merghadap kepada saya, - i , Sarijana Hukum, --°
notaris di ) dcngan'dihadiri oleh para -~---
saksi yang saya, notaris, kenal dan yang akan -------
disebutkan pada bagian akhir akta ini ! ===--ww-v-v-—v

1. Tuan . _ , lahir di pada tanggal -

), Warga Negara Indonesia,
agame Islam, Pengusaha, bertempar tinggal ~----
di , jalan . eeemumseaaea~
Rukun Tetangga , Kelurahan , m———
Demegang Kartu Tanda Penduduk =~=cmrmerm—eeeouo
Nomar e e e e
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak =
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ------
vang mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
untuk dan atas nama perservan terbatgs —-~v----
PT. - " Dberkedudukan di , -
vaitu berdasarkan pasal 11 ayat 3 anggaran =--=-

dasarnya yang dimuat dalam akta tertanggal --~--

( . T mmmee-

T

tiga) nomor , dibuat dihadapan

Sarjana Hukum, notaris di = —wemeewnc-

yang untuk keperluan ini sebuah salinan resmi =
| A

Tesis
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dari akta tersebut bermeterai cukup, —r~=ew-—w--
diperlihatkan kepada saya, nctaris, -—-r=-=-----
- anggaran d#gar mana telah memperolegh -we=mw-w-wa

pengesahan dari yang berwajib berdasarkasn -----

Surat Keputusan Menteri Kehskiman Dan Hak -----
Agasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---
( ———

} nomor , memm—mmen
sedang untuk melakukan perbuatan hukum --=----=

menurut akta ini telah memp=roleh persetujuan -
dari Rapat Umum Pemegang-Saham Perseroan ~—--—--.
sehagaimana ternyata dari ak:ta Risalab e
Rapat Umum Luar Biesa Para Pemegang Saham -----
"PT. ‘ " tertanggal g e et
( ' o) nomor e
dibuat oleh saya, notaris, -————~--mmem-mn—moo
demikian guna memenuhi ketentuan pasal Il --~--
ayatl 4 anggaran dasar perseroan tersebut, -----
{untuk selanjutnya perseroan terbatags -——ewwaw-
PT, tersebut berikut segenap ---—----

pengeantl haknya disebut "Pihak Pertama'" -~=-—--

atau "Pember] Fidugia"). =weccemmem i - )

s 4
1—t

Tuan , lahir di -

pada tanggal (

PT.

Cabang : berdasarkan Surat ---

Keputusan PT.

na UE r am as ae

| o

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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dua ribu lima) Nomor e
bertempatitinggal di , mmmme—mm—

jalan AOMOT —mmmmem—mee e

Rukun Tetangga . Kelurahan , mmmeem————

. Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----=-==r-we——ero

Nomor , mm e

menurut keterangannyva dalam hal ini bertiadak

berdasarkan Surat Xuasa Direksi PT. = =-----
tertanggal -
( -
) nomor , dibuar —ww-
dihadapan. tuan . Sarjana Hukum, —-w-=--
pataris di . aleh karena ity mewakjii ~-

Direksi dari dan selaku demikian untuk dan -=--

atas nama PT.

suatu lembaga vang didirikan
menurut dan berdasar Hukum Negara Republik ----
Indonesia dan berkantor pusat di o
yanz anggaran dasar perikut perutbahan- --------

perubahannya sebagaimana ternyata dalam ;| =--~-

- Berita Negara Republik Indonesia tertangga! =
(

) nomor R

Tembzhan Nomor T et L i

! - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -

«C =e—seea=

) nomor , Tambahan Nomor P

= s

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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‘ -~ Berita Negara Republik Indonesia‘tgrtangga] -
, ( o .
l ) n@mér ; Tambahan Nomor S e -

l - Rerita Negara Republik Indonesia tertanggal
{ : ) --
nomor  , Tambahan Nomor j e e

l - Berita Negara Republik Indonesia tertanggat -

( ______
) nomor , Tambahan Nomor PR g
‘ ~ sedangkan susunan Direksi dan Komisarigs ----=- :

terakhir sebagaimana ternyata dari akta ----- '

LOMO ¥ tertanggal { G

Y, yang dibuat ~------
dihadapan . Sarjana Hukum, - =-=-
pada waktu ;tu _ : sarjana --
Hukam, Notaris di -~ - . perudbahan mana ~--

{ telah diterima pemberitahuan perubahannys ---

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia =--—-

Republik Indonesia dengan surat ——-—wmecoo__.
nomor ’ :anggal -———
( ' S ) dan w—eemmaaa

Anggaran Dasar nomor tertanggal -—-- -www-
( _____
), yang dibuat dihadapan = =  c=me-

, Barjana Hukum, Notaris di -
(untuk selanjutnya PT. = e
tersebut berikut segenap --------

pengganti haknya selanjutnya disebut =~---rnuan

AT e e

Tesis
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l "pinak Kedua" .atau "Penerima Fidusia'). =------

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notarls, ----=---
perdasarkan idEd‘i,titaS para penghadap. ---=-==-==meooo
- Para penghadap dengan bertindak dalam ==---=---—---
tedudukannya tersebut menerangkan teriebih --=--w-=-=

dahulu ¢ —mewrsesm oo = e e s s e T ST T T T

A. Bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihafk —————

vang menerima fasilitas kredit (untuk -=---=-- i
selanjutnya cukup disebut "Debitor") dan ==-wr-w--
Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi ----~---
Fasilitas kredit (untuk selanjutnyva cukup =r-w--=-
disebut "Kreditor") telah dibuat dan -----—mw-nu—-

gitandatangani akta Perjanjian Kredit -

di bawah tangan tertanggal v { —

Nomor . ;T m T T T T o me — e
(untuk selanjutnya akta Perjanjian Kredit ~——=-—=-

Investasi berjkut dengen semua pengubahan dan -v--

pembaharvannya disebut "Perjanjian Kredit"); =-----
B. Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan ---
baik segala sesuatu yang terutang dan harug —=---o
dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur daiam ----
Perjanjian Kredit, Debitor/Pemberi Fidusia ———~;~~
diwajibkan memberikan Jaminan Fidusia atas ~—~—;=v

( } buah Speed Boat bernama = =00 @wm——e-
milik Pemberi Fidusia untuk Kepentingan Pen=tima -

Fidusia,. sebagaimana yang akan diuraikan —---s=e-u-

di bawah ini; v-=r-mrm e

' C. Bahwa, untuk memenubi ketentuan tentang —=--—-=-=w-

RIS TH T (N et i

Tesis
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pemberian jaminan yang ditentukan dajam wmcmmme——
Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusié“&an ~~~~~~~
Pererima Fidusia telah semufakat dan setuju, =-=-==--
dengap ini mengadakan perjanjian sehagaimang ~=----—
vang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 42 ==-----

tahun 1999 (zeribu sembilan ratus sembilan nuluh -

sembilan) tentang Jaminan Fidusis sebagaimana ---=
hendak dinyatakan dalam akta ini; -------r~=womo--
Kemudian untuk menjamin terbayarnya dengan baik =-----

segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oléﬁ -
Debitor kepada Kreditor, bzik karena utanz pokok, -
bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul =-===--—----~
berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah wtang --
pokok sebesar {

Y atau sejumlah uang yang ditentukan -----
dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, —---«-
jurlah uang mana ternyata dari baki debet Debitur w--
Lepada Kreditor, maka penghadap Pihak Pertama ------ -
bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidugia
dengan ini memberikan Jaminan Fidusia ---------~---- ==
xepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa -
dan penghadap Pihak Xedua bertindak sebsagaimana *qu—
tersebut dan karenanya untuk dan atas nama PenerimaAw
Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari ----

Pemberi Fidusia sampal dengan nilail penjaminan ------

sebesar e
') atas objek jaminan fidusia =~------

DETUPE | =i o o o o o = e
- { ) buah Speed Bcat bernama TR

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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/ dengan ukuran-ukuran sebagai berikut ;| -=—-------- -
WIS

/ Panjang -------- : { —---

| % l ] Meterj ==m=w=wo———-

; ‘ Lebar ——m==-——==- : «c =mm=-

! l ) Meter; ——--——--==n-

l Tinggl =~-=wr==== 1 ¢ T memmee

l )y Meter: =~<----

GRT wowmememma—w. : GT; —-—-m—rrmmmmmme e

NRT =ro=me—m——-- NT; ———-mromerecmsme oo o

dengan nilai barang jaminan sebesar ---------=-w=-

e

)} mmmm e e -

{(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut ---=-

dengan "Objek Jaminan Fidusia")., =--mweooo——mmmooooaoo

- Selanjutnya para penghadap tertindak dalam =-------~

kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pembebanan --
Jaminan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan

persyaratan dan ketentuan sabagai berikut | =w-------

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan ---ewwo-
Fidusia dilakukan ditempat dimana Objek Jaminap -——-w=-

Fidusia berada dan pada saat dilaksanakan pembelian -

., oleh Pemberi Fidusia, menjadi miliknya Penerima ~w=-=-
Yidusia, sedang Objek Jaminan Fidusia tetap =--------
berada pada dan dalam kekuasaan Remberi “idusia --=---

selaku peminjam pakal. ===wwe--—-- e e e e

1. Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima ~w----

I Fidusia atsu kuasanya bahwa Objek Jaminan --—-~-=----

¥
'
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Fidusia vyang diberikan sebagai Jaminan Fidus.p -..

kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar =--___

ada dan adalah hak penuh/kepunysaan Pemberi -----—

Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak lain yansg
turut mempunyai hak apapun juga, tidak ——w-----. e
tersangkut dalam perkara/sengketsa dan tidak w-w-ee-

berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah ---

!

diberikan sebagai Jaminan Fidusia atau dijadikan’
jaminan pembayaran utang dengan carg -—-----———--—--

bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. ------

P>

Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan ---—--
dan melepaskan Penerima Fidusia atau Kuasanya ~-~=-=

dari semua tuntutan/gugetan.yang diajuan oleh -~

E

orang/pihak siapapun juga mengenal atau e
berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh -----
Pemberi Fidusia sebagaimana diuralikan diatas, ----
dan atas permintaan pertama daTi Penerimg =--ewe=-
Fidusia gtau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib -----
mengurus, menvelesaikan dan membayar tuntutan, ---

gugatan atauv tagiban tersebut atas biava dan ~----

tanggung jaweb Pemberi Fidus:ia sendiri. -~=-=-w----

e ettt Pagal 3. ----—-—-mmmmmmemmosen

[y

Cbjek Jaminan Fidusisa hanya.dapat dipergunakan ===
oleh Pemberi Pidusia menuput sifat dan —seweaman--
peruntukannya secara pinjam pakai, dengan tidak --
ade kewajiban bagi Pemberi Fidugia UNtUK =wew-wemws

membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk ----

pinjam pakail tersebut kepada Pemerima Fidusia. ---

2. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untul ==----w--w
S
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memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan -==c—=-o--
HOTARIG
sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang -
diperlukan ugtuk pemeliharaan dap perbaikan atas -
Objek Jaminan Pidusia atas biaya dan tanggungan -«

Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak ----

dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu., =--

<

Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan ===ww=-
Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka ~----—-
Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada

Pemberi Fidusia untuk mesliakukan tindakan-tindakan

vang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Objek --

i Jamipan Fidusia, ==-r--vmmmmmcmmm e e

l 1. Penerima Fidusia atau wakilrnya yang sah setigp ---
waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja ==
memeriksa tentang adanya dan tentang Keadaan -----
Objek Jaminan Pidﬁsia. ————————————————————— v

2. Tiap-tiap 3 (tiga) bulan Pemberi Fidusia harus ---

memberi laporan kepads Penerima Fidusia mengenai

keadaan dap tempat dimana Objek Jaminan =wmeww—eo-

Fidusia berada, ----=------ e i teb et R

3. Penerima Fidusia ates biava Pemberi Fidusia =-~---

berhak namun tidak diwajibkan, untux melakukan ——-~

atau suruh melakukan segala sesuaty yang —w=-=-----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fiduscia atas ---

Objek. jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia --

melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek ---

Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baiic,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki ----

D ———
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gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek ----
Jaminan Fidusia disimpan atau berada. P ~
] 4. Pemberi Fidysia dan Penerima Fidusia menyazakan --
bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan -
memasuki tempat dan/atau banguran tanpa izin. w==--
l S. Penerima FPidusia mempunvai hek (tetapl tidak ———
diwajibkan) untuk menempatkan {(atau menyuruh «==---
Pemberi Fidusia untuk menempaikan) tanda-tanda --~-
identifikasi pade Objek Jaminan Fidusia yvang -----
memperlihatkan bahwa Penerima Fidusia adalah ~w—--

pemilik .dari Objek Jaminap Fidusig., ——=-=w-mmrmow-

Pemberi Fidusia wajib memelilhara tanda-tanda -----

sedemikian. ==---mme——w_—- e e e e

Apabila bagian darl Objek Jaminan Fidusia atau

di antara QObjek Jaminan Fidusia ada yang tidak -==----

dapat dipergunakan lagi, maka Pembari F¥idusia

[

dengan ini berjanji dan karenanva mengikat dird

untuk mengganti bagian dari atauv Objek Jaminan

—— v —

Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan ~~--

Objek Jaminan Fidusia lainnya yang seJenis yang --=--

nilainya setara dengan yang digantikan serta

[t %=

yang dapat disetujui Penerimsg Fidusia, sedang

pengganti Objek Jaminan Fidusia termasuk dalam -—---
jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

e - ————— . Pasal 6, - ovmmoe e e S S,

1. Pemberi Fidusia tidak berchak untuk melakukan ~=---

fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia.

3

Pemberi Fidusia juga tidak diperxenankan unituk ---

e rm———— v
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membebankan. dengan csra apapur, menggedaikan, ----
3 ARUN-Pepvstermakiniveraits Airlamggajual ataw mengalihksen ~---
dengan cara apapun Objek Jaminan Fiduela kepada --

pitak lain tanpa persetujuan tertulis teriebih ---

dahulu dsri Penerima Fidusia., —-wwr—-=r-—wmoommeo-
2. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan ---
seksama kewajibannya menuruet yang teiah diventukan
dalam akta ini atav Debitor tidak memenuhi -e---==
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maks ----
lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi ==---=-
kewajiban tersgebut saja sudan cukup membuktiikan --
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian =w--ww--
Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenubl «wv—-w
kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi ---
Fidusia untuk meminjam pakai Obiek Jaminan Fidusia
menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus -
diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia =---
kepeada Penerima FPidusia, szetelah diberitahukapn —=-=
secara tertwlis oleh Pene-ima Fiduszia, =-—m-meeew s
—————— e mmm—mcim—— Pasal T, mmmemmmwm o
1. Pember: Pidusia berjanji dan karenanya mengikat --
diri untuk mengasuransikan Objek JTaminan Fidusia -
rada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau ----w=-
disetujuli oleh Penerima Fidusia terhadap banaya -—-
kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu ---
jumliah pertanggungan serta denzan persyfraran =---
vang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. ----=-
2, Fada polis asurapsi tersebut harus dicanftumyan -~--
kiausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka --
e

LN Rl EN T,

T et
- s
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Kreditar, vang selanjutnya akan memperhitungkannya
Jengan jumlahiyang masih harus dibayarkan oleh ---
Devitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ---
Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada haruvs ---
dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia

dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk ---

i

membayar bunga atau ganti keruglan bherupa apapun

kepada Pemberi Fidusia. ------s--ommmmmmmmmem oo
3. Apabila ternvata uvang pengzanti kerugian d&ari ===«

perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka
Debitor berkewajiban untuk membavar lunas sisa ==--
vang masih harus dibayar oleh Debitor kepada ~we--

Penerima Fidusia, ————m—-smemmcmmr e e

, 4. Semua uang premi asuransi harus ditangzung dan ==-
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor., se=swew
| 5. Apabila Pemberi Fidusia atau Pebitor ialaj ~emmww-
dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan wewes
Fidusia., maka Penerima Fidusia berhak =-~wo-wrmn-nw

(namun tidak berkewajiban) dan seberapa periuv ----

9

dengan ini kepadanya oleh Pembari Fidusia telah ==

o
&

diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Qbjek -

Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premi --—--

ssuransinya tetap harus dibavar oleh Pemberi ~----
Fidusia atau Debitor. —w-mcmmemmmm e e
| 6. Asli polls asuransi dan perpanjangannya ==eweewe--
cikemudian hari serta pembayaran kujitansi ~--—~-=--
pembavaran premi asuransi harus Jdiserahkan untuk =
digimpan ¢leh Penerima Fidugia segera setelah ----

| S

I'CIIIUCUGILal]j‘\apq‘lr',:mg.»”.,,' b . Aneke Johana \Wawolandi

AR,



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

diperoleh oieh Pemberi Fidusia dari perusahaan ---
A3UTANS] TEISEDUt. mewo oo

‘ —emw e e ---=A4==== Pasal 8. --we---- i
l t. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atav Debitor vidak -
menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan ---
delam akta ini dan/atau salah satu ketentuan —~--—--
dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal =-----
Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai, =--eee—w—- .
/ sedangkan kelalaian tersebut scmata—mata ———-———wow ’
terbukti dengan lewatnya wakiu yang ditentukan, --
tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat -=--
teguran juruy 8ita atau surat lzin yang serupa =---

den

Q

an 1tu, maka Penerima Fidusis berhak @ —-——-=—=

(i} untuk menjual! Objek Jaminan Fidusia atas —-—=-

dasar titel. eksekutcorial; atau melalu) ---—-=
pelelangan dimuka umum; =tauv melalul =evewaco
penjualan di Lawah tangan yang dilakukan ----

berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan -

Penerima Fidusia jika dengan cara demikian --

diperoleh harga tertinggi vang ----- e ————
menguntungkan para pihak; =«c--mmmmmu o a

{(ii) untuk keperluan penjualar terschutf, —-—-wwe—--

Penerima Fidusia berhak menghadap dimana —--=-

perlu, membuat atau suruh membuat serta —-—we-
menandatangani semua surat, akta serta -—~w-- -

dokumen lain yang diperiukan, menerima uvarg -
harge penjualan dar membe-ikan tanda —-=e=---

penerimaan untuk jtu, menyerahkanm apa varg —-

dijual itu kepada pembelinva, mempernitupgkan

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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O
atau mengkompensir uang hargs penjualan -=---

yang diterimanya itu dengan senua aps vang --
wajib dibayar oleh Debitor kepada Xredirtor, -
skan tetapi: dengan kewajiban bagl Pererima --
Fidusia untuk menyerahkan sisa yang -——=w——w=-
peajualannye jika masih ada kepada Pemberi ~-

4

Fidusia, dengan tidak ada kewaiiban b

1 -y

fo
k]

Penerima Fidusia untuk membayar bunga atav --

gant] kerugian berupa abapun juga kKepadg w---

Q

. Pemberi Fidusia atat Debitor me

-1
¢

1genal sisa ~-

T

uairg harga penjualan jtu selanjutnya ——me—---=

Papngrima Fidusia juga bevhak untuk ——ww—oee—oan
melakukan segala sesuate vang dipandang ~--—--

periu dan berguna dalam rangka penjualan —-=-

Objek Jeminan Fidusia dengan tidak satupun --

vang dikecualikan, —--—=wo—---ua_- e :

2. Apabile hasil penjualan dari Ohjek Jaminan =e-----
Fidusia tidak mencukupi untuk melunzsi semus —-=---
apa vang wajib dibayar nleh Debitar kepada —we-ewwe
Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar ----
Iunas sisa vyang yang masih harus dibayar olel =—we--
Oebitor kepada Kreditor. ~-—-—-me--- R

e e e e ————— === Pasal 9. ~w--- T e

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak —---

vang diberikan Kepadanya seperti tersebu: dalam -——---~
pasal 8 akta ini, Pemberi Fidusia waiib danm ——e-omme-
mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan —ee—---

dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam ~---

keadaan terpsliharg baik kepada Penerima Fidugia ---—-

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



(s e

Objek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau teguran
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pember:i -

=

Fidusia tidak mefmenuhi ketentuan itu dalam waktu yang

L

ditentukan dalam surat pemberitahuan atsu teguran =---
vang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah -~----
ltalal semata-mata karena lewatnya waktu yang ~we-we-a

ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu --

i

urat teguran atav surat lain ysng ssrupa =----- e
dengan itu, maka Penerima Fidusia ztau kuasanya mw=-=--
yang sah berhak, dengan memperhatikan paraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. untuk mengambil —---
. atau sutuh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari =sm--
tempat dimanapun Objek Jaminan Fidusia berads, -—-=---
baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan -
pihak ketiga vang menguasainya, dengan ketentuan, ---
bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi -

tanggungan dan harus dibavar oleh Pepberi Fidusis. -

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan bervakhir derngan -
sendirinya pada saat Dzbitor telah mcmcnuhi/membay&:
lunas semua kewajiban Debitor kepada Kreditor ~wwceaww
sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesual
dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal --
demikian, maka Objek Jaminan Fidusia beralih cengan -

sendirinya menurut hukum Kepada Pemberi Fidusia, ----

Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk -~w—---
melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada -——w-oo-

Kantor Pendaftaran Fidusia. we--—=-—-mmomeocooe  .u- -~

Tesis
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i Untok reperluan tersebut menghadap di hadapan -----==~

pejabat atay instansi yang berwenang, memberikan «---

K

o

terangan, mengndatangani surat/formulir, -—=—~--—-wme--

mendaftarkan Jaminan Fidusia atgs Objek Jaminan —wws-
Fidusia dengan melampirkan Pernyvatzan Pendafrarap ---
Jaminan Fidusia dan mengajukan permobonan perubahan =

dalam hal terjadi perubahan atas data yang -—=v---ww--
tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, ------ -
selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidugia --~---

dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumepn -

Untuk keperluan itu membayar semua biava dan mererime
kuitarnsi segala uang pembayaran serta selanjutnya ---
melakukan segala tindakan yang perlu dap berzuna ----

untuk melaksanakan ketentuan dari akta inl. ———cew-—-

—r e M. e e — - - e -~ Pa_sal 13' - - e e e am

i. Peperima Fidusia berhak dan dengan ini diberi ---~
kuasa dengan hak substitugi oleh Pemberi Fidusia -
untuk melakukan perubeshan atau penyesuaian -—-—ev---
atas ketentuan dalam gkta ini, di dalam hal --—--=
perubahan atau penyesuaian terzebut diperlukan ---
daiam rangka memenuh! ketentuan dalam Peraturap --
Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia malpun wwe--

»ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahup 1G04

(seribu sembilan ratus s=mbilan puiuh sembilan) --

tentang Jamipan Fidusia., ----w----- e
2. Akta ini merupakan bagian yvang terpenting dan =---
tidak dapat dipisahkan dari Perjaniian Kredit «—--

demikian pula kuasa yang diberikan datam akra —---

v

e ]

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi



; N iADG-PHRREREN ORELAR ANERE, terpenting serta tidak -
terpisahkan dari akta ini, tanpas adanva kuasa =-v-=
tersebut, nis¢aya Perjanjian Kradit demikian —~~--
pula akta ini tidak zkan diterima dan -—----—=--=- -
dilangsungkan di antara para pihak yvang --~-------~
bersangkutan, oleh karenanva kuasa tersebut ------
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan -=----
selama berlakunys Perjanjian Kredit dan Kuasa ----
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena =---
sebab yang dapat mengakhiri pemberian sestatu ---~
kuasa, termasuk sebab vang disebutkan cdaiam ===~~--
pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitad Undeng-Undang =-=-=

Hukum Perdata Indonesia. ————-=-—=--rrm=rmocemeoao—

ket amuene P353] 13, meme e oo o v

1. Segala perseligihan yang murgkin timbul diantara -

kedua belah pihak mengenai akta ini vang tidagx ---

dapat diselesaikan diantara xedua belah pihak ==-=
sendiriji, mexa kedua belasah pihak akan memilih -----
domisili hukum vang tetap dan SEUMUNNYA —- === —=m——

d1 Kantor Panitera Pengadiian Nggerl —-~-—-—---o——-

2, Pemilihen doemisili tersebut dilakukan dengan ——---
tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk ------
mengajukan tuntutan bukum terhadap Pemberi ~wermeo-
Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek ===
é Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri -----
| lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. -
vaitu pada Pengadilan Negeri vang mempunyal ------

vuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atay ==«

e —

B T
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s atas Objek Jaminan Fidusia. ——--—-wo—mmommoon —————

~ Biaya akta 4ni darn biaya-blayz lainnva vang =-=—=---

berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam -

melaksanakan ketentuan dalam akta iani menjadi

tanggungan dan harus dibayayr oleh Pemberi Fidusia -

atau Debitor, demikian pula biaya pendaftaran —~--w--

Jaminan Fidusia ini di Xantor Pendaftaran

Fidusia.

e - .- 7 T e b - —_
- . Mo e m R e g e e WA —e e

= Akta ini diselesaiksn pukul 14,15 (empat belas -~---

lewst lima belas menit) Bagian Tengah Waktu = —--—ww-

Indonecia.

i cRemikian akta ini --weocemmen oo

- Tesis
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Lampiran 5

Grosse Akte Pendaftaran Kapal
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-------------------------------------------------------------------------------

Ty TIEREN LT Nomor
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«ﬁ)h ar?’
Y g-@;%:’,/ Tanggal
\.‘_Ei,,f«x
Nama kapal
Nama pemilik
Berkedudukan di :
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AKTE PENDAFTARAN

NOMOR
Akte tanggal :———,/———— Pendaftaran sebuah kapal motor bernama
dahulu bernama ., seperti diuraikan dalam
Nomor - - surat ukur sementara tertanggal Singapura,
——————————————————— . ., Nomor . dengan ukuran-ukuran
Mengenai kapal -- | P an j ang : 83,15 meter ;--———=-——————=
motor bernama : - | L e b ar » : 14,20 meter ;-—-———————=———-
eks _ Dalanm : 8,90 meter ;-—--—---—-——-—-
————————————————————— Isi kotor (GT) 1 2802 ;e
Milik P.T. --- | Isi bersih (NT) i 1558 ;--emmmm s
PELAYARAN ~-- | Tanda selar 1 -
berkedudukan | Kapal dibuat di dalam tahun terutama
di ;——- | dari baja dengan satu geladak, satu cerobong asap,
———————————————————— dilengkapi dengan mesin induk merek
dan dipergunakan dalam pelayaran dilaut
Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam
Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan
\| baliknama kapal ;-—=-———-—=—===-=-=-----—————————o-
\
~=--0000000~--—-~
/ ~w--e-=--— Pada hari ini tanggal . - telah

Tesis

menghadap kepada kami, Doktorandus SUTJIPTO,Pelaksana Harian, Ke

pala Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat

Perkapalan dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Departemen Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEGAWAI
P [
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret

1996 nomor KM. 14 Tahun 1996 dan tanggal 14 Juni 1980 nomor
KM.164/0T.002/PHB-80, atas dasar Surat Keputusan Bersama antara

Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24

Juni 1959 No.SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden
KAB.3/9/2

Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 November 1958 nomor

219, dibantu oleh ROSWYARRNaN&WH Pdina Hukum, Staf Avekedohapd@Wipfdaran
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Swasta bertempat tinggal di . ., Jalan . . Nomor
dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Akte

Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal .. nomor

dibuat dihadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di L
sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk
dan atas nama PT. PELAYARAN berkedudukan di , -
pemilik KM. . eks vang dimaksud dalam akte ini ;--

—————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan

terlebih dahulu ;- -——--—--— e e

-~ bahwa menurut Bill of Sale tertanggal , ;
diketahui oleh MICHELE TALLOIR Pejabat Departemen Luar Negeri

Perancis tanggal . , ., ‘
, . . . berkantor di

selaku Penjual

mengaku telah menerima uang sejumlah . = |
| ) dari PT.
PELAYARAN : beralamat Jalan nomor q
selaku Pembelil sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor
bernama terdaftar di ) ) dengan nomovr
pendaftaran No. S : dan official number - g

- bahwa menurut Statement of Delivery and Accepptance,

selaku Penjual menyatakan telah menjual dan menyerahkan kepada
PT, PELAYARAN ) ', ' , selaku Pembeli yang
menerangkan telah menerima penyerahan dari Penjual berupa sebuah

kapal motor bernama dai pada tanggal

-

, sesual dengan memorandum of Agreement tertanggal

- bahwa menurut Certificate of Closure of Bahamian Register,
Commonwealth of Bahamas tertanggal . yang
diterbitkan oleh Regiétrar of Bahamian Ships, KM, dengan

registration numbeBempebanan kapal 1l d@n official numBber johana wawdangitelah



/]
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7~ bahwa menurut Builder's Certificate tertanggal

, KM, eks vang semula bernama
dibangun pada tahun " oleh ' di .
- bahwa KM. eks , dimiliki oleh P.T. PELAYARAN
berkedudukan di ., vaitu sebuah perusahaan yang

didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di
Indonesia, dengan akte pendirian nomor tanggal
dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris di
., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor

tanggal dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor tanggal
Tambahan Nomor Tahun , sehingga dapat

didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat
Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasail

50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula,
bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Umum untuk
pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, maka penghadap
meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama

————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat
sebagai berikut ;--—--commmm o

1. Copy surat ukur nomor tanggal - Jm——
2. Certificate of Closure of Bahamian Register tertanggal

Bill of Sale tertanggal j

> W

Statement of Delivery and Acceptance ;-——-——eeommmmmmm e

(@2}

Builder's Certificate tertanggal , ‘ e ittt
. Pembebanan kapal laut ...., Aneke Johana Wawolangi
6. Berita Negara Republik Indonesia Nomor tanggal
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// -—-—— Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas yang sekedar
diperlukan dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat bahwa

semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte

ini untuk dijadikan bukti bahwa KM. eks ~ . telah
didaftarkan sebagai kapal laut atas nama PT. PELAYARAN
berkedudukan di e e e

---- Bersama ini diterangkan,bahwa surat-surat tersebut pada
butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akte ini dan yvang tersebut
pada butir 3 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;----

—————— Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggail
tersebut diatas dengan nomor dan setelah isi akte ini
dijelaskan dan distujui, maka akte ini dibubuhi tanda tangan
oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR 'DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami P e

————— Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;--

————— Tertanda : . Attt
————— Tertanda : Drs. SUTJIPTO ;-—--——==-—=——-
————— Tertanda :  ROSWYAR, SH jrmm e

~---~ Dikeluarkan sebagai Grosse Akte Pendaftaran dan diberikan
kepada P.T. PELAYARAN berkedudukan di jo———

PEGAWAT PEMBANTU
RAN DAN BALIKNAMA KAPAL

UNTUK PENDA

Tesis Pembebanan kapal laut .... » Aneke Johana Wawolangi
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HALAMAN TAMBAHAN

~~~~~~ salinan dari catatan vang terjadi dan dibuat pada hari

tanggal dalam Daftar Induk pendaftaran kapal motor
bernama . eks vang didaftarkan pertama kali dalam Daftar
Dmum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di
dengan Akte Pendaftaran Kapal nomor tanggal
sebagal  kapal laut atas nama PT. PELAYARAN . berkedudukan di
~-—-- Catatan vang dilakukan berbunyi sebagai berikut (----------—---~
~---- Dicatat pada hari tanggal atas permintaan
pemilik dengan surat nomor tanggal dan
telah dilekatkan pada minut Akte Pendaftaran Nomor tanggal
bahwa menurut Surat Ukur Nomor tanggal
vang diterbitkan olJeh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabava dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Direktorat
Perkapalan dan  Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dengan surat nomor ' tanggal , ukuran dan
Fanda selar KM. eks berubah menjadi sebagai berikut ;---
-~ Panjang ! 84,05 meter je—-mcmmm e e s
Loe b arx 14,20 meter (Hem—mmmm oo e
Da | am 1 8,60 MEtEr jmc-mmm e e -
Tai kotor {(GT) D 2005 pemm e e
= Iai1 bersih (NT) D 1438 e e
Tanda selar + GT. No. , B e L r T T e
~

ELJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT

/;‘-‘-c 1‘! SIP}Q

<3 ".3‘
a8

Kl yd .
S
PN
) o
SN
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Grosse Akte Balik Nama Kapal
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DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTE

BALIKNANMA KaPal

............................

1998
Tangg~/ D ereeersreniisarereese s ases e aat e s sese st naesssssarasatesnaranaees
Nama kapal D rnsreenseressaatissstesesenansesanaaesnntasesteeresssanssnrasassnssans
Nama pemilik L ereneesesssess s sane sttt e st s s anssntenentsennasaranan
SuRaAa BAuYa
Berkedudukan di : ....... treriesseeeastesia et e s st e na st tenesrterans

Tesis ) Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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NOMOR

tloin tanggal oo ommeee Pencatatan baliknama sebuah kapal mator
1998 « bernama ' : dahulu bernama . seperti

IRTTITR RO = diuraikan, dalam Surat Ukur tertanggal Suravaya,
SR . Nomor . Nomor . dengan ukuran-
Mengenat kapal -~ ukuran j--—--———=-——-—-—- - -———— - - ————m— oo
motor bernama -~ P an j ang ¢ 64,00 meter j-—-——m———————————-
.Lebar t 11,50 meter [ e=mmmmmmmemm e
;~~““~~~*~~§ Dalam : 6,10 meter j----------—-—-—--
Cemme e 0 151 KOtOT (GT) D B B
Bk . —-———_ Tsi bersih (NT) I A B
. — Tanda selar : ) - No. e
bevieduduk~! Kapal dibuat di : dalam tahun “ terutama

srodi Suvabaya ;} dari baja dengan satu geladak, satu tiang, satu
fem— et perobong asap, dilengkapi mesin induk merek
dan dipergunakan dalam pelayaran
di lautjmmm e
Kapal telah didaftarkan dalam Daftar Umum untuk
pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal d i
JTakarta sebagai kapal Jaut atas nama

berkedudukan di

dengan akte pendaftaran nomor . tanggal
; _______________________________________________
L e 00000 —-——-
boeesmeme———— Pada hari ini . tanggal : telah

shadap kepada lkami, Doktorandus SUTJIPTO, Kepala sub

Mivelbtorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal,
Divelktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal
Perhubungan l.aut, Departemen Perhubungan, dalam hati ini

berviindak sebagai PEJARAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
i faiktarta, herdasarkan Suvrat Keputusan Menteri Perhubungan
tertanggal Jakavta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 dan
tangzal 13 Oktober 1997 Nomor KM. 41 Tahun 1997, atas dasar Surat
Hepolousan  Rersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelavaran
tevitanggal Jakarta, 24 Juni 1959 No. S$K/204/Ka, sehubungan dengan
“ Kab.3/9/12

Tesis Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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L:vutUSﬁﬁ Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13
November 1958 Nomor 219, dibantu oleh ROSWYAR, Sarjana Hukum,
sala Seksi Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada Sub

Divektorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tersebut

IR T AR  § e e e e e e e e e e e
Swaata, beralamat di -, Jalan

, o Pemegang Kartu Tanda
Penduduk  Nomor . \ tanggal . '
diterbitkan oleh TLurah . . . , dikenal oleh kami

daiam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah
tangan bermeterai cukup tertanggal Ly

diberikan oleh ., dalam jabatannya sebagai
Divektur Utama . . . . berkedudukan di

derigan demikian penghadap selaku kuasa dari‘aéﬁ oleh karena itu
bevtindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas

puemilik KM, . : . vang dimaksud dalam akte ini ;--

--=== Pepnghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan

tevtebih dahulu t-mmmmm
- bahwa menurut Grosse. Akte Pendaftaran Nomor tanggal
, KM, . . . telah didaftarkan dalam

Dattar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di

sebagai kapal laut atas nama

berkedudukan di B bbbl -
- bahwa menurut Akte Jual Beli Kapal Nomor tanggal
dibuat dihadapan . , Sarjana Hukum, Notaris
i , dalam jabatannya sebagai Direktur
Utuma dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan
di , Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan .

, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari

dair oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama

berkedudukan di , selanjutnya disebut PIHAK

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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res J-
¢ wailA. Pihak  Pertama menjual dan menverahkan kepada dan untuk

dimitiki oleh Pihak Kedua yang membeli dan menerima penyverahan
witouk dimiliki dari Pibak Pertama sebuah kapal motor bernama

dahulu bernama dengan harga y -
( )

pembayaran serta dengan menggunakan syarat-syarat dan perjanjian-

dan dengan cara

pevjanjian  sebagaimana tercantum dalam Akte Jual Beli Kapal

tersebut diatas j=-=—--—- e e

~  bahwa . . dimiliki oleh P.T.
berkedudukan di . , vaitu sebuah perseroan vang

didirikan menurut peraturan-peraturan hukum vang berlaku di

indonesia, dengan akte pendirian Nomor tanggal

dibuat dibadapan ‘ : ., Sarjana Hukum, Notaris di

, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Renublik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor
tanggal , Sehingga dapat
didaftar sebagai kapal 1Indonesia dan dapat memperoleh Surat
Trnnda Kebangsaan Kapal TIndonesia sesuai dengan ketentuan Pasal
50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
dan  dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 311 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang j--——=—=—-—m—mmmmm e

~---- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan puia,
buhwa oleh karena kapal belum dibaliknamét dalam Daftar Umum
urnntuk pendaftaran dan pencatatan baliknama képal, maka penghadép
meminta  supaya  kapal dicatat baliknamanya sebagai kapal laut
ntas nama pemiliknya yang baru j------mmmmm e

~---=- 0Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami =surat-surat
sehagai berikut §emmm e

i. Copy Sarat Ukur Nomor tanggal e

2. Surat kuasa penghadap tanggal HE i Tl L T T

4. Grosse Akte Pendaftaran Nomor tanggal . . e

t. Akte Jual Beli Kapal Nomor tanggal ) e it
Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor tanggal

Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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== Setelab memeriksa surat-surat tersebut diatas sekedar yang

dineriukan  dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat bahwa
somua itu memenuhi syarat. maka kami menyuruh membuatkan akte ini

niiuk  dijadikan bukti  bahwa KM, = o els . telah

ibaliknama sebagai kapal laut menjadi atas nama P.T.

berkedudukan di e e
~=—=  Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada
Bruitis 1 sampai  dengan 3 dilekatkan pada minut akte ini dan

ving tersebut pada butir 4 dan 5 dikembalikan kepada penghadap -

=~ Nemikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut

diatas  dengan  nomor . dan setelah isi akte ini dijelaskan
e dasetujui, malka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh
DYNGHADAP, oleh  kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
SAPAL heserta PEGAWAT PEMBANTU kami j————————m e e e e

~=~ Nibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;---

== T e v t anda : : L T
== T e rt anda t Dra. SUTIIPTO j--=--mmmmmm e m e
== T er tanda : ROSWYAR, S.H. j--—=----ommmmmm e

Dikeluarkan sebagai Grosse Akte Baliknama dan diberilkan

Pepada PT. berkedudukan di ’ S

PEGAWAT PEMBANTU
RAN DAN BALTKNAMA KAPAL

a

'f':R\ROSWVAR, V.H.
, WIP.120112824
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Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal®
Sb. 1933 No. 48
Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

{Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar
(ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan
memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan.
Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;

2. Kaulau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang’
Hukum Perniagaan;

3. Kalau kapal ditutuh;

4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat’nya sebagai kapal

. Indonestia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan

tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pe-
milik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, ter-
santung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran
yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer,
perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal® atau kapal®
dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian® dalam. kapal demikian
atau kapal? dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal*
lain dari pada yang dimaksukan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau
hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana
kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas
kapa! atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban2 yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), 15,
16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda vang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan® yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap
schagai pelanggaran

TesiE DD Vi-22 Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana Wawolangi
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. REPUBLIK

SURATLKER INTERNATIQNAL (4969 ) INDONESIA
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE ( 1969 )

' NO:

' ‘
Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik
Indongsia _ .

Issued underthe provision of International Convention on Tonnuge Measurement of Ships, 1969, urder the authorily of the government
of the Republic of Indor.esia .

Nama Kapal Tanda Panggilan (angka/huruf) Tempat Pendaftaran Tanggal *)
Name of Ship Disiinctive Number of Lelters Portof Regisiry * Daic

i

R L 1o Jpan ,
8Xe

|

_ * Tanggal peletakan lunas alau pada tahap pembingunan serupd i (Psh 2(6). atau tanggal dimana kapal mengalami psrubshan atau
™ perombakan besar { Psl. 3(2)(b),- ,
: % Date on which tke keel was 'aid or the ship was at dimilar stage of construcron ( article 2 (8} or date on which the ship underwent
.,\_‘—_,’,;g'zera{iom or madifications of major characer { article 3(2)(b). as appropriaie.

'"UKURAN - UKURAN POKOK

Moot

! MAIN DIMENSIONS
; ' Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga
Panjang ( pasal 2(8) i Lebar ( Perawran 2(3)) Geladak teratas. ( Peraturan 2(2)
Length ( a¥ticle (2)(8) Breadth ( Reg. 2(3) ) Mculded Depth amidships to Upper Deck
k { Regulatlon 2(2) )
‘ 96420 meter 17,40 xeter 12420 meter
] 1
[
1

., ISLKAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

i

ISIKOTOR 46 50 . ... .. ..
GROSS TONNAGE
_ISIBERSIH 3213
NETTONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini wlab ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang

Pengukuran Kapal 1969 ‘ ) .
This is 10 certify that the tonnages. of this ship have been determined in accordance with the provisions of the [nternational Convention

on Tonnage Measuremens of Ships, 1969. ‘

Nemor dan tangpal pengesahan J4/5/DyIT. tanggal .
Dikeluarkan di ‘ ’
Issued at '
9 \
j N
DKP. 11 - 33 '
' ot ]
’2 TA : 12,000 Lbr
]
\\\ - - v - -
' ‘.\‘ I - T T v L .w
\ T I . H
\ \. M y N ; N . M )

el ATeSIS L s . , Pembebanan kapal laut .... Aneke Johana WawoTahgi"



RUANG - RUAR SANGPRRMUSTIR DKLRM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE
- ISIKOTOR
GROSS TONNAGE .
Nama Ruangan Letak Panjang B (3
No. Namse of Space ' Location Length Volume
o Bawah geladak ’ _
le Underdeck. AP P 96.07 15.237.08
2. + 8T Tier Deck House | Fre 4 - 17 .20 167,88
3o 2 ND Tier Deck House Fre 17 - 24 6,390 124410
Le Whell House \ Fr, 15 « 23 6.02 £2,38
56 Funnel . Fre 8 = 1445 Le O 68,36
e tocker | Fr, 112 - 118 3,60 9.11
e No. 1 s/d Mast On Main Deck 0,80 0,16
Be Noe 1 Cargo Hatch ! Fr. &9 - 111 1535 164,452
Ge No, 1 Hatech Cover Fre 89 - 111 15075 lﬁv’«ﬁcb‘g
Bl
10, | Mo. 2 Cargo Hatch ' Fr, 33 - T7 31.00 332,26 T
11, | Nos R Hatch Cober ' Fre 33 - 77 31.35 98,51
w2l - _
. JUMLAH
Total 16,363,85
~ Ruang - roang yang dikecualikan [ Peraturan 2(5) ] -
Excluded Spaces [ Regulation 2(5)
Tanda (*) harus dibuBuhkan ruangan . : i
fuangan - ruangan mmupmmun?lilpmﬂ'tmm . FIABEan yang (ercantm diaus yang mana terdint dus
'andu;:dg‘;r;;;::; (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed

- ve . e - X}
vy . - .
- - vew s
* v T Twetw =w4

Tesis e 4
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RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

' 181 BERSIH
| NET TONNAGE :
Nams Ruangan Latok Panjang Isi
No. Nome of Space ! Lo-gtion Lengih Voluins
I No. Cargo Space Upper ' Fre £3 - 113 21,10 1830429
2, Nos 1 Cargo Space Lower Fr, 83 « 113 21412 1397,81
3. Noe. 2 Uargo Space Upper Pr, 28 - 83 3€,15 3370,29
Lo Noe 2 Cargo Space Lower Fre 28 — 83 38415 3691447
54 No. 1 Cargo Eatch X Fro 89 = 111 15435 164,52
6, | .1 Patch Cover . Fro 89 = 111 15,75 L9419
To Noe 2 Carge Hatch ! Fre 33 - 77 31,00 332.26
12 Yo. 2 Hoteh Cover ' Fre 33 = 77 31.35 98, 51
! TOMLAR
[ Towl ' 1101-6311-061&

Ukuran sarut terbesar [ Persturan 4 (2)] 9,140 neter
Moulded Draught {Reg:ulalion 4] 3 A

Jwnlah Penumpang { Peraturan (1) )

Number of Passengers [ Regulation 4(1) |
Jumlah Peauoipang Kamy dengan tdak Icbib dari B tempat ddur
Number of Passengers in cabins with not more that 8 berths

............................................................................ [EERTRIXTREE

Panjung Kapal Seluruhnylz’a“ . 96,67 m'pt.er Jumlah peoumpang lainnya
Overall Length e T Nunber of other passengers
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran " tanggal a4

. Daie and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan peagukuran sébelumaya
Date and place of last previous réemeasureméni

TANDA SELAR * ....GTe.. o N00

Dipasang pada LSindine depan rungh keand

Mark ‘ ce
.pelinting scbelan luapy
|
Keterangan - '
Remarks N [
]
'
]
]
]
]
]
]
]
]
ESS

[ S
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